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ABSTRAK
MNama t Ivope Nurul Fuadah,S.H
NPM : §706177620
Program Stadi : Magister Kenotariatan
Judul : Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Perayataan

Tunduk Ke Burgelithe WethockiKitab Undang-Undang
Hakum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama(Oleh
Calon Suami Muslim) di Indonesiz

Masalah perkawinan beda agama memang tidak banyak muncul kepermukaan
sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(selanjutnya disingkat UUP} Setelah ditelapkonnya UUP yang menyatakan bahwa
perkawinan dianggap sab apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agamanya
dan kepercavgannya masing-masing, Meourit negara sah apabila menurut agamanya
sah. UUP tidak mengatur perkawingn beda agama. Pada kenyataannya ada teradi
perkawinan beda agama, Sebelum berlakurya UUP perkawinan beda agama diatur
dengan Peraturan Perkawman Campuran {Regeling op de Gemengde Huwelijken, S,
1898 No. 158} selanjutnya disingkat GHR dan Ordonansi Perkawinan Orang-orang
indonesia-Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon (Huweljksordonnantie Christen-
Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St 1933 No. 74) stan disingkat HOCT.
Perkawinan beda agama dengan cara penundukan diri pada afuran hukum pibak
perempuan. Penundukan difi pada hukum perempusn il dibuat denzan suate akta
otentik. Akta otentik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868
KUHPerdata, Yang dimaksud dengan pejabat umum dalam pasal tersebut adalah
notaris, Notaris adalah pejabat umum yvang mempunyai kewenangan membuat akia.
Hal i diatur dalam Pasal 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUIN. Metode penclitian vang
dipakai adalah kepustakean penelitian hukum (fegaf research) yang bersifat yuridis
nomnatif, yang bersifat deskriptif analitis, dan analisis data dengan pendekatan
kualitatif. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mang perkawinan
beda agama yang ferjadi di Indonesia dikaitkan dengan pembuatan akta pernyataan
tunduk ke KUHperdata pada perkawinan beda sgama dan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebul. Hasil penelitian
ternyata perkawinan beda agama terjadi dan dimungkinkan dilakukan mengacu pada
aturan Pasal [ Aturan Peralthan UUD 1948, Pasal 66 UUP, Pasal 35 huruf a berserta
penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006 ientang Administrasi kependudukan dan
yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agams, Akta Permyataan Tunduk Ke KUHPerdata,

UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
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ABSTRACT

Name : fvone Nurul Fuadah,S.H

NPM : 0706177620

Study Programme : Magister of Notary

Title : Authority Notary Certificate In Make Statement subject

to the Burgelijke Wetboek, On Marriage Different
Reiigion (By Candidate's Husband Moslem} in Indonesia

The preblem is the difference between religious marriage 15 1ot much appear
before the introduction of Law Number I Vear 1974 on Marriage (hereinafter
abbreviated UUP). After UUP which states that marriage is considered legitimate
when carned out according to legal procedure religious of each. According to the
valid state when the legitimate religion. UUP does not set the different rehgious
marriage, In fact, there occurred the marmiage is religious. Before the introduction of
UUP religious marmiage Is regulated by intermarrizge {Regeling op de Gemengde
Huweliiken St. No. 1898, 158) ang {hen truncated GHR ordinance Perkawinan The
Indonesian Christians i Java, Minahasa and Ambon (Huwelijksordonnantic
Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, St. Ne. 1931, 74) or abbrevisted
HOCL Marriage is religious in a2 way bending the reles of Jaw on women. Bending
the law on women is made with an authentic letter. Authentic lefier must meet the
conditions stipulated in article 1868 KUHPerdata. The definition of public official in
the notary clause. Notfary is z public official who has the authority to make of
authentic letter. Notary is a pubiic official who has the authenty to make of autheniic
letter. This is stipulated in Article 1 juncie Article 15 paragraph 1| UUIN. Research
method wsed is literatwre study law (legal research) of junidical normative, a
descriptive analytical, and data analysis with g qualifative approach. The purpose of
writing is to know the exient to which marriage is a religious place in Indonesia is
associated with the making of a statement of authentic letier to KUHperdata on the
subject of marriage is religious and regulations related to marmiage are different
religions, Results of rescarch that religious marniage is going on and made possible 1o
the rules Switching Rules Article I of the 1945 Constitution, Article 66 UUP, Article
33 letler a with explanation of Law No. 23 Year 2006 about administration of
residence and jurisprudence of MA No. 1400 K/Pd/1986.

Keywords: On Marriage Different Religion Certificate subject to KUHPerdatg
statement, Law. No. 23 of 2006 about administration of residence
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan dan beraneka ragam
suku bamgsa begitn pula agama yang dianut oleh suku bangsa berbeda-beds,
Meskipun beraneka ragam suku bangsa dan agama tetapi rakyat Indonesia fetap
satu, hal ini sesuai dengan fzlsafah bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Tka.

Beraneka ragamnya rakyat dan penduduk Indonesis berakibat terhadap
aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia beraneka ragam pula, salah gatunyva
pengaturan permkahan atau perkawinan, Sahnya perkawinan menuput hukum
Indonesia seperti yang diatur di dalam Undang-undang perkawinan Nemor 1
Tahun 1974 adalah sah menurut agema maks sah memurut negara. Apabila agama
calon suami dan calon isteri sama iiu Hdak bennasalah, bagaimana apabils agama
calon swami dan calon isteri berbeda?

Perkawinan adalah ikaten lahir batin aniara pria dan perempuan sebagai
suami-isteri untuk membentuk sebush keluargs vang lahir dari perasaan cinta
yang tulus antara pria dan perempuan yang Sdak memandang harta, status sosial,
suku bangsa bahkan agama. Adanya rakyat lndonesia yang berancka ragam baik
suku bangsa dan agama dan perasaan ¢inta yang Hmbul antara scorang pria dan
perempuan tidak memandang perbedaan tersebut maka dapat teriadi porkawinan
beda suku hangsa, beda status sosial bahkan beda agama,

Padz dasamiya perbiedasn suku bangsa dan perbedaan status sosial {elap
agamanya sama tdak menimbulkan konfilk vang terlaly rumit tidak seperti
perkawinan beda agama, Hukom di Indonesia menganu! perkawinan ity ssh dan
diakui oleh negara apabila dilangsungkan berdasarkan agama vang dianutnya.
Permasalahan perkawmian beda agama akan timbul karena antara pria dan
perempuan berbeda apamé maka perkawinan fersebut akan dilangsungkan
menurt agama siapa dan hal ini akan menimbulkan polemik.

Undang-undang Nomor ] Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berlaku bagt
selureh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan Pesal 66 Undang-undang
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Nomor 1 tahun 1974 segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan diatur
dalamn Undang-undang ini dan ketemiuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukam Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (St. 1933 No.74),
Peraturan Perkawinan Campuran (31,1898 No.158) dan persturan-peraturan
lainnya yang mengatur tentang perkawinan  sejauh telah diatur dalam Undang.
undang No.1/1974, dinyatakan tidek berlaku lagi. Berdasarkan Aturan Peralihan
Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945' ; “Segala peraturan perundang-undangan
yang ada masih telap berlaku, selama belum diadakan yang bary menurut
Undang-Undang Dasar i,

Pasal 57 Undang.undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang
Perkawinan hanya mengatur fentang perkawinan campuran, yaifu perkawinan
beda kewargancgarasn, dimana salsh safunya berkewarganeparaan Indonesia.
Pasal fersebut tidak mengatur mengenal perkawinan beda agama antara warga
Indonesia. Oleh karena itu yang dietur di dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia-Kristen di
Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesters Java,
Minahasa en Amboina, St 1933 No. 74) atau disingkat HOCI dan  Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, Si. 1898 No. 1538)
atau disingkat GHR berdasarkan Aturan Peraliban Pasal I UUJD 1945 masih dapat
diberlakukan sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Sesual dengan UU No. 1 Tabun 1974, penentuan boleh tidaknya
perkawinan fergantung pada kelentven agama, berarfi apabils hukum agama
menyatgkan perkawinan tidak boleh, make tidak boleh pula menural hukum
Negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang mienjadi boleh tidaknya
tergantung pada kefontuan agama.

Perkawiman beds agama bapl masing-masing pihak menyangkut akidah
{(keyakinan} dan hukem agama vang sangat penting bagi seseorang, Hal ini berart
menyebabkan torsangkutnya dua peraturan vang berlainan mengenal syarat-syarat
dan tata cara pelaksanaan perkawinan, sesuai dengan hukom agamanys masing-

masing.

| Undang-Undang Dasar 1945, yang dipadukan dengan perubahan T, I, {1l IV,
http theww.tasgen.comifilostumasULID 201 945 pdf

2 Universitas Indonesia

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda
agame itu tegjadt sebagai realitas yang tidak dipungkini. Berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku gocara positif di Indonesia, telsh jelas dan
tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama tidak dunginkan,
karera bertentangan dengan hukem yang berlaku di Indonesia,

Temyata perkawinan beda agama masth saja terjadi dan akan terss terjadi
sebagal akibat interaksi sosial diantara selurah warga negara Indonesia yang
pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang teriadi didalam masyarakat, seperti
perkawinan antara artis Jamal Mirdad denpan Lydia Kandan, Katon Bagaskera
dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henti Siahaan, Adi Subono dengan
Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Coubuzier dengan Kalina,
Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Comelia Agatha.

Perkawinan beds agama yang fegadi dalam kehidupan wmasyarakat,
scharusnya tidak tegadi jika dalam hal ol negara atau pemerintah secara tegas
melarangnya, Menghilangkan gikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan
suaty perkawinan bagi rakvatnya. Stkap ambivalensi pemerintah dalam
perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterirna oleh
Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap
sah perkawinan berbeds agama vang dilakukan i luer negerl dan kemudian
dicatatkan di Catatan Sipil di Indonesia.

Rerdasarkan data dari Kentor Catatan Sipil Jakerta  sejak April 1986
hingga Juli 198G telah fercatat kasus perkawinan beda agama tercatat 239 kasus
denpan rincian 112 kagus melibatkan pria musim dan 127 mehibatkan perempuan
muslimah, Sementara #u tahun 1984 Keuskupan Jakarta mencatat adanya 852
perkawinar beda agama.*

Kekurangan dari Kantor Catatan 8ipil Poropinsi DKI Jakarta adalah daiam
pencatatan yang tidak terdata secara balk. Pencatelan perkawman beda agama
disatukan antara perkawinan vang dilakukan diluar negeri kemudiao dilaporkan

dan dicatatakan &i Kantor Catatan Sipil dengan perkawinan beda agama yang

? Budi Handriante, Perkawinas Bede Agama Dealam Syariar Islain, {lakarta. Kwairul
Bayan, 2007} hal.7
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dilangsungikan di Indonesia. Selain it belum adanys sumber days manusia yang
Khusus menywsun dan mengumpulkan berdasarkan kriteria perkawinan,’

Ketidskjelasan dan ketidaktegasan Undang-undang Perkawinan tenfang
perkawinan beda agama dalam Pasal 2 ayat (13 UU No. 1 Tahun 1974 adalah
pcmyataan“: “perkawinan zdalah sah, apabila dilskukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya”. Artinya jika perkawinan kedua ¢azlon
swami-isteri adalah sama agamanya, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama
atau kepercayaannya berbede, maka dalam hal adanya perbedasn kedoa hukum
agama atau kepercavaan itw harus dipenuhi semua, berart satu kali mesurut
hukura agama stau kepetcayaan ealon yang satu dan satu kali lagi menuret hukum
agamna afau kepercayaan dari calon lainnya.

Dajam prakiek perkawinan beds agama dapat dilaksanekan dengan
menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si suani atau
si calon ister. Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan
diri kepada salah sau hukum agama ateu kepercayaan pasangannya. Dalam
mengisi kekosongan hukum karens dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas
mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Yurisprudensinya, Mezhkamah
Aguug (MA) sudah memberikan putusan fentang perkawinan beds apama pada
tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986.

Pertimbangan MA adalah dalam UL Wo. 171974 tidak memuat suaty
ketentuan fentang perbedasn agama antara calon swamni dan calon isterd
merupakan larangan perkawinan, Hal i sefalan dengan UUD 1945 Pasal 27 yang
menyatakan bahwa scgala warga negara bersamasn kedudokannya di dalam
hukum, Tercakup di dalamnya kesamagn hak asasi untuk kawin dengan sesama
wargs negara sekalipun berlainan agama den selama oleh nndang-undang tidak
difentukan behwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan. Maka
asas ifw adalah sejalan dengan jiwa Pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh
Negara, kemerdekaan bagl setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-

masing,

* Sudhar Indopa, Hasif wewancara dengan Kepala Sub Pencatatan Kanmtor Dinas
Kependudydear dan Catatan Sipit Propinst DK Jokarea,uni 2004,
* Undang-undang Namor | Tohun 1974 Tentang Perkawinan.
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Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit i dalam UU No.
1/1974 dan dalam GHR dan HOCI adak dapat dipakai karena terdapat perbedaan
prinsip maupun {alsafah yang sangat lebar antara UL No. 1/1974 dengan kedua
ordonanst tersebut, sehingpa ¢ samping kekosongan hukum juga dalam
kenyatagn hidup di Indonesia yang masyarakatnys hersifat plurakistik, sehingga
tidak sedikit terjadi perkawinan beda agama, Mashmakah Agung betpendapat
bahwa tidak dapat dibenarkan tetjadinya kekosongan hukum tersebut, sehingga
perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum,
akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupen bermasyarakat maupun
beragsma berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama
serta hukum positi, maka MA hams dapst menentukan stalus hukumnya.
Mahkamah Agung dalam memberikan solusi hukum bagi perkawinan bede agama
adalah bahwa perkawinan beda agama dapat dilerima permohonannya di Kantor
Dinas Kependudukan dan  Catatan Sipil sebagal satu-satunya instansi vang
berwenang untuk melangsungkan perkawinan,

Putusant MA tentang perkawinan beda agama sangat kontroversi, namun
putusan fersebut merupakan pemecshan hukum untek mengisi kekosongan hukum
karena tiduk dinystakannya sceara tegas dalam UU No. | Tehun 1974 tenfang
Undang-undang Perkawinan. Putusan Mabkamah Agung Reg No. 1400
KB4y 1986 dapat dijadikan sebagal yurisprudensi, sehingga dalam menyelesaikan
perkara perkawinan beda agams dapat menggunakan potusan tersebot sebagal
salah satn dari sumber-sumber hukum vang berlaku 87 Indonesia.

Pusat Studi Islam Paramading, lambaga dibawab pimpinan Almarhum
Nurcholish Madiid yang didirikan 30 Oktober 1986 berani melakukan terobosan
baru yaitu berani mengeluarlen &afsir bam mengenal perkawinan beda agama
antara calon mempelat yang musiim dan non muslim. Hal i dilakukan sebab
dalam UlJ Perkawinanr Neo. ! Tahun. 1974 dan Kompilasi Hukum Islem (KHI)
yang disahkan dengan Inpres No, 1 Tahup. 1991 tidak mengakomodir perkawinan
beda agama. Bahkan Majelis Ulame Indonegia (MU) mengeluarkan fatwa pada |
Juni 1880 yang mengharamkan periawinan lzki-laki muslim dengan perempuan

ron muslim, termasuk perempuan ablul kitsb, maupun sebaltknya.

g Univarsitys Indonesia

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



Pada dasarnya agama selain Islam yaitu Kristen protestan, Katholik,
Budha, Hindu, Konghucu, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang maha
Esa, seperti yang ditlis oleh Mohammad Monib dan Abmad Nurcholish dapat
disimpulkan bahwa sejumlah agamewsan hdak secara terbuka dan blak-blakan
mernbolebkan perkawinan beda agama. Ketika ada kasus muncul yang lebib
diutamakan adalah menpakomodasi kepentingan masing-masing calon suami
istert dan kelvarga mereka. Hal ini untuk menghindari terjadinya gesekan dan
ketegangan yang akan mengakibatkan agama it sendiri yang akan dijadikan
sumber pessoalan,’

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi pasangan
vang berbeda agama yang ingin melangsungkan perkawinannys harus mencari
jalan keluarnys sehingga mercka fetap bisa melangsungkan perkawinannya dan
tentunya diakut secara sab oleh agama dan negara. Solusi untuk melangsusgkan
perkawinan beda agama adalah sehagai berikut:

1 Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempelainya
melakukan pemilihan agama, sehingga pada saat dilangsungkan
perkawinan menjadi seagama. Dengan demikian tidak ada alasan
lagi untuk dilangsungkan perkawinan mereka.

Z Pasangan calon mempelai  melengsungkan perkawlman beda
agama di luar negara Indonesta. Seielah ftu pasangan tersebut
melaporkan dan mencatatkan perkawinan mercka i Kantor
Catatan Sipil Indonesia.

3. Pasangan calon mempelal melakukan perkawinan beda agama
dengan fasilitator yang memahami bahwa perkwinan beda agama
diperbolehkan, Untuk yang melalui fasilitator ini adalah pasangén
calon mempelal yang salah satunya beragama Islam.

4, Pasangan calon mempelal, saleh satu pasangan melakokan
penundukan din pada hukum yang berlaku bagi pasangan lainnya
dan kemudian meagajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri
unfuk melangsungkan dan mencatatkan perkawinan beda agama

mercka di Kantor Catatan Sipil.

* Mohammad Menib dan Ahmad Narcholisk, Kedo Cinta Bagi Pasangan Nikuh Beda
Agoma, (Ieksca:Gramedia, 2008}, hal 128
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Hal tersehut berlangsung sampai dengan tahun 1986, Karena
setelah itu Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawingn
setelah perkawirsn dilangsungkan menurot taiacara dan hukum
agamanya dan kepercayaannya.

Diberiakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 feniang
Adminisirasi Kependudukan, perkawinan berdasarkan Penctapan
Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Schingga
dengan dikeluarkannys peraturan ini ada kemungkinan teriadinya
perkawinan beda agama dengan melakukan permohonan kepada
Pengadilan Negeri untuk dapat melangsungkan dan mencatatkan
perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.

Sesuat dengan vang dimaksud angka 4 diatas, penundukan diri dapat
dilakukan dengan membuat akia pernyataan penundukan dird dihadapan Notaris,
Akia ini dibuat dibadapan Nofaris oleh pihak calon mempelai supaya dapat
menjadt alat bukit kust bagi mereka lenfang kelnginan  melangsengkan
perkawinan beda agama.

Tanggai § Oktober 2004 Pemerintah mengesahtan Ul No. 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris atan disiagkat UUIN, Dalam UUIN yang baru tersebut
terdapat ketentuan mengensl kewenangan Notarls untuk membuat akta-akia,
Eksistengi Notaris scbagat pejabat wmum untuk memenuhi Pasal 1868 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Notaris berwenang membuat skta otentik untuk
digunakan sehagai alat bukti,

Notarls adalah Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab
Undang-undang Hokum Perdata juncto Pasal 1 angka | juncto Pasal 15 ayat |
Undang-Undang Namor 30 Tahun 2004 fentang Jabatan Notarls, yang memiliki
wewenang mombuat akts ofentik. Akta otentik merupakan alat bukti bagi para
pihak untuk membukiikan secars sah tenlang sesuatu peristiva hukuro baik dalam
porkara perdats maupun perkarz pidana. Artinya apabila akta otentik yang
diajukan memenuhi syarat formil dan materi! serta bukti lawan yang dikemukakan
tergugat tidak bertentangan, maka pada akia otentik langsung melekat kekuatan

pembuktian yang sewipuma dan mengikat. Memiliki nilai kekuatan pembuktian

7 Unlversitas indonesia

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



sepipurna dap mengikat yang melekat pada akia otentik, pada dasammya dapat
berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alai bukti lain.

Adapun akta-akta otentik yang dapat dibuat oleh notatis yang berhubungan
dengan porkswinan adalah sebagai berikut: ®

1. Bjinkawim;

2. Penghapusan Pencegahan Perkawinan;

3. Kuasa untuk melangsungkan perkawinan;

4. Pernyataan (wnduk ke Burgelifke WetboekiBW pada perkawinan beda
agama)

5. Perjanjian Kawin,

Pernyataan tunduk B#, pada perkawinan dibuat karena adanya
perkawinan beda agama. Pernyataan penondukan pada BW dilakukan oleh calon
suamt yang beragama Islam  yang mentkah dengan perempuan Kristen, Hal ini
diatur dalam Pasal 75 dac peraturan LN 1933 No74 yo LN 1836 No. 607
(HOCH), dengan calon suami membuat pernyataan penundukan dint ini maka
perkawinannya dilangsungkan dimuka catatan sipil. Hal ini didukung pula dengan
dikeluagkannya putusann Mahkama Agung tanggal 11 Apnil 1986 No. 1400
K/Pat.P/86 bahwa Catatan Sipil setempat wajib melangsungkan pernikahan
perbedaan agama tersebut.”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarken uraian latar belakang masaleh  tersebul, maka pokok
permasalahian dalam penalisan ini adalah sebagai benkut
1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dan perkawinan beda agsma dengan
dibvatnya Akta Pernyataan wnduk ke Burgerlijke Wethoek/Kitab Undang
Undang Hukum Perdata (oleh calon sumai muslim) pada perkawinan beda
agama vang dibuat dengan notariii?

¥ $tarun Kamil, SH,Liza Priandhini 8H, Mareri Kidich Pembuaton Akia Pergrongon dan
Kalugrgn, 2008
7 ibid
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2. Bagmmanz dengan dibuainys Akis Pernyalean tunduk ke Burgerlike
WethoekiKitab Undang Undang Hukum Perdate {cleh calon suami
muslim} pada perkawinan beda agama dikaitkan dengan Undang-undang
MNomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan?

3. Bagaimena akibat hulumnya terhadap perkawinan beda agama tersebut?

. Tujuan Penelitian

Tuojoan penelitian ini uniek mengeiahul sgjauh mana Akis Pemyataan
Tunduk ke Bugerliffe Wetboet/kitab Undang Undang Hukum Perdata Pada
Perkawinan Beda Agama {(Oleh Calon Suans Muslim) di Indonesia dapat
dijadikan solusi untuk mengajukan permohonan melangsungkan perkawinan beda

agama.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian meripakan hal yang mutlak harus ada dalam suvatu
penelitian, dimana metode penclitian inl berfungsi untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan.gMetode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adaiah
metode yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (Tegal research} yang
bersifat yuridis normatif. Penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum
tertulis, baik vang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun literature lainnya.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagat bertkut

i Tipologi penelitien dalam penulisan ini berupa penelitian yang bersifat
deskriptif analitis, karema penulis ingin menggambatkan dan
menguratkan secara mondalam tentang perkawinan beda agama.

2. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan
data sekunder. Date primer diperoleh langsung dari oreng yang
melakokan perkawinan beda agama {penelitian lapangan). Sumber

penslitian lapangan tersebut diperoleh dan Kator Notaris yang wilayah

¥ Socrions Soekauto, Penganrar Penelitian Hukurr {3akarta: Ul Press, 1086}, hal 7.
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kega DKI Jakarta, Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan, Majelis Ulama Indonesia, dan pakar dalam

bidang perkawinan beda agama.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan,

pendapat para tokoh agama, termasuk juga bahan pustaka yang

bersumber pada :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh
dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan
dengan perkawinan dan kewenangan notaris.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya menunjang
bahan hukum primer dapat berupa buku-buku, artikel ilmiah.
Laporan penelitian dan lain-lain yang berkaitan dengan perkawinan
dan kewenangan notaris.

¢} Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan
hukum primer dan skunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, buku
pegangan yang semuanya dapat dijadikan referensi, acuan dan
rujukan dalam penulisan ini.

3. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penulisan ini berupa
studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu mencari dan mengumpulkan
data berdasarkan data tertulis yang berkaitan erat dengan penulisan
melalui data skunder. Analisis data dengan pendekatan kualitatif,
sebagai hasil pengumpulan data melalui data sekunder yaitu studi
terhadap dokumen dan ditambah dengan hasil wawancara sehingga

hasil dari analisa tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.
E. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini penulis ingin menjabarkan secara singkat
yaitu sebagai berikut :

BAB I, bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang

menjadi alasan penulisan tesisi ini. Pokok permasalahan menguraikan mengenai
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masaiah-masalah vang akan ditelid dan menjadi suvatw masalah di dalam
masyarakat. Dalam meneliti masalah-masalah yang ada dipakai metode penelitian
yang diuraikan ¢i dalam Bab ini. Bab ini diakhiri dengan mengoraikan sitematika
penulisan yang berisikan susunan atau yrutan pembahasan tesis.

BARBI, Anslisa dan Pembghagan, Bab ini memuat teori-teori dan
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tinjausn umom tentang perkawinan
secara umuwm, pengertian perkawinan beda sgama  yang ditiniau dari Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor ] tashun 1974 tentang
Undang-undang Perkawinan, Kemudian menguraikan mengenal proses darl
perkawinan beda apama serfa bagaimanz pandangan festang perkawinan beda
agama dari sudut agama yang ada di Indonesia,

Kemudian bab inl membahas altematif dalam melangsungkan perkawinan
beda agama ¢ Indonesia yaitu dengan pembuatan pernyataan yang dilakukan oleh
laki-laki muslim untuk tunduk Kitsb Undeng-undang Hukum Perdata, pada
perkawinan yang dilakukan dengan akts notariil. Belanjutnya menjelaskan pula
mengenal analisa masalah yang timbul yaitu menjelaskan tentang hal-hal yang
timbul dari pembuatan akta ferscbut, menjelaskan juga mengenai apakah akia
tersebut melanggar Undang-urdang Nomor [ Tahun 1974 tenfang Perkawinan,
Serta menjelaskan skibat yang timbul dan tindak lanjumys dari pembuatan akia
terszhut,

BAB I, Penutup, Hab ini merupskan bab terakhir vang memuat
kesimpulan dan saran, Kesimpulan vang dapat ditanik dari hasii pengolahan data,
Saran dari penulis vang dikerapkan dapat bermanfaat bagd yang membaca tulisan

ini.
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BARII
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN
TUNDUK KE BURGELIJKE WETBOEK/KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PERDATA PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA (OLEH
CALON SUAMI MUSLIM) DI INDONESIA

A, Tinjauan Umiug Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat disimpuolkan dari beberapa pendapat,
menurut Scholten yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Wahyono Darmebrata.”

“Perkawinan adalah seatu perserikatan atau perkumpuolan antara seorang

pria denpan seorang perempuan vang diakui szh oleh peraturan perundang-

undangan Negara bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan
keluarga yvang kekal dan abadi.”

Menurut pandangan Islam pernikahan/perkawinan adalab z2kad yang
sangat kuat (miiteaagor gholifdhan) yang dilakukan secara sadar oleh georang
laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya
didasatkan pada kerclaan dan kesepakatan kedua belah pikiak.*Pengertian
perkawinan yang fermakiub dalam Kompilasi Hukum Islam : Pasal 2 “Perkawinan
menurul hukum Islam adalah penmkahan, vaim askad vang sangat Ruai atau
miitsaagon gholiidhan untul mensati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah.” Pasal 3 “Perkawinan beriujuan untuk mewnjudkan kehidupan
rumah tangga vang sakinah, mawaddah, danzahmah.”

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutaya disingkat
KUHPerdata) tidak mendefinisikan  mengenai  pengertian  perkawinan,
KUHPerdata hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting saja.

Pengertian perkawinan hanya dapat disimpulkan dari ketentuan-ketentuan

Undang-undang yang mengatur Perkawinan,

# Wahyono Darmabrats, Prof SHMH., Hukien Perkawinan Menwrnt KUHPerdata Jilid 1,
{Depok:Oktober 20066), hal 53
 Monib, op.cit, hal. 33
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Menurut Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdate hanya
menentukan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam
hubungan-hubungannya perdata.”

Kitab Undang-undang hukum Perdata memandang perkawinan semata-
mafa dari sudut hukum perdata saja. Maksud dari ketentuan tersebut ialah bahwa
KUHPerdata, hanya memandang sshoya perkawinan darl segi Undang-undang.
Tidak mempersoatkan fakior agama dalam urusan perkawinan. Hanya mengenal
perkawinan perdata vaitu perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara
Undang-undang. Perkawinan tersebut dilakukan di hadapan Pegawal atau Pejabat
Catatan Sipil."

Pengertian Perkawinan yang terdapat dalams Pasal 1 Undang.undang
Nomaor | Tahun 1574 tentang Perkawinan {Undang-undang Perkawinan/UUP):

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

perempuan sehagai swami isterd dengan fujuan membentuk Kehsarga

{rurnah tangga} yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa,”

Di dalam penjelasan Pasal | Undang-undang Perkawinan tersebut
menentukan baliwa sebagai Negara vang berndagarkan Pancasila, di mana Sila
vang pertamanya jalah Ketuhanan Yang Maha Bsa, maka perkawinan bukan szja
mempunyal upsur lahir atau jasmani, fotapi unsur batinfrohani juga mempunyai
peranan. Membentuk keluargs yang bhahagia erat hubungangnya dengan
keturunan, yamg merupakan salah satu tujuan perkawinan pula, dimana
pemeliharaan dan pendidikan anak menfadi hak dan kewajiban orang tua,

Wahyono Darmabrata dalam bukunya mengatakan bobwa masyarakat
Indonesia adaiah masvarakat yang terdin dari herancka ragam suku, adat dan
budaya serta agama, yang merupakan ciri khusus bangsa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka uvnsur-unsur yang dapat
dinngkapan dalam kaitan dengan pengertian perkawinan terscbut amara lain
sebagai berikut,?

i Perkawinan rmerupakan persekutuan hidup antara scorang pria dan seovang

* Burmabrata, op.eit, bal.53

¥ Wahyono Dacmebrata,Prof, SHMH. Tigauan Undang-undong No.d Tabam 1974
Tentang Ferkowinan Beseria Undung-undang dan Peraturen Pelzksanaannya Cwiskan Ke-2,
{lakart OV .CGltama Juays,2003), hal 106,
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perempuan;

UUP menentukan secara tegas dalam definisinya bahwa perkawinan
adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang perempuan.
Dengan demikian UUP telah menutup kemungkinan perkawinan sejenis.
Antara seorang pria dan seorang pria atau seorang perempuan dengan
seorang perempuan. Dengan demikian walaupun didalam Pasal § UUP
mengenai larangan perkawinan tidak menyebutkan larangan perkawinan
sejenis, dari definisi dapat disimpulkan bahwa perkawinan sejenis dilarang

oleh undang-undang.

Aspek Yuridis Perkawinan;

Aspek yuridis suatu perkawinan dimaksudkan bahwa perkawinan yang
dilangsungkan seorang pria dan seorang perempuan pada hakekatnya
harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

Masyarakat Indonesia harus mentaati dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan mengenai perkawinan secara konsisten dan
konsekuen. Aspek yuridis antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat 2
UUP yang menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan pasal ini menentukan bahwa yang dimaskud dengan hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk perundang-
undangan yang berlaku bagi agamanya dan kepercayaannya sepanjang

tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian;

Agama merupakan sendi utama dalam kehidupan bernegara. Negara telah
meletakkan agama sebagai landasan utama dalam hukum perkawinan. Hal
tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat 1 UUP, yaitu Perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayannya itu.
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Perumusan yang menskankan pads pringip agama dalam perkawinan
merupakan fanggungiawab seseorang wntuk depat mewujudkan keluarga
vang religius dalam masyarakat Indonesia.

Perkawinan harus memperhatikan hukum agama dan kepercayaannya dan
hukum Negara tetap harus diperhatikan  dengan demikian ke 2 aspek
hukum ini harus sejalan dan diterapkan secara bersama. Artinya tidak
diperientangkan dan tidsk dipergunakan untak saling menyelundupi
hukum satu terhadap yang lainnya,

Perkawinan bersifat kekal;

Tujuan perkawinan adulah wntuk membentnk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal. Kekalnya perkawinan merupakan prinsip utama
dalam perkawinan. Abadinya perkawinan dapat dipergunakan scbapat
dasar pengafuran dan sendi utama hukum keluvarga, bagi terbinanya
keluargs Indonesia yang bahagia.

UUP tfelah mencantumkan prinsip lersebut, maka Undang-undang telab
meletakkan dasar dalam pengaturan hukum keluarga di Indonesia babwa
perkawinan bukan semata-mata pemenuban kebutohaw jasmani scorang
pria dengan seorang perempuan, Perkawinan merupakan suatu lembaga
yang sangat erat hubungannya dengan agama dan kerohanian.

(leh karenanya sejauh mungkin perceraian dikindarkan,

Perkawinan memperhatikan aspek biolops;

Undang-undang  Perkawinan tidsk hanya melilwt perkawinan  dard
hubungan perdata saja. Dilibat juga aspek biologis, vaitu dapat diambil
kesimpulan dari Pasal 3, 4 dan 8§ UL Perkawinan.

Meskipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami tetapi
ads pengecualiannya. Seorang suami dapat menikah lagi dengan cara
pengajuan kepada pengadilan dan mendapat persetujuan dar Ister
terdahulunya. Pengadilan akan momberikan ihin apabila isteri fidak dapat
menjalankan kewajiban-kewaiibannya sebagat isteri, isteri mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isters tidak dapat
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melahirkan  keturunan. Semua hal tersebut berkaitan dengan aspek
biologis. Perkawinan ke 2, ke 3 dan ke 4, dengan alasan-alasan tersebut
dapat saja terjadi, tentunya pengecualian ini tidak boleh dijadikan alasan-

alasan suami untuk beristeri lebih dari seorang.

6. Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami;

Dalar Pasal 3 ayat {1} UU Perkawinan dinyatakan hahwa seorang suami
hanya diperbolehkan mempunyai satu isteri begitu pula sebaliknya isteri
hanya boleh mempunyai seorang suami, Hal ini menunjukkan bahwa UL
Perkawinan menganut 3538 MONOgami.

Apabila kita melihat Pagal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 3 UU Perkawinan
adanya pengecualiun bagi svami boleh bedsteri lebih dan seorang,
Ketentuan pengecualian ini tidak dapat diartikan bahwa Undang-undang
Perkasvinan menganui aszs poligami. Jadi yang harus dipegang tentunya
vang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) karena dalam penjelasan Pasal 3 ayat

{1) bahwa UUP menganut asas monogami.

7. Prinsip bahwa hak dan kewajiban dalam hukum keluarga tidak dapat
dinilas dengan uang.
Di dalam Undang-undang Perkawinan prinsip ini tidak diatur secara tegas.
Fada hakekatnya hak dan kewajian suami isteri dalam keluarga tidak dapat
dinilai dengan uang. Perkawinan adalah perjenjian antara seorang suanu

dan seorang isteri yang safu-satunya tidak mengharapkan keuntungan,

Perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan
dalarn tkatan labir den bantin wntuk membentuk sebuah keluarga., Menurut UP
sahinya perkawinan adalah ditentukan oleh tatacara dan hukum agama atay
keperoayaan. Untuk melakukan perkawinan tentunva tidak sederbana. Tidak
hanya mengawinkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, tetaps
harus diperhatikan juga unsur-unsur lainaya. Sehingga menutup kemungkinan

untuk pasangan yang akan melangsungkan perkawinan beda agama.
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UUP tidak memperhatikan mengenai Hak Asasi Manusia  yang secara
mendasar sudah diatur dalam Pasal 29 UUD 1945, dimana negara menjamin
kemerdekasn tap-tiap penduduk untuk memeluk sgama dan kepercaannya yang
diyakininya. Selain itu dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tahan 1999 juga
menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentak keluarga,

Geografl dan demografi Indonesia yang menyebabkan terbentuknoya agama
yang berbeda. Republik Indonesia terdini dari pulav-pulan yang terpisah dan suku
bangsa vang berbeda. Dart tshun ke tahun semakin berkembang alat transporiasi,
informasi dan komunikasi, menyebabkan penduduk desa dapat berpindah ke kotg,
pencduduk kota pergt ke desa,

Kemajuan di Indonesia di berbagai bidang, tidak dapat dipungkiri dengan
demikian tidak menutup kemungkinan feradi perkawinan beda apama. Untuk itn
alangksh baiknya adanya perubahan dalam UUP eniuk dapat mengakomodic hal
hal vang belum distur socara tegas dalam ULR,

2. Keabsahan Perkawinan

Sejak efektif berlakunya Undang-undang Nomor ! Tahun 1974 tentang
Perkawinan ~ (selanjuinya  akan  disingkat  dengan  Undang-undang
Perkawinan/UUP) yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia, Hal ini
bermjuan untuk menjadikan unifikasi hukum dalam perkawinan,

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 tahen 1974 Tentang

Perkswinan menyatakan:

“Untuk perkawinan dan segals sesuatu yang berhubungan dengen
perkawinan bordasarkan alas Undanp-undang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang it ketentuan-Retentuan vang distur dalam Kitab Undang-
undang Hokum Perdaeta Burgerfijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huweliiks Ordonantie Christen Indonesiers 51933 No.
74}, Persturan Peskawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelithen 8. 1898 No. 158}, dan peratutan-peraturan lain yvang mengatur
tentang  perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang in,
dinyatakan fidak berlake”

Segals  peraturan  yvang mengetur mengenal porkawmman  sebelum
berlakunya Undang-undang Perkawinan i tidak berlaku lagi sepaniang Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 fenfeng Perkawiman telsh  mengatumya, UUP
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belum mengatur fegas menpenat perkawinan beds agama dengan demikian
peraturan tentang Perkawinan campuran yvang diatur delam Regeling op de
gemengde Huwelifken S. 1898 No. 158 (untuk selanjutnya disingkat GHR) dan
juga perkawinan beds agama yang diatur oleh Huwelifhks Ordonantie Christen
Indonesiers S.1933 No. 74 (untuk selanivtnya disingkat HOCI) serta KUHPerdata
masih dapat digunakan.

Sshnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang MNomor | tehun
1974 tentang Undang-pndang Perkawinan, yvailu

{1)perkawinan adalah sah, apabsla dilakukan menorut hukum masing-

masing agamanya dan Kepercayaannya.

(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

vang berlake.

Dimana perkawinan adalah ssh apabila dilakukan mepurat hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan
tersebut dicatat menurut peraturan perandang-undaggan yang berlaku, Hal i
menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah dan dapat dicatatkan oleh Negara
apabila terlebih dahulu dilakukan berdasarkan hukum dan tafa cara agama dan
kepercayaannya.

Selain pasal tersebut di stas fentunya tidak feriepas dari syarat-syarat
matertil dan formil harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat materiil diatur dalam
Pasal 6 -7 UUP, sebagai benkut:

a. Usia calon mempelai, bagi calon suami selasrang-kurangnya 19 tabun

dan bagi calon isteri sekurang-kurangnya 16 tabun,
Usia ersebut dipandang sudah cukup matang baik dati segi bioligis
maupun psiologis.

b. Adanya persetujuan darl kedua calon mempelai.

Bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas
kedua mempelai, tidek ada paksaan dari siapapun, Persetujuan ini
merupakan hal yang penting sekali untuk membentuk swatu keluarga
yang bahagia, kekal dan s¢jahtera.

¢. Adanya ijin dari kedua orang tus atau wali dari kedua mempelar,

Berdasarkan Pasal ¢ ayat 2 UUP, ijin ini hanva diperlukan bagi calon

mempelal yang belum genap 21 tahun, Hal ini erat sekali hubungannya
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dengan perlanggungiawabhan orang tua dalam pemeliharaan dan
membesarkan anak-anaknys, schinggs kebebasan yang ada pada 51 anak
untuk menentukan pilibannya jangen sampai menghilangkan fungsi dan
tanggungiawadb orang hus.

Syarat-gyarat formil diatur dalam Pasal 12 UUP yang menyebutkan bahwa
tatacaranya diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Secara wmum diatur
dalam Peratwran Pemerintah Nomor 2 Tahun 1875 feniang  Peraturan
Pelaksanaan Tentang Perkawinan (PP No.9/1973) dalam Pasal 10 sampai dengan
Pasal 12, ysilu pemberitahuan perkawinan kepada instansi yang berwenang
kemudian pengumuman kepada masyarakst tentang akan adanya perkawinan.
Setelah 10 hari diumumkan tentang adanya rencana perkawinan, maka pegawai
pencatat perkawinan baru boleh melangsungkan dan mencatatkan perkawinan.

Setelsh  syarat-syarat felah  dipenghi  maka perkawinan  dapat
dilangsungkan. Setelah dilakukan perkawinan menurat  agemanya  alau
kepercayaannys, berdasarkan hal terssbut diatasy, bagt pemeluk agama Islam maka
pencatatan perkawinannva dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, pemelok agama
non Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atav sekarany disebut
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk selanjutnya singkat DKCS),

Negara dalam hal inj hanya bertindak sebagas pencatat perkawinan atan
hanya bersifat administratif saja. Pencataian perkawinan tdak menentukan sah
tidaknya suatu perkawinan, tetapi pada dasamya apabila sudah dinikabkan
berdasarken agama dan belum dicalatkan maka perkawinan {ersebut belum
dianggap sah atau diakui oleh Negara, Kedua hal tersebut tetap harus
dilaksanskan oleh kedua mempelai. Hal tersebut mempengarubi terhadap akibat
dari perkawinan seperti adanya anak, pewarisan dan lain-iain yang berhabungan
dengan hukum perdata,

Ketentuan Pagal 2 ayat {1} vang mengatur sahnya perkawinan forsebut di
atas, hukum agama kedua calon mempealal yang menjadi dasar pelaksanaan yang
menentukan sahnya perkawinan. Hal ini tentunya apabila kedua calon mempelai

seagama.
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Persoalan timbul bagi pasangan yang berbeda agama, sebab UUP dan
datam peratoran pelaksanaannva tidak mengatur pelaksanaan perkawinan beda
agama. Solusi untuk pasangan yang tidak seagama dan ingin melangsungkan
perkawinan, maka mereka harus terlebih dahulu diadakan pemilihen agama dan
kepercayaan yang mereka pelok. Tanpa menentukan sikap afas agama dan
kepercayaan lebih dulu. Sehingga mereka menjadi seagama. Solusi kedua adslab
melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, dan kemudian melaporkan dan
mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat.

Solysi pemilihan agama tentunya teleh merampas hak asasi sesecorang
untuk berpindah agama dengan terpaksa dan memeluk agama lainnys. Sclusi
kedua dengan melangsungkan perkawinan di luar Indonesia berarti telah terjadi
penyeludunpan hukum karena setelah perkawinan dilangsungkan kemudian
melaporkan dap mencatatkan di Kantor Catatan Sipil, perkawinan tersebut telah
dianggap sah oleh Nogara Indonesia,

UUP Hdak menatur secara tegas terhadap permasalahan perkawinan beda
agama ini. Untuk itn sebatknyva sebelum diadakannya perbaikan dan perubahan
terhadap UUP, maka peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan
dapat diberlakukan. Hal ini fercermin dari Pasal 66 UUP, selama diator dalam
UUP mengenai perkawinan maka peraturan dan perundang-undangan lzinnya
tidak diberlakukan, Karena perkawinan beda apama belum diatur temtunya
KU Perdata, GHR, HOCI dapat dijedikan dasar hekum untuk melangsunmgkan
perkawinan beda agama. Hal ini diperkuat juga dengan Pasal [ Aturan Peralihan
UUD 1945, dimana dinyatakan sebelum diatur oleh peraturan bamu maka
peraturan sebelumnya masih diperlukan dan dapat diberlakukan,

Hal mendasar yang harug dipikirkan oleh negara adalah dengan tidak tegas
diaturnya perkawinan beds sgama jangen sampai menimbuikan hal-hal yang
negatif dikemudian hari baik bagi pasangan ¢alon mempelai dan keluarganya.

3. Pengertian Perkawinan Beda Agama
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang melibatkan

hampir setiap manusia. Seperti discbutkan diatas bahwa Indonesta ferdini dari

berbagal suku bangsa dan juga agama vang berbeda-beda. Maka dengan maraknya
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teknologt komunikasi dan informasi, bukan mustabil terjadi perkawinan antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlainan agama. Sejak dulu
sampai sekarang perkawinan beda agama menimbuikan perscalan baik di bidang
sosial maupun hukum.

Apa vang dimaksud dengan perkawinan beda agama? Pengertian vang
diberikan para sanjana terhadap perkawinan beda agama ind berbeda-beda, antara
lain  menurut Resli dalam  bukumya VPerkawinan Antar  Agama Dan
Permasalahannya sebagai Pelengkap Undang-dlndang Perkawinan No.1 Tahun
1974 :

“Perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang perempuan yang berbeda apama, menyebabkan
tersangkutnya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata
cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing.
masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga babagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”
Menurut O.8, Eoh, dalam bukunya Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan
Prakteknya:'? “Perkawinan antsra dua orang yang berbeda agama dan masing-
masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya,”
Pendapat dagl Amin, SH :"“Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang
agamanya masing-masing berbeda.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan perkawinan beda agama
mempunyai satu unsur penting, yaife adanya perbedsan agama dan kepercayaan
yang dipeluk oleh masing-masing anfara calon mempelai laki-laki dan calon
mempelai perempuan,

Sebelem berlakunya Undsng-undang Perkawinan, di Indonesia budaky
peraturan Holum Antar Golongan yang mengatur perkawinan campuran, yaitu
Regeling op de Gemengde Huweljjke (GHR) atau peraturan tentang Perkawinan
Campuran yang dulu dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagaimana
dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158. Pasal 1 GHR menyatakan: “Perkawinarn-

® Rusti dan R. Tama, Perkawiven Anter Agama Das Permusafobownys sebagol
?’efefzg&a!{v Undang-undang Perkawinan No. | Todum 1974 {Bandung: Sentike Darma, 1997

¢ O8.Ech, Perkawinan aniar Agama dafen Teori dan Prakiik, (akarta:Sriganting
19873hal. 335

* Asmin, Status Perkawinan Anter Aguma Ditinjar Dari Undang-undang Perkawin
Mo d Talen 1974 {lakanta:PT Disn Rakyat, 19880, hal, 10
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perkawinan antara orang-orang yang & Indonesia tunduk kepada hukum vang
berbeda-beda, disebut perkawinan campuran.”
Sepertl vang dikutip oleh Budi Handrianto dalam bukunys Perkawinan
Beda Agama, Sudargo Gautams berpendapat bahwa terdapat tiga pandangan
diantara ahli-ahli hukum Antar-Golongan, mengenai pertanyaan apakab GHR juga
berlaku untuk perkawinan antar agama atau antar teropat'® :
1. Yang luas: baik perkawinan campuran aniar agama maupun
antara tempat fermasuk dibawah GHR.
2. Yang sempit: baik perkawinan antar agama mavpun anfar
fempat tidak termasuk di bawah GHR.
3. Yang setengah Ivas setengah sempit: hanya perkawinan antar

agama yang termasek GHR, perkawinan apntar tempat tdak.

Dari ketiga pandangan tersebut, menurut beliau bahwa pandangan yang
luaslah yang bamysk dukungan dan dianut oleh sebagian besar sarjana hukum.
Dengan demikian dalam peraturan perundang-undangan lama {(GHR), perkawinan
antar agama atau beda agama termasuk perkawinan campuran. Ditegaskan lagi
dalam Pasal 7 ayat 2 GHR, vang menyatakan ; “Perbedaan agama, bangsa atau
keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan,”

Adapuen perkawinan campuran dilakukan berdasarkan hukum yang berlske
dari cslon suami. Sepertt vang dinyatakan dalam Pasal 6 GHR | “Pelaksanaan
perkawinan dilakuken menmrut hukem vang berlaku terhadap suaminya, dengan
Hidak mengurangi persetujuan svami istent yang selalu dipersyaratian.”

Perkawinan beda agama ini dahuly penting bagi mercka vang termasuk
golongan rakvat Indonesia ashi dan Timur Asing bukan Tiong Hoa, karena agama
ikut menentukan hukum yang berlaku bagi mereka, kecuali mereka menundukkan
dirt pada Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek).

Selain GHR menjadi acuzn untuk perkawinan beda agama. Persturan lain
yang dapat dijadikan landasan hukum adalah HOCE, sebagaimana telah diatur di
dalam Pasal 75 HOCI, yaite:

“{1} Perkawinan seorang laki-laki buken Kristen dengan scorang perempuan

¥ Mandrianto, op.cithal, 140
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Kristen atas permohonan kedua suami-ist dapat dilaksanakan dengan
memperlakukan ketentuan-ketentuan ordomansi ini dan  ketentuan-
ketentuan  peraturan penyelengparaan Reglemen catatan sipil unfuk
orang-orang Indonesia-Kristen,

{2} Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai sehuruhnya oleh ordonansi

]

I,

Pada wakiu itu perkawinan beda agama dilangsungkan di Kantor Catatan
Sipil, karena fungsi daripada Catatan Sipil sebagai instansi yang berwenang
untuk mengawinkan.

Ha! ini sejalan dengan Pasal 26 KUHPerdata, vang menyatakan
"Undang-undang memandang soal perkawinan hanys datam  hubungan-
hybungannys perdata.”

Bahwa perkawinan hanya dipandang dari hubungan keperdataan belake
dengan kata lain perbedaan agama antara calon suvami dan calon isteri fidak
menjadi  penghalang., Terpenting dalam melangsungkan perkawinan harus
dilakukan menurut tata cara atau prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang.

Efektif berlakunya Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pengertian perkawinan campuran menjadi sempit. Dalam Pasal 57
UL Perkawinan menyaiaken :

“Yang dimaksud perkawingn campuran adaleh petkawinan antara dua

orang yang ada i Indonesia, tunduk pada hukum yang beriainan, karena

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan

Indonesia.”

Qleh karena itu perkawinan campuran menurot UUP hanya ferbatas pada
perbedaan kewarganeparaan saja, Ditegaskan dalam Pasal 66 UUPerkawinan,
dimana semua kefentuan perundang-undangan  scbelumnys  vang mengatur
masalah perkawinan dinyatakan #idak berlaku sepanjang telah diatur dalam UL
Perkawinan ini,

ULIP tidak mengatur mengenat perkawinan beda agama dan juga tidak
dengan tegas melarang porkawinan beda agama, maka apz yang diatur dalam
(GGHR dapat dijadiken scbagai landasen hukum sntuk perkawinen beda agama
sepanjang belem ada perubahan terhadap UUP atau perataran tentang perkawinan

beda agams,
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Apa yang telah diatur dalam ULJ Perkawinan tersebut tidaklah menjadi
soal atau masalzh apsbils kedwa mempelainya satu keyakinan dalam arti satu
agama. Seperti diketahui bahwa Negara Kssatuan Republik Indonesia i terdiri
dasi kepulauan, beragam suku bangsa, kebudayaan dan agama. Pada dasamya
apabila perkawinan berbeda suku bangsa atau beda status sosial fidak terlalu
menimbulkan konflik yang terlalu rumit. Berbeda apabila tefjadi perkawinan beda
agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pasangan suami isteri
yang berlainan keyakinan atau agama satu sama lainnya. Perkawinan beda agama
ini di Indonesia sangat mungkin tegjadi, hal ini berkaitan dengan agama yang ada
di Indonssia lebih dari sat agama dan didukung pula dengan kemajusn jaman
serta {eknolog: dan informasi.

Bermacam-macamnya agama di Indonesia sesual dengan falsaizh Negara
Indonesia yaitu Pancasila dan dikuatkan dengan Dasar Negara Republik Indonesia
yaitu Undang-undang Dasar 19435, Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945,
yaite:

“{1) Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa.

{2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-hap penduduk entuk memeiuk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurt agamanya dan
kepercayaannya itu,”

Dalam pasal tersebut di ams mengatur tentang Negara Indonesia
berdesaskan atas Ketphanan Yang Maha Esa dan membenkan kebebasan
beragama sesuai dengan keyakinansnmys masing-masing. Dengan demikan
perkawinan beda agama akan sangat mungkin ferzadi.

Hal ini tejadi karenz tidek secara fcgas peraturan perundang-undangan
melarang perkawinan beda agama. Secara eksplisit dalam Pasal 2 UU Perkawinan
yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama.

Untuk menyiasati apa yang diatur dalam pasal tersebuf, yang akan
melangsungkan perkawinan beda apama mengambil cara dengan melakukan
pemiliban agama. Salah satu calon mempelai berpindsh agama pada sast akan
dilangsungkan perkawinan. Tidak menufup kemungkinan sstelah menikah
kembali pada agamanys semula. Jadi pasangan tersebut seagams hanya uniuk
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menyiasati supaya perkawinannya dapat dilangsungkan sehingga sah menumt
agama dan negara,

Perkawinan dilangsungkan diluar negara Indonesia dan kemudian
dilaporkan serta dicatetkan di Kantor Catatan Sipi! setempat. Menikah di luar
negara Indonesia tidak menimbulkan masalah bagi pasangan yang mempunyai
vang berlebih. Tentunya akan menjadi kendala bagi pasangan yang ekonomi
lemah atau dengan kata Iain tidak smempunyai vang berebih. Tentunys deogen
diterima dan dicatatkannya perkawinan tersebut memperlihatkan bahwa aturen
yang dikeluarkan tidak konsisten.

Salal satu alternatif Iain uotuk melangsungkan perkawinan beda agama
dengan menggunakan fasilitator seperti Yayasan Wakaf Paramadina. Yayasan
Paramadinag ini adalah termasuk aliran Islam yang moderat. Dimana berpendapat
bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan.

Yayasan Wakai Paramadina membolehkan perkawinan beda agamz
berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5. Dimana ayat tersebut ditafsirkan bahwa
ahls kitab yang dimaksud adalah orang yang memeluk apame selain agama Islam
yang mempunyat kitab suci dalam menjalankan kaidah agamanys,

Benket  adalah  hasil  wawancara  denpan  pakar  agama  yaung
memperbolehkan perkawinan beda agama antara Muslim dan non Mushim dan
Perempoan Muslimah dengan Laki-laki non Muslim.

Pendapat Zainun Kamal'’

, dosen pasea sagjama Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakaria, Belisu menjelaskan bahwa teks AL Qur’an secara
eksplisit tidak ada yvang melarang perkawinan beda apama. Hanya saja, mayorifes
ftikad"™ para vlama, termasuk di Indonesia, tidak membolchkannya meski secara
teks tidak ada larangan. Pembolehan perkawinan bedz agamas menurutnys
mengacu pada sorat al-Maidal/5 ayat § .

“Hari ini dibalalkan bagimn segala vang baik Dan makanlah
{sembelihan) orangeorang vang diberf Al Kitab halzl bagimu, dan
masakanmu  balal {pula) bagi mercka. Perempuan-psrempuan yang
terhormat yang beriman (halal kamu kawini), juga perempuan-
perempuan terhonmat di kalangan yang wlah menerima Kitab sebelum

1?7 2 winunKamal. Dr., MA., Hasil wawancara padu tanggal 5 Juné 2009,

" Jjtined adalalh ussha menemukan hukum bary dari pernikisan vang didasarkan olch
penyelidaken  dan  pembuktian{Amran Y8  Chantago, “Humws Llewghkap  fBehass
Indonesia " Bandung: Pustoka Setis, 2006}
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kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud
mengawininya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang Kafir setelah beriman
(tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amal-amalnya dan ia di
hari akhirat termasuk omng-orang mermg.”{Al-Maidah/5:5)

Dalam surat Al-Maidal/5:5 secara jelas membolehkan seorang Laki-laki

muslim menikahi scorang perempuan ol al-Xitab. Aki al-Kitab menurut beliau

adalah semug penganut agama. Sclain itu beliau menambahkan pendapatnya,

yaity:

Bahws szssl ateu hukum dasar dan segals scsualn adalah
boleh,tidak hararn, Recuall ada teks yang mengharamkan, Di dalam
Al Qurlan surat al-Maidab/S ayat 5 hanva disingpung soal
pembolehan perkawinan Laki-laki mustim dengan perempuan gh/f
al-Kitab. Dengsn demikian sebaliknya perkawinan antara
perermpuan muslimah dan Laki-laki non Islam tentunys boleh saja,
karena tidak adanya teks Al-Qurian atan Hadist vang melarang.
Tidak ada keharaman atas agama kecuali dengan wahyu llahi. Bila
halal dan haram atas snatu agama adalah hak Allah semata. Maka
setiap kafian pembahasan halal haram yang kita lakukan wajib
berlandaskan atas dasar wahyu Hahi.

Bahwa hukum Tjtihad tidak boleh disifati dengan halal atan haram,
sehab halal dan haram aias nama agama tetap hanya hak dari Allah
semata. Demikian juga holum dan kata-katz atau istilzb halal dan
haram tetap khasos dan Allah.

Selaniunya beliau menjelaskan, apabila ada pasangan calon mempshal

beds agama dalam hal ol antars calon Islam dan non Islam dan sebelumnya

pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya berkonsultasi teriebih dabulu

denpan hehan,

Maka beliau akan menyarankan sebelum dilangsungkan perkawinan

tersebut, yaitu

Dengan dilangsungkan perkawinan ini harus keduoa keluarga calon

mempelai menyetujuinya,
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2. Harus dilihat dengan terjadinya perkawinan ini akan menjadi
masiahat’ bagi kedua belah pihak dan keluarganys,
3. Segala  sesustu  yamg Dberurusam  administraff  atan  yaug

berhubungan dengan negara harus sudah diselesaikan,

4. Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Perkawinan Beda Agama
4.1 Pandangan Agama Isiam

Para penganut Islam, Ulama dan yang lainnya umumnya dalam
memperbincangkan persoalan halal dan haramnyz pemikahan beda agama
berpegang pada ayat-ayat Al Qur’an seperti dikutip dibawah ini =*°

“Janganlab kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik
sebelum mereka beriman, Perempuan budak beriman lebih baik daripada
perempusn musynk sekalipun ia mensrik hatimu. Juga janganiah
menikahkan (perempuanmu} dengan laki-laki musyrik scbelam mergka
beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada scorang
taki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu, Mereka (Kaum muasyrik
akan membawa ke dalam api (neraka}.. "(Al-Bagaral/2:221)

Avyat berikutnya adalah:

“Hai orang-prang yang berimanliika perempusn-perempuzan beriman
berhijrah datang kepadamu, ujilah mereka. Allah mengetahul keimanan
mereka; bila sudah kamu pastikan mercka perempusn-perempuan
beriman, janganlah kembalikan mereks kepada Kaum kafir;mereka
(Kaum mukmin perempuan} fidaklah halal (sebagai isteri) bagi mereka
{Kaum kafir), dan mercka Kaum kafir) pun tidak halal {sebagai suami}
bagi merska {Kaum mukmin perompuan). Dan berikanlah kepada mereka
{Kaum kafir} apa (mas kawin} yang telah mereka bayar. Kemudian, tiada
salah kamu menikah dengan mereka {(Kaum mukmin perempuan), asal
kamu bavar mas kawin mercka. Dan janganlah kamy berpegang kepada
tali peckawinan dengan perempuan peremnpuan kafir;dan hendaklah kamu
minta mas kawin yang telah kamu bayarkan, dan biarlah kamu bayarken
{mas kawin dari perempuap vang dafang kepadamu). Itulab ketentuan
Allah; Dan Aliah Maha Tahy, Maha Bijaksana.” (Al Mumtahanaly/60:10}

Ayat berikutnya lagi -

¥ Maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bugi manusia.
(Amman Y& Chaniago, “Kamus Lenphap Bahasa fndpnesin” BandungPustaka Sotia 2008

* Monib, op.cit, hal, 98
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“Hani ini dibalalken bagimu segals yang batk. Dan makanlsh
{sembelihan} orsng-orang yang diberi Al Kitab halal bagimu, dan
masakanmu halal {pule) bagi mereka. Perempuan-perempusn yang
terthormat yang beriman (halal kamu kawini), jugs perempuan-~
perempuan terhormat di kalangan yang telab menerims Kitab sebelum
kamu... "(Al-Maidah/3:5)
Dari ayat-ayat di afas kemudian muncul kontravers! tentang bhalal dan haramnya
nikash beda agema, persisnya antara muslim dan non muslim. Dar beberapa
pendapat disolaranya ads ysng memperbolehkan pemikshan beda agama
sebagaimana dipshami oleh sejumlah ulama ateu tokoh Islem sepanjang
peradaban Islam hingga dewasa ini, yaitu >
1. Wahbuh al-Zuahaili dalam bukunya a2l-Figh al-Islamy wa Adillstub
mengatakan
“Ulama sepakat atas belehnya perkawinan laki-laks muslim dengan
perempuan ahl al-Kitab, Dasarnys adalah surat al-Maidah/§ syat 3§,
beberapa sahabat Nabi juga menikahi perempuan ahl  al-kitab,
seperti Ustman bin Affan menikeh Nailah binti Farafishah yang
Nasrani, Khudzaifah menikahi perempuan Yahudi”
Menuryt Zuahaili, pernikahan terschut it boleh karena adanyz sejumlah
persamauy prinsip antara dua agama (Y ahudi dan Nasrant) ite; pengakuan
akan adanya Tuhan, keimapan pads ufusan (Rasul/Nabi) Tuhan, dan
kepercayasn pada akhir kiamat. Beberapa ponsip ini menuruinys pada
umumeys dapat menjarmin istigamak’" (stabilnya) kehidupan pernikahan

mereka.

2. Ali al-Shabuni dalam tafsitnya Raewa'( e/-Buyan mengutip pendapat al-
Alusi, seorang abli tafiiy, vang meaulis demikian

“Hammad pemah berlanya kepada Iorshint tentang persikshan
mushim  dengan perempuan Yahudi atau Nasrani, [brahim
menjawab,’La ba’sa (tidak apa-apa)”. Lalu “Bukankah Allah
menegaskan,”Wa la tankihu al-musyrikat” (angan menikahi orang-
orang musyrik) debat Hammad. “itu kan perempuan-perempuan

U toid, bal, Y00

* Isugameh adulah  berpendivian teguk don bertanpgungjawsb dalem melaksanakan
amalan {siam) {Amran ¥$ Chandage, “Kawus Lenghap Balasa Indespsia” Bandung:Pustaka
Beiia 2006}

28 Universitas ndonesia

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



mafust {(penyembah api) dan watsani {penyembah berhala),’jawab
{brahim.

3. Ibnu Katsir dalam bukunys Tafsir al-4'dzam, sebagaimana dikutip oleh
Zainun Kamal, mengatakan bahwa Abbu Tasur Ibrahim bin Khalid al-
Kalbi (w. 860 M), secorang pakar hukum Islam dan pengikut Imam Safi’i,
demikian juga Imam Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa Kaum
Muslim dapat menikmati makanan sembelihan orang-orang Majusi, juga

meRgawini perempuan-permpuan mereka,

4. Rasyid Ridha, ulamas modern mund Muhammad Abdub dari Mesi ind
menegaskan bahwa Majugl, Sabian, Hindu (Bmbmanisme), Budhs,
Konghucn, Shinto dan agama-agama lain dapat dikatagorikan sebagai ol
ai-Kitah, Ridha memfatwakan bahwa laki-laki muslim vang diharamkan
oleh Allah menikah dengan perempuan-perempuan musynik dalam sumt
al-Bagarah/2:221 adelab percmpuan-perempuan musyrik Arsb masa lalu,
Ttulab pendapat muffasiv, Jazir al-Thebari, sedangkan orang-orang Majusi,
sabian, penyembah berhalai di India, Cina dan semacam mereka, seperti
orang Jepang adalah ahl al-Kitab, yang (kifab mereka) mengandung faham
monoteisme (tavhid) sampal sekarang, karena itu halal menikahi

perempuan-perempuan mereka,

5. Quraish Shihab, ahli dan pekar tafsir kenamaan Indonesia, berpandangan
bahwa Al-Qur’an dan Sunnah membolehkan dan menghalalkan nikah beda
apama, meski seoarn pribadi belizu lebih mengedepankan perkawinzn
berdasarkan kesamaan atau Aafoal (kesclarsan budava, sosial, pendidikan
dif}. Baginya Al-Qur'an dan Sunnah scbagai kopstitusi begit jelas
membolehkannya. Berikut pandangan pakar tafsic tersebut

“Benarilhmat manusia sebelum Islam datang dibolehkan dinikahi,
Jadi ketwrunannya setelah Islam ini datang tidak boleh dinikahi,
Nah ini yang mempersempif pandangan. Kalau sava berpendapat,
semua penganut agama, baik sebelum maupun sesodsh Islam
datang, kapan pun dan di mana pun boleh dinikahi.,”
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4. Kautsar Azhari Noor, dosen perbandingan agama Universitas Islam Neger

Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain membolehkan pemikahan beda agama
bahkan juga sering memfasilitasi praktik Nikah Beda Agama schagai
pembimbing nikehnya. Menurnut Kautsar, Nabi Muhammad jugs pemah
menikah dengan psrempuan Yahudi dan Nasrani. “Nabi pernah menikah
dengan Sofia yvang Yahudi dan Maria Qibtiyah yang Nasrani. Apakah
kemudian dia masuk Isiam atan tidak, ity soal lain,” titumya sebagaimana
dikutip GATRA.
Ketika dikonfirmasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pada sebuah hadis
menganjurkan agar dalam memilih jodoh, sgama adalah pertimbangan
utama, Kauigar menjawab, “Beiul, Tapi, Jdir di sini janganish diattikan
substansial, yaitu pereaya kepada Tuhan, Kalaw kualitas agamanya baik,
apapun agamanya, ya, itu partimbangan agama sebenamys,™>

7. 8iti Musdah Mulia, APU, mantan staf ahli Menten Agama. Dalam artiked
panjangnva yang membahas seputar ntkah beda agarna, menyimpulkan
bahwa semua pendapat vang berkaitan dengen soal pernikahan antara
Musitm dan Non Muslim hanya bersifat jjtifizd, dan tidak ditemukan dalil
berupa teks Al-Quran dan Hadist yang secara tegas dan pasti melarang
atan membolehkan nikah beds agama, Menunyt kaidab figih, kata Musdab,
ada prinsip berkaiten dengan ketadaan daiil (adaamy gd-dalil Inova ad-
dalil). Jika dalant suaty perkara tidak ditermukan dalil vang sccara tegas
melarang , maka dikembalikan ke hukum asal Salah satu kaidah figih,
menurut Musdah, menyebutkan bahwa dalam urasan mu ‘amalich seperti
pernikahan, hukum asalnya adalah muboh atau boleh fal-ashf fi al-
asyye alvibahah).

§. Zainun Kamal, dosen pasca sarjana Universitas Islam Neperi Syarif
Hidayatllah Jakarta, membolebkan pemikahan laki-laks mustim dengan
perempuan non muslim, maupun sebaliknya, perempuan muslim

{muslimah) dengan laki-laki noa muslim.

B wpasnthkahan Mei Menugi Kontroversi”, GATRAZE Juni 2062
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Dalam sebuah wawancara iz menjelaskan Pertarna-tama perls saya
jelaskan bahwa teks Al-Qur'an sccara cksplisit tidak ada yang melarang
{nikah beda agama). Hanya saja, mayoritas #tiiad para ulama, termasvk di
Indonesia, tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan.
Makanya, yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang
juga punya landasan terfentu. Larangan muslimah menikah deigan laki-
laki non Islam ito Hdak disebutkan dalam Al Qur'an. Ini merupakan
pendapat sebagian ulama,

Pemiboleban nikah beda agema menurutnya mengacu pada surat Al-
Maidah /5 ayat 5 yang sccara jelas membolehkan laki-laki muslim
menikahi seorang perempuan ahl al-Kitab. Tentang term ahil al-Kitab ia
sependapat dengan uraian Rasyid Ridha dan Muhammmad Abduh bahwa

semua penganut agama adalah ali al-kifab.

Pendapat-pendapat para ahli agama Islam di atas masih terdapat perbedaan
pendapat  antars  yang menghalaslkan perkawinan beda agama dan yang
mengharamkan porkawinan beda agama. Dimana perbedaan pendapat tersebut
mempunyat dasar holum yang lust, vang tidak dapat dengan mudah dimengerts
sekilas saja oleh oreng-orang awam yang tidak mendalami agamanya, kKhususnya
disind pemeluk agama Isham,

Perbedaan pendapat diantars para vlama dan pakar agama Islam mengenai
perkawinan beda agama antara pasangan Islem dan non Islam skun menimbulkan
kebingugan bagl umat Islam, pendapat siapakah yang akan mercks ikut, maka
perbedaan dan sudut pandang vang berbeda ini membuat peluang bagi pemeluk

agama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama.

4.2. Pandangan Agama Kristen
Dikutip dari tulisan Muhammmad Manib dan Ahmad Nurcholis:**
Meski pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agara penganuinya menikah

dengan yang seagama, pada level tertentu, agama Protestan tidak menghalangi

it hal 108
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kalaw terjadi pernikahan beda sgama antara penganut Protestan dan penganit
agams Iain,

Hasil penelitian ICRP (Indonesian Conference on Religion an Peace) dan
Komnas HAM menunjukkaaan adanya beberapa hal yang berkaitan  deogan
perntkahan beda agama dalem komunitas agama Protestan :

1. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak
tefap menganut agama masing-maging.

2. Kepada mereka diadakan peaggembalaan {(pendampingan) khusus.

3. Pada umumnya Gereja Hidak memberkati perikahan mereka.

4. Ada yang memberkati, dengan syarat yang bukan Protestan membuat
pernyataan bahwa ia hemedia mengikuti peraberkatan secara agama
Protestan (meski bukan berari pindah  agama)  Keterbvkaan ind
dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa pasangan yang tidak seiman itu di
kuduskan olch suami atay isteri yang heriman.

5. Ada pula Gereja vang bukan hanya tidak memberkati, tetapi juga
mengeluarkan anggota jemactnya yang menikah dengan penganut agama

lain dari Gercjanya.

Agama Protestan memberikan kebebasan pada penganuinya uptuk
memilih apakah menikah di Dinas Kependudukan dan Catstan Sipil (DRCS) atau
diberkati di gersia ataw mengikull agama calon suamifisterinys. Hal i
disebabkan Gereja Protesian umumnya mengakui sahnya pernikahan dilakukan
menuruif adat atau pun agama merelia yang bukan Protestan. ™
Sidang Majelis Pekerga Lengkap Persekutuan Gercja-gerejs di Indonesia {(MPL-~
PGT} tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pemikaban :2°

1. Institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara, dalam
hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

2. Qereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang
telah disahkan oleh pemernintah,

* Ech, gp.cif, hal. 122-124

* Weinata Sairin, Perkawvingn Bedu Agome dalam Pondangas Kristen Protestan, dafon
Maria {Hfak Ansor day Mardn Lukito Sinaga fedsh, Tafvir Weng Peekawinan Livigs Agoma:
Prespekif Perempuean duse Pluralisme (Jakarta: Eapai Perempuan & NZAID, 2004}, hal 7789
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Pandangan agama Profestan, pernikshan secara hakiki bukan henya
sesuatu yang bersifat kemasyarakatan, tapi juga mempunyal aspek kekudusan.
Pernikahan dilihat sebagai svatu persekutuan badaniah dan rohaniah antara
seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu lembaga. Dengan
pemahaman seperti ini, pernikahan sebagai lerbaga kemasyarakatan adalah tugas
pemerintah dalam hal ini DKCS yang berkompeten untuk mengesahkannya,

Dalam prakiiknya sekarang, pernikahan beda agama antara penganut
Protestan dan non Protestan justru dilaksanakan pemberkatan Gereja terlebih
dahulu bare kemudian dilakukan poncatatan gipil oleh petugas DKCS sebagaiman
yang pemah difasilitasi olch ICRP {tahun 2005-2007).57

4,3, Pandangan Agams Katolik

Gereja Katolik secara wmum memandang babwa Pernikahan antara
penganut agama Katolik dan seorang non Katolik bukanlah pemikahan yang ideal,
Pernikaban dianggap sebagai sebual sakramen (sesuatu yang kudus,suci).

Sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, permikahan karena
perbedasn apama baru dapat dilakukan kalw ada dispensasi dari Ordinarig
Wilayah atze Keuskupan (Kanom 1124} Agama Keatolik pada prinsipnya
melarang pernikahan antara penganut sgema Katolik dengan bukan Katolik,
kecuali dalem hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau
pengecualian,

Sebagaimana pasangan nikeh beda agama antara Okky {(Katolik) dan dan
Dewi {Penghayat Kepercavaan), di mana Qkky mendapat dispensasi dari
Keuskupan Agung Jakarfa (KAI) setelah direkomendasi oleh pastor dari Paroki
Gereja St.Stephanus, Cilandak Jakarta Selatan. Seperti juga pasangan nikah beda
agama, Ychanes Indra {Katolik) dan Anni (Muslimah), keduanya dapat
melangsungkan pernikaban pada 18 Februsri 2007, baik secara Islam  dengan
nikah ziau ijab kabul maupun sekramen Gereja oleh Romo Yohanes Hadyanto
setelah memperoleh dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta. Dispensasi baru
dapat diberikan, menuru! Yohanes Harlanto apabila ada harapan dapat terbinanya

¥ Monib, op.cif, hal 110
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suatu keluarga yang baik dan wesh setelah pernikaban. Juga untuk kepentingsn
pemeriksaan guna memastikan tidak adanya halangan untuk menikah®

Kedua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan harus dalam keadaan
sadar dan sukarela, bukan dalam keadaan keterpaksean, ini berkaitan dengan
pandangan Katolik, perikahan yang didasarkan pada hubungan cinta kasth sejati,
tanpa ada kaitannya dengan agama apa pun, tetap harus diterima sebagai yang suci
karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia,

Dalam Hukum Kanonik, pernikahan antar agama discbut “kawin campur”,

dengan rincian pengertian sebagai berikut 2

1. Dalam arti luas, perkawinan orang yang dipermandikan dengan crang
yang tidak dipemmandikan, tak peduli apa pun 2gamanya atau bahkan tak
beragama disebut dengan disparitas cultus, sebagaimana disebut dalam
Kanon 1129, Tiadanya permandian {baptisan) ini merupakan penghelang
bagi penganut Katolik untuk menikeh dengan sah. Untuk dapat menikah
dengan yang bukan Katolik, seorang Katolik hares mempeoroleh
dispensasi.

2. Dalam arti sempit, kawin campur adalah pernikahan antara dua orang yang
dibaptis atau dipermandikan, yang satu secara Katolik dan tidak
meninggalkannya secars resmi, sedangkan pihak lainnya tercatat pada
Gereja yang tidak mempunysi kesatuan penuh dengan gereja Katolik;
lazimnyz disehut Miixia refigic atau beda Gereja.

Mengacu pada umsian tersebut di afas, perkeawiman campur dalam
pengertian luas adalah pemikahan antara penganut Katolik dengan penganut
agama lainnya yang tidak menpenal pembaplisan atau permandian, misslnya
agama Islam, Hindu dan Budha, Sedangkan dalam arti sempit adalah pernikahan
antara penganut Katolik dengan penganut Protestan yang mengenal adanya
pembaphisan.

Menurut Hukum Ranonik, pernikahan dajom bemtuk yang pertama
dilarang (sebagaimana tertuang dalam Kanon 1086 dan 1124). Mueski demikian

2 thid, hal 111
* hidhal.112
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Gereja Katolik ternyata cukup bijak dan realitis, sehingga memungkinkan uniuk

memberikan dispensasi, sebagaimana dua pasangan diatas.”

Ordinaris Wilayah skan memberikan dispensasi bagl penganut Katolik

untok menikah dengan penganut agamas lain dengan syarat-syarat schagai berikut

=y

1.

Pihak Karolik menyatskan bersedia menjauhkan bahaya meninggaikan
iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala
sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik
dalam Gereja Katolik.

Mengenai janji-janji yang dibuat olsh Pihak Katolik itu, pihak yang lain
{dari pasangan yang nan Katolik} hendaknya diberitahukay pada waktunya
sedemikian tupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan
kewajiban pihak Katolik,

. Kedua pihak diberi penjelasan mengenal fujuan-tujuan serte sifat-sifat

hakiki pernikahan, vang tidak boleh dikecualikan oleh scorang pun dari
keduanya.

Persyaratan  di  afas menunjukkan bahwa apgama Katolik berusaha

mencegah penganutaya untuk beralih agama atau minimal mencegah menurunnya

tingkat keimanan penganutnya getelah menikah dengan penganut agama lain,

Paling penting dalam soal pernikahan dalam Katolik adalah bahwa setiap

pernikahan, termasuk perrikahan antars penganut Katolik dan non Katolik, hanya

dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Uskup, Pator, Paroki, atau Imam. Ird

dapat dimaklumi karena agoma Katolik memandang pemikahan sebagai ssbuagh

sekramen, schingga kalau ads pemikaban aniar agama (yvang salsh satunys

penpanut Kafolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katohk, maka permikahan

itu dianggap belum sah™

*® thid
M bid hal 113
M thid, hal. 116
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4.4. Pandangan Agama Hindu

lalam pandang agama Hindu, sebagaimana tercantum dalam Kitab
Manugmrit, pernikahan bersifat religius karena merupaken fbadah dan scbuah
kewajiban, Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseovang untuk mempunyai
keturanan maupun menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang
putra. Karena merupakan sesuatu yang religius, sehingga lombaga pemnikahan
diternpatkan sebagai lembaga yang tidak ferpissh dengan hukum agama atau
dharma.

Oleh karenanya dalam agama Hindu, suatu pemnikahan akan dianggap
batal jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnys, apabila pernikahan
dilakukan menurut Hindu tetapi tidak memenuhi syarat karena pemikahan antara
penganut Mindu dan penganut non Hindu, pernikahan ini dianggap tidak sab
menurut Fokum Hindu,

Dalam konfemsi tentang agama-agama di Chicago, AS, pada tahuni893,
Swami Vivekananda, tokoh pembaru Hindu di India, wmelontarkan suatu
pandangan yang cukup mengejutkan,”Saya sangat bangga mewakili suate agama
yang tidak sajs toleren, tapi juga menerima kebenaran agama lain”, sebagaimana
dikutip oleh Gede Natih.

Karena itu, yang semuls agama Hindu yang sebelumnya dipandang
sebelah mata oleh dunia, mulal muncul sebagai satv dag agama-agama peradaban
dunia modern. Pandangan yang lebih dinemis tentang Hindu ini membuka
peluang bagi pintu interprestasi dan komtekstualisasi ajaran-ajaran Hindu.
Misalnya, konsep “karakter Hindu”, Sebut saja misalnya tentang Jstadevala yang
berarti kebebasan memuja Tuban dajam benfuk yang paling cocok dengan kita,
Adbikara, yang berarti kebebasan kita memuja Tuhan dengan cara vang paling
socok dengan kita

Konsep tersebut memberikan kebebasan umat Hindu untuk mengamalkan
agamanya sesual cara vang mereka sukai, Yakni sesual dengan azmastuil, hati
yang paling dalam. Kalau misalnyas penganut agama Hindu di Bali berbeda dalam
bentuk dan cara pengamalan dan penghayatan keagamaannya dengan saudara-

saudura mereka di India itulah istedevata mereka. Karena hanys dengan cara

» shwnd Baso dan Ahmad Nurcholish (o), Pernikehan feda Agama, Kesoksion,
Argumey Keagamaan dan Aualisa Kebijokanflokarte JCP-KOMMNAS HAM 206053, Tl 213
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seperti iulah mereka beribadah dan beragama sesuai dengan cara dan bentuk yang
mereka sukai, vang sesust dengan afmastuti mereka.

Pengesahan suaty pernikahan menurat agama Hindu harus dilakokan oleh
seorang Pedande yang mensenuhi syast untuk itu. Kalau ada perkawinan heda
agama, I*aden&e tidak akan mengesabkan perkawinan tersebut. Dalam agama
Hindu tidak dikenal nikah beda apama. Ini karena sebelum pernikahan harus
dilakukan feriebih dahuelu upacara keagamaan. Apabila salah secrang calon
mempelai tidak beragams Hindy, is waiib disucikan sebagal penganut agama
Hindo, kalau tidak disucikan terlebih dahuly dan kemudian dilaksanakan
perkawinan, hal ini melanggar ketenfsan dalam  seicka V.88 Kb
Manawadharmasastra.

Seiring dengan perkembangan zaman, Agams Hindu mulal mengaiami
dinamika baru dengan kehadiran Swami Vivekananda Upays konteksiualisasi pun
diupayakan. Dalam perkawinan menuruf agama Hindu yang kontekstual ini tidak
dikenal istilah “menikahkan”, schingpa tidek dikenzl istilah “penghuly” sepertt
dalam Isiam.

Kehadiran Pedande atas pemuka agama Hindu hanya sebagai pelengkap
upacara ritual yang bukan merupakan sebuah syarat. Perkawinan cukup dilakukan
di antarz keluasga, Jadi fidak dikenal peresmian.

Porkavinan beda agama, antara pasangan yang berbeda agama, bukan
sesuatu yang bermasakah, setidaknya dalam pandangan kontekstual tontang Hindu
ini, Kalau memang pasangan nikah beda agarma ru sudah saling memahami dan
mevakini bahwa perkawinan ini sudah merupakan dharma {the way of {ife) vang
harus mercka jalani & duaia ini, pemikshan mercka akan diberi jalan sesuai

dengan istadevata don adikarg meseka ™

4.5, Pandangan Agama Budha

Pondapat Sangha Apung Indoensia, perkawinan beda agama yang
melibatkan penganut agama Budha dan penganut non Budha diperbolehkan,
asalkan pengesahannya dilakukan menurut fata cara agama Budha. Meskipun

calon mempelainya vang bukan Budhs, tidak diharuskan untuk masuck agama

H Monib, op.cit, hal 119
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Bucha terlebih dahulu. Tapi dalam upacara ritual perkawinan, kedus mempelai
diwajibkan mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka™.>

Dalam pandangan Biksu Prajnavira Mahastavirta, sesuai dengan ajaran
Budha yang universal, perkawinan adalah sebuah dhorma, Yang paling

divtamakan adalah agar perkewinan tidak lepas dari ajaran moral®®

Dengan
demikian, pemberkatan diperiukan untuk kedue mempelai. Karena pemberkatan
sangat dipertukan, agama kedua mempelai harus sama.

Pengalaman biksu dart Budha alivan Mahayana ini banyak terfadi kasus
pernikabian beda agamayang melibatkan panganut Budha, Biksu Prajnavira
melitat hal ity sebagai sesuatu yang fleksibel, asal tidak melanggar dharma, dan
tidak menyimpang dart norma dan moral. “Jadi tidak terfutup rapat ketika masing-
masing kelnarga sudah saling sepakat dun menvetujui”, ujarnya,

Biku atau Biksu hanya memberkati., Sementara yang meresmikan
pernikahan tersebut adalah keluarga masing-masing yang diwakilkan kepada
seorang dharmaduta, yakni orang veng diangkat oleh Biku atau Biksu untuk
merestikan pernikahan.

Perkawinan beda agama menurut sgama di Indonesia pada dasamya tidak
diperbolebkan, tetapi perkawinan beda agama dapat dilakokan dengan memenuhi
syarat-syarat yang diatur oleh agamus masing-masing. Hal ini pada dasarnya
berangkat dari kemaslahatan umat manusia, yakni sntok menjamio kelangsungan
keturunan amat manusia.

Perkawinan beds agama pada kenvataannya masih menimbulkan pro dan
kontra. Terutama perkawinan beda agama antara calon mempelal beragama Islam
dan yang satunya beragama non Islam. Hal ini disebabkan selain para ulama dan
pakar Islam masih belum satu suara juga dalam hal pencatatan perkawinan pun
melibatkan lembaga yang berbeda. Sampai saat ini perkawinan bedz belum ada
pengaturanzys.

Jadi masing-masing pasangan calon mempelai yang akan melangsungkan

perkawinan beda agama pun menempuh cam  yang  berlaiman éeégan

** Eoh, op.cit, hal. 128

8 Monib , Op.eit, hat 120
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menggunakan dan  mensflirkan  peraturan  perundang-undangan  ientang

perkawinan yang ada di Indonesia.

B. Perkawinan Beda Agama Ditinjan dari Peraturan Perundang-undangan
di Indonesia
1. Undang-undang Nomeor 1 Tahur 1974 Tentang Perkawinan
Perkawinan di Indonesia diatur melalui Uﬁdangmndang Nomor 1 Tahun
1974 tentang  Perkawinan  {sclenjutmya  disingkat  Undang-undang
Perkawinan/UUP), Undang-undang in{ terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untak
inplementasinya dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor ¢ Tahun 1975 fentang
Peraturan Pelaksanaannya dap dinyatakan efektif sejak tanggal 1 Oktwober 1975
Undang-undang Perkawman merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur
soal perkawinan secara nasional. Sebelumnys mengenai perkawinan dan sogals
yang berkaitan dengannya diatur melaiei beragam hulum, yaita:
1. Hukum Adat bagi warga Indonesia ashi
2. Hukum Islam bagi warga Indonesia vang beragama Istam
3. Ordonanst Pemerintsh Hindla Belanda tentang Perkawinan Indonesia
Knsten (Huwelifks Ordonantie Christen Indonesivers, 8. 8133 Ne. 74 bagl
warga Indoensia beragama Krigten di Jawa, Minahasa, dan Ambon
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) bagi warga Indonesia
keturenan Eropa dan Cina
3. Peraturan Perkawinan Campuran {Regeling op de Gamengde Huwelijken
S. 1898 No. 158) bagy perkawinan campuran.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini bertujman untuk
unifikasi atau penyeragaman hukum perkawinan. Hekom adaleh aturan-aturan
norwalif yang mengatar pola pedlaky manusia, Hekum tumbub dari kesadaran
masyarakat yang membutihkan aturan.-aturan bersama. Hukum selaly mengadopsi
nilai-nilsd yang turabub dan berkembang dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai
adat, fradist dan agama,

Sejak UUP efekiif diberlakuken pada tahup 1975, sgjumlah persoalan

muncul, diantaranya berkaitan dengan magalah perkawinan bada agama, Di dalam
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Pasal 2 ayat 1 UUP disebutkan bahwa perkawinan szh bila dilakvkan menunu
hukum masing-masing agama dan keperpuyaannya. Ketentwan ini dapat
dilaksanakan apabila kedua mempelai memslek agama yang sama.

Kalau ke dus mempelsi berbeda agama, bise saja salah satunys sementara
mengikuti agama yvang lain dan kemudian kembali ke agamanya semuia setelah
perkawinan terlaksana. Sebab UUP secara normatif tidak mengakomodasi jenis
perkawinan dari dua penganut agama yang berbeda.

Dalam Pasal 2 ayat 2 UUP dinyatskan, tiap-fiap perkawinan dicatat
menuril peraiuran perundang-undangan yang berlake. Dengan demikian peran
pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah atau hanya mengatur aspek
administratif porkawinan. Tetapi dalam praktiknya, kedua ayat tersebut dalam
Pasal 2 UUP tersebut berlaku secara kumulatif. Kedua-duanya harus diterapkan
bagi persyaratan sahnya perkawinan,

Akibatnya apabila perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan
agama tertenty, kalau betum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang,
maka perkawinan belum dianggap sah oleh Negara. Sahmya suatu perkawinan
secara yundis dibuktikan melalui bukn nikah yang dikeluarkan oleh kantor
puemerintah yang berwenang. Uniuk yang beragama Islam adalah Kantor Urusan
Agama, sedangkan yang di luar agama Islam adalah Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (selanjuinya disingkat DRCS/Kantor Catatan Sipil).

Apabila kedoa ayat dalam Pasal 2 UUP tidak dilekekan, maka akan
menimbulkan #mplikast hukum dan sosial yang beragam. Misalnya, anak-anak
yang dilahirkan bukan keturunan yang sah dan pasangan suami isieri tersebut,
Suami isteri pun akan mengalami kesulifan memperoleh hak-hak keperdataan
yang timbul dari perkawinan,

Dari isi Pasal 2 UUP tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada aturan
mengenai perkawinan bagi calon suami isteri yang herbeda agama. Schingga bagi
pasangan yang berbeda agama harus mencarl jalan keluamys sehingga mereka
tetap bisa melangsungkan perkawinannys dan tentunya diakui secara sah cleh
agama dan negara. Solusi untuk melangsungkan perkawinan beda agama adalah
sebaga berikut:
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1. Pasangan yang berbeda agama, salah satu calon mempelainya melakukan
pemilihan agama, schingga pada saat dilangsungkan perkawinan menjadi
seagama. rmaka tidak ada alasan lagi untuk dilangsungkan perkawinan bag
mereka.

2. Pasangan calon mempelst melangsungkan perkawinan beda agama di Juar
negara Indonesia. Sotelah fty  pasangan tersebut melaporkan dan
mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil Indonesia.

3. Pasangan oalon mempelal melakokan perkawinan beda agama dengan
fasilitator yang memahami bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan.
Untuk yang melalui fasilitator ini adalah pasangan calon mempelai yang
salsb satunys beragama Islam. Perkawinan dilanpsungkan dengan dus
tatacara dan hukum agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing calon mempelat. Pertama denpgan tatacara dan hukum agama Islam
kemudian dengan tatacara dan hukum selain Islam *’

4. Pasangan calon mempelai, salah satu pasangan melakukan penundukan

diri pada hukum yang berfaku bagi pasangan lainnya dan kemudian
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melangsungkan
dan mencatatkan perkawinan beda agama mereka di Kantor Catatan Sipil.
Hal tersebut bertangsung sampai dengan tahun 1986. Karena setelah itu
Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan perkawinan setelah perkawinan
dilangsungkan  menurut  tatacara  dan  hukum  agamanya  dan
kepereayaannya.
Diberlakukannys Undang-undang WNomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrast Kependudukan Pasal 35 huruf (a), perkawinan berdasarkan
Penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sehingpa
dengan dikeluarkarmya persturan int ada kemungkinan fegadinys
perkawinan  beds apama  dengan melskukan permochonan  kepada
Pengadilan  Negeri untuk  depat melangsungkan dan  mencatatkan
perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil,

M Hasit wawaneara dengan Pasangen Beda Agama yang melangsungkan perkawinannya
difazilitasi oleh Yayasan Wakaf Paramading, 25 Iuni 28509,

41 Universitas Indonegia

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



Hal tersebut tentunya bertentangan denpan Hak Asasi Manusia, yang

diantaranya dimuat dalam;

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1645 yang memberkan persamaan kedudukan
dalam hukum, tidak memandang status sosial, agama dan suku
bangsanya, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk menikah
dengan sesama warga negara meskipun berlainan agama.

2. Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan kemerdekaan bagi seluruh
rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan kepercaysannya sesuai
dengan keyakinan masing-masing.

3. Dimana dalam Pasal 10 ayat | Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Muanusia yang berbunyi : “Setiap orang berhak
membentuk spatu kehuarpa  dan melanjutkan keturunan melahsd
perkawinan yang sah,”

Sedangkan Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Hak Asasi Manusia
menyebutkan :

“Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas
calon suami dan calon isteri vang bersangkutan, sesuwal dengan

ketentuan perundanpaundangan.”

UUP int adalab suafu perangkat hukum, tapt UUP i bukanleh produk
final, melainkan suate langksh awal yang masih perlu penyempurnagn, Oleh
karenz itu, dalam era reformasi sekarang, sesuai dengan prinsip bahwa undang-
undang tidak mungkin lengkap, sudah sepatutnya dilakukan peninjauan kembali
terhadap UUP lersebut agar tetap relevan dengan fontutan zaman,

Hukum positif yang dibuat oleh peraerintah berlaku bagi semuva warga
negara dengan demikian semua warga negara harus mentaati hukom yang
diberlakukan kepadanya, Akan letapi apabila belum ada aturan yang pasti
seharusnya pemerintah dengan segera membuat aturan yang dibutohkan oleh
Warga negaranya.

Dengan demikian sebelun adanya perubahan ferhadap UUP i dan
pengaturan perkawinan beda agama secara khusus, solusi bagi pernikahan agama
dapat diskomodir dengan melihat Pasal 66 UUP di Bagian Ketentuan Penulup,
menyatakan :
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“Untuk perkewinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-
undang i ketentuan-keteninan yang diator dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata {Burgerfijke Wethaek), Ordonanst Perkawinan Indonesia
Konsten (Huwelifks Ordonantie Christen Indonesiaers, 5. 1933 No 74
(HOCI)), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde
Huwelijken 8 1898 No. 158 (GHR)) dan persturan-peraturan lain yang
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang i,
dinyatakan tidak berlaku.”

Karena perkawinan beda agama belum diatar secara togas dalam UUP,
maka berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-undang Dasar 1845 dan Pasal
66 TJUP, dimana selama belum ada peraturan baru yang mengatur segala
sesuatunya, meka peraturan lama masih dapat diberlakukan. Denpan demikian
KUHPerdata, HQCI dan (GHR adalsh merupakan solusi bagi calon suami dan
calon isteri yang menganut agama berbeda vang ingin melangsungkan perkawinan
pada saat ini.

Undang-undang Perkawinan harus dapat mevajudkan priesip-pringip yang
terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Selain it harus
dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. UUP ini
telah menampung di dalamnya unser-unsur dan ketentuan-ketentuan agama dan
kepercayaan. Tetapi UUP belum mengatur apa yang meniadi kenyataan hdup
dalam masyarskat dewasa imi, yaitu perkawinan beda agama. Untuk
pemerintah harus memikirkan dan segera melakukan perubahan terhadap UUP mi

2. Keputusan Mahkamah Ageng (MA) Nomor 1400 K/PAt/1988
Undang-undang Perkawinan fidak memuat suate ketentuan apapun vang
menyebutkan bahwa perbedasn agama antars calon swami dan calon isten
merupakan larangan perkawinan, Hal ind sejalan deagan Undang-undang Dasat
1945 Pasal 27. Dalam pasal terscbut menyatakan bahwa segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak
asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan
selama oleh undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan

larangan untuk perkawinan. Maka avas ifu sejalan dengan jiwa Pasal 29 Undanp-
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undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap
warga negara untuk memeluk agama masing-masing.

Perumusan dari Pasal 2 ayat (1) UUP diatur bahwa perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum dan tatacara agama dan kepercayaannya. Tidak
ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini
hanya mengatur pasangan mempelai yang seagama. Apabila terjadi perkawinan
beda agama. Hukum dan tatacara agama apa yang akan dipergunakan oleh kedua
mempelai untuk melangsungkan perkawinannya. Sedangkan UUP tidak memuat
ketentuan perkawinan beda agama dan juga tidak melarang perkawinan beda
agama.

Pada tanggal 20 Januari 1989 Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan
Mahkamah Agung (MA) No. 1400 K/Pdt/1986, yang menyatakan bahwa Pasal 60
UUPF yang di rujuk oleh Kepala KUA dan Pegawai Pencatat Sipil DKI Jakarta
untuk menolak perkawinan beda agama adalah keliru. Menurut Keputusan MA
bahwa Pasal 60 UUP haruslah dihubungkan dengan Pasal 57, 58 dan 59 UUP.
Dimana dalam Pasal 57, 58, 59 dan 60 UUP mengatur mengenai perkawinan
campuran. Pengertian perkawinan campuran di sini adalah perkawinan antara
calon suami dan calon isteri yang berbeda kewarganegaraan bukan berbeda
agama, dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Di samping itu dalam Keputusan MA tersebut menyatakan dengan tegas
bahwa ketentuan-ketentuan tentang perkawinan campuran sebelum berlakunya
UUP, seperti Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelijken 8. 1898 No. I58) dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers, §.1933 No. 74), kedua ordonansi
tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun
falsafah yang amat lebar dengan UUP.

UUP menganut asas perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan
falsafah negara yaitu Pancasila. Perkawinan tidak dilihat dari hubungan perdata
saja tapi juga dari hubungan agama. Sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. HOCI dan GHR hanya

memandang perkawinan dalam hubungan perdata saja.
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Perbedasn agama bukan merupakan larangan perkawinan dan kenyataan
ada terjadi perkawinan beds agama antara calom suami dan calon isteri. MA
berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan kalau karenanya terjadi kekosongan
hukum, maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan
tidak terpecahkan secara hukum. Dengan membiarkan masalah berlarut-larut pasti
akan menimbulkan dampak-dampsk negatif di segi kehidupan bermasyarakat
maupun  beragama, berups penyelundupan-penyelundupan  milaiaulai  sosial
maupun agama danfatay hukum posinf,

Keputusan MA ini membenarkan penclakan KUA meski alasan tidak
dapat dibenarkan. KUA menolsk stas dasar bahwa KUA hanya menikabkan
pasangan vang seagema, yaity yang beragame DLlam. Jadi yang memungkinkan
menikahkan pasangen beda agama satuesatonya adalah DKCS. Persoalannys,
bagaimana caranya?

MA berpendapat, dengan mengajukan permohonan unfuk melangsungkan
perkawinan kepada DKCS, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak nnfuk
melangsungkan perkawinan Gdak secara islam, harus ditafsirkan pula dengan
diajukan permohonan itu, pemohon sodah tidak lagi menghiraukan status
agamanya. Pasal 8 sub f menyatakan: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

ek karena ity Pasal 8 sub £ UUP bukan merupakan halangan lagi untuk
melangsungkan perkawinan yang dikehendaki. Dalam hal demikisn DKCS
sebagal instansi satu-sstunya yvang berwenang wajib menenima permohonan
tersehut dan membanty melangsungksn perkawinan antara calon suami atau calon
isteri yang salah satunya beragama Islam.

Jadi Keputusan MA diambil bukan karena adanya perbedaan alsu benturan
yang dianggap mengpanggy stelsel hukum. Dengan demikian Keputugan MA No.
1400/K/PdI/ 1986 adalah solusi hagl pasangan yang beda apama dan dapat
dijadikan sebagai yurisprudensi, sehingga dapat menjadi rujukan hukum bagi
pasangan yang nikah beda agama.
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3 . INPRES Nemor 1/1999 tentang Kompilasi Hukum Islam

Pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Instrukst Presiden (INPRES) No. ]
Tehun 1999, Kompilasi Hokum Islam {untuk selanjuinya disingkat KHI}
dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam bidang hukum material bagi para
hakim di lingkungan Peradilan Agama di selurah Indonesia. KHI sesunggubrya
merppakan respon pemmeninizh terhadap timbulnyas berbagal keresshan di
masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama untuk swato kasus
yang sama. Keragaman ind adalah akibat beragamnya suniber pengambtian ukum
yang berupa kitab-kitab figih yang dipakai oleh para hakim dalam memutuskan
suatu perkara.

Ada tiga tujuahn pokek KHI, yaity -
|. mersmuskan secera sistematis dan kovkret hukum Islam di Indonesia
2, membangun landasan pencrapan hukum Islam di lingkungan Pengadilan
Agams vang berwsawasan nasional

3. seria menegakkan kepastian hukom yang lebih seragam,

KHI ini berfungsi sebagai pedoman hakim dilingkungan pergadilan agama
dan juga sckalipus pegangsn hukum Islam bagi masyarakat,
Berkaitan dengan perkawinan beda agama, di dalam KHI diatur pacda:
1. Pasal 40 huruf ¢ : “Dilarang melangsungkan perkawinan anigra
seofang priz dengan seorang wanita karena keadaan tertentu

<. seorang wanita vang tidak beragama Islam.”

2. Pasal 44: "Seorang wanita [Islam dilarang melangsungkan

perkawinannya dengan segrang pria yang tidak beragama Islam.”

Dalam KHI jelas dinyatakan bahwa baik seorang laki-laki mushim dan seorang
perempuan muslimah dilarang melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang
non muslim. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi

pasangan yang skan melangsungkan suatu perkawinan.

¥Monib, Op.ci, bal 150
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KHI jelas-jelay Islam tidak membolehkan perkawinan beda agama. Tetapi
masth ada terdapat pakar Islam yang membolehkan perkawinan beda agama
dengan berdaserkan pada hukum yang ditafsirkan oleh merska bahwa dalam Al
Qur'an dan Hadist tidak ada teks yang menyatakan bahwa perkawinan agama
diharamkan.

Selain ity mempertimbangkan juga mengenai  mashiahar  dan
mudharatnya” . Apabila Jehih banyak kebaikan yang akan timbul meka halangan
berbeda agama fidak boleh dijadikan sebagal penghalang perkawinan, Tentunya
perbedaan KHI dan para pakar Islam atau ulama yang meyakini bahwa
perkawinan beds agama tidak diharamkan akan membingungkan bagi umat Islarm,
Selain Hu dapat menjadi celah atan peluang untuk melangsungkan perkawinan
beda agama aniara pasangan calon Islam dan calon non Islam karesa adanya
ulama dan pakar Islam yang menafsickan bahwa perkawinan beda agama
diperbolehkan.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI} 19802085

Persoalan perkawinan beda agama sudah sejak lama disikapi oleh Majelis
Ulama Indonesia {(MUI}. Lembaga keagamaan Islam imi sudab mengeluarkan
fatwa vang menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dengan kata
lain terlarang untuk dilakokan oleh uvmat Islam, tak terkecuall antara laki-laki
Islam denpan peremipuan nonmusling

Fatwa larangan Nikah Beds agama atau perkawinan beda agama ind
kemnbell diangkat ke publik pada Juli 2005, Meski MUI meongelvarkan fatwa
larangan perkawinan beda agama pada kenyatasnnya umat Islam sendir ada yang
tidak sependapat dengon fatwa tersebut. Baik fiu dari kalangan ulama, agamawan,
akademisi maupun permimpin lembaga kesgamaan islam.

Meskipun MU mongeluarkan fatwa larangan perkawinas beda agams,

pada kenyataannya tergjadi perkawinan anlara pasangan muslim dan non musiim,

*3 Mindharat adalsh yang bersifat merngikan, fdak menguntungkan, tidak meadatangkan
kobatkan, fAmwas Y8 Chanlago, “Kowws Longhep Bohesa  [fndosesin” BandungPuslaka
Setin 2006}
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Secara hukum posifif dan hukun Islam fatwa MUT tidak memiliks kekuatan vangy
mengikat, dengan demikian dapat dikatakan fatwa MUI hanya sebatas himbeuan
semata. Bagi yang sependapat silahkan iketi, yang tidak sependapat boleh

mengabaikan,

C. Pencatatan Perkawinan

Ketentuan mengenal adanya suaty penistiwa hukum seperti nikah, tslak
{cerai} dan rujuk dengan akibat hokumnya adalah penting baik bagi yang
bersangkutan sendiri atan bagl masyarakat. Oleh karena it perlu diadakan
pencatatan resmi oleh pemerintah

Hal ini sesvai dengan Pasal 2 ayat {2} UUP, dimana setiap perkawinan
harus dicatatkan menuret poraturan yang beriaku. Pasal 2 ayat {2) UUF ini satu
kesatuan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP. Dimana setiap perkawinan harus
berdasarkan agama dan keperecayasn masing-masing calon suami isteri, Setelah
sah menurut agama dan kepercayaannya maka harus segers dicatatkan sespai
dengan peraturan yang berlake. Tidak boleh suetu perkawinan hanya dicatatian
saja tanpa teriebih dahulu disahkan oleh agama dan kepercayaannya itu,

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UUP, apabila calon suarai isterl beragama Islam perkawinannya
dilangsungian dan setelah i dicatatkan pada pegawai Kantor Urussn Agama dan
calon suami isteri beragama non Islam perkawinannya dicatatkan pada pegawai
Kantor Dinag Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dimana pencatatan perkawinan beda agama? Bagi mereka yang berlainan
agama tidek dizlur secam terulis dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia sekarang int.

1. Kauntor Urusan Agama

Sesual dengan Peraturan pemenntah MNomor 9 tahum 1975 ientang
Pelaksaan Undang-undang Nomeor 1 tahun 1974 {selanjutya disingkat PP No.9
Tahun 1975} yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1)

“pencatatann  perkawinan dari  wmereka yang  melangsangkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakoukan oleh pegawai pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tabun 1934
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tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Ruguk.”

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tenmtang pencatatan nikah, talak
dan rujuk dan ditegaskan pula dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Agama
Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan mkah.

Sedangkan dalamn Pasal 2 ayat (2] PP Momor 2 Tahun 1978 menyebutkan
bahwa :

“Pencatatan  perkawinan  dari mereka  yang  melanpsungkan
perkawinannya menurut agamanys dan kepercayaannya itu selamn agama
Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan
sipil sebagaimana dimsksud dalam berbagai perundang-undangan
mengenai pencatatan perkawinan.”

Pencatatan bagi mercka vang sclain bemagama Islam dilakukan oleh
pegawai pencatat perkawinan pada Kantor DKCS. Dengan domikian pegawai
pencatat nikak negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1} dan (2) PP Nomor 9
Tehun 1975 adalsh Kantor Urusan Agama (KUA} untuk mereka pasangan yang
beragama Islam dan Kantor DKCS bagl mereka calon pasangan selain beragama
Islam, KUA hanya menikakkan bag mereks vang seagama dan beragama Islam
dengsan tidak ada kecualinya.

Pada prinsipnya KUA berlandaskan pada Kompilasi Hukom Islan, dimena
dalam Pasal 40 jucto 41 KHI termaktub bahwa baik Iaki-laki maupun perempuan
vang beragama Islam dilarang menikah dengan pasangan yang tidak beragama
Istam. Selain itu dengan tegas dalam UUP, sahinya perkawinan adalah menurat
hukum dan fatacara agama dan kepercayaannya. Dengan demikian pasangan ¢alon
mempelai baruslah sesgama,

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Rantor Catatan Sipil bermula dari adanya istilah Pegawai Catatan Sipil
yang diberi wewenang melaksanaken pendaftaran dan pencatalan berupa Akta
univk peristiwa-paristiwa kelshiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang

dislami oleh penduduk, ®Berdasarkan hasil wewancara dengan Sudhar Indopa,

# Sudbar Indopa, “Catatan Sipil Jakere™ {Makalah Imernal; 1998}
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Kepaia Sub Bagian Pencataten Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Propinsi DKI Jakarta hahwa tugas, wewenang dan fingsi catatan sipdl dalam hal

pencatatan perkawinan dibagi dalam 2 periode

1.

Sebelum berfakunya UUP sampal dengan Tahuon 1966

Pada kurun periode ini tidak sda hal yang mendasar untk fungst dan
Kantor Catatan Sipil. Dimana fungsinya masih scbagai peneatat peristina
terjadinys perkawinan uniuk semua golongan penduduk tanpa melihat
agama. Jadi hanya darl segi perdatanya saja.

Periode Tahun1966 - 1983
Dikeluarkannya Intruksi Presidium Kabinet No. 31/A/IN/12/66 yang
memuzat beberapa hal pokok, yaitu

3. Sambil menungeu dikelwarkannya Undang-undang Catatan Sipil
yang bersifat Nasional, tidak menggunakan penggolongan-
penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 131 dan 163
LS (“Eropevnen”, Vrcemde Oosterling’' Inlander™),, pada Kantor
Catatan Slpil di selurh Indonesia.

b, Untuk selapjutnya Kantor Catatan Sipil di Indonesia terbuka bagi
seluruh penduduk Indonosiz dan hanya anitara Warga Negara
Indonesia dan Orang Asing.

¢, Ketenhuan-ketenman tersebut i atas (2 dan b) tidak mengurang
berlakunya ketentuan-ketenluan mengenal perkawinan, warisan

dan ketentuan-ketentuan hukum perdats lainnya.

Sejak  berlakunya efektif UUP, Undanp-undang tersebut
memberikan kewenangan kepada Kantor Cataten Sipil khususnya untuk
mencatatkan perkawinan vang dilangsungkan oleh hukum dan tata cara
Agama non Islam. Untuk vang beragama Islam dicatatkan eleh Kantor
Urusarn Agama (berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1934
tentang Nikah, Talak dan Rujuk), Meskipun dalam UUP berlaku untuk

unifikagi hukum. Dimana diatur bahwa sahnya perkawinan harusg

1 Subdar indopa, Hasil Wawanrcere,Jakana:d Juni 2009,

eth Linlversitas indonesla

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



berdasarkan  agama dan  kepercayaan, Pada prakteknya masih
menimbulkan permasalahan, khususnyes untuk mencataikan perkawinan

beds agama,

. Periode Tahun 1983 - 1598

Berkenaan dengan  pelaksanaan UUP, kenyatasnnya  belum
langsung merubah tatacara pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan
Sipil. Hal ini disebabkan masih adanva perbedaan dalam penafsiran
Khususnya pada Pasal 66 UUP, dimana pasal menyatakan segaia bentuk
peraturan dan perundang-undangan mengenai perkawinan sepanjang sudah
diatur oleh UUP tidak berlsku lagi.

Pada prakicknya Kantor Catatan Siptl masih memberlakukan
KUHPerdata teniang perkawinan, GHR dan HOCL. Kantor Cataian Sipil
tetap melangsungkan perkawman tanpa terlebih dahulu adanys syarat
sahnya perkawinan berdasarkan tatacara agama. Menganggap Perkawinan
agerna adalah urosan masing-masing mempelai sendiri yang terpisah
dengan urusan pencatatan sipil. Jadi melihat perkawinan hanya dari sisi
Perdatanya saja.

Terhadap perkawinan beda agama pun, Kantor Cataten Sipil tidak
menjadi masalah untuk mencatatnya. Apabils salah satm mempelainva
beragama Islarm, maka Kantor Catatan Sipil melakukan upaya hukum
untuk memungkinkan agar mempelal yang beragama Istam tersebut dapat
didaflar, Menganjurkan kepada mempeiai untuk mengajukan pernohonan
penundukan divi pada hulum Perdata Baral kepada Pengadilin Negeri
setempat.  Seielah  adanya kepulusan pengadilan negeri mengenal
penundukan diri tersebut, hamlah Kantor Catatan Sipil mendsflarkan
perkawinan tersebut pada Daftar Perkawinan Staatsblad 1849 (Golongan
Eropa). Hal ini berpedoman pada Pagal 66 UUP dengan anggapan bahwa
perkawinan beda agama tidak diatur oleh UUJP. Keadaan ini berlanjut terus
sampai dengan tahun 1986,

Pada tahun 1986 terjadi porkawiman artis vang berbeda sgama
anfara Jamal Murdad yang beragams islam dan Lydia Kandau vang
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beragama Nasrani. Perkawinan mereka telah memancing timbulays opini

masyarakal yang menentang praktek Kantor Catatan Sipil yang mencatat

perkawinan beda agama. Selain terbentuknya opini masyarakat juga
rmenimbulkan  perbedaan pendapat anatars  pakar-pakar hukem  di
indonesia.

Sudargo Gautama berpendapat bahwa dari Pasal 66 UUP
memungkinkan diberlakukan GHR karena UUP belum  mengatur
petkawinan campuran yang berbeda agama. Sedangkan Bismar Siregar
berpendapat, bahwa UUP jelas mengatur suatu  perkawinan it
dilangsungkan menurat hukum dan tatacara agama, baru kemudian dicatat
oleh lembaga yang berwenang, yaito KUA untuk yang beragama Islam
dan Kantor Catatan Sipil untwk vang beragame non [slam. Untuk
miengatasi polemik ini, kemudian Kantor Catatan Sipil melalul koordinasi
Antar instansi terkaif, antara lain Kantor Wilayah Departemen Agama,
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, BAIS-ABRI, BAKIN, Laksasda Jaya,
Polda Metro Jaya, Biro Hukum DXI membuat kebijakan antara kun
dengan dikeliarkannya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi
DKI Jakarta yang pokoknya berisi
a. Laki-laki yang beragama Islam yang akan melangsungkan

perkawinannya dengan perempuan non Islam dicatat perkawinannya i
Kantor Urusan Agama,

b. Perempuan vang beragmma Islam yang zkan melangsungkan
perkawinannya dengan  Laki-laki non Islam  dapat dicatatcan
perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil Propinst DRI Jakerta sstelah
mendapat izin dari Pengadilan Negeri.

Pada kenyataanys keputusan tersebut tdak berhasil menyelesaikan

permasalahan yang ada.

Pada akhir tabun 1988 terjadi pergantian pimpinan Kantor Catatan
Sipil Propinsi DKI Jakarta. Pimpinan Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI
Takarta yang bamy, yaitn Harmani Arioso, dimana beliauw kemudian
membuat sustu Kepuiugan vang pada intinya mengintruksikan kepada

seluruh jajamannye agar dalam melaksanaken pencatalan perkawinan di
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Kantor Catatan Sipil hanya melayant perkawinan vang telah disahkan dan
dilakasanakan menumu? hukum dan tatacars sata agama. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa sejak keluamya intruksi ni, Kantor Catatan Sipil
hanya mencaiatkan perkawinan yang telah sah dilangsungkan menurut

hukum dan wtacara agama,

Kesimpulannya untuk saat ini Kantor Catatan Sipil hanya mencatatkan
perkawingn yang sah menurut agama dan kepercayasrnya sesual yang diatur
dalam Pasal 2 ayat {1) UUP. Hal ini menutup kemungkinan bagi pasangan yang
berbeda agams melangsungken perkawinan di Indonesia, Pada kenvataannya
sekarang mi solusi bagi pasangan beda agama yang ingin menikah, mereka
melakukan perkawinan di lsar Indonesia, dan kemudian perkawinan tersebut

difaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia.

3. Pencatatan Perkawinan bagi Perkawinan Beda Agama

Perkawiman beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan.
Undang-undang Perkawinan hanya mengatur mengenai Perkawinan Campuran.
Perkawinan campuran yang dimaksud dalam Pasal 57 UJUP sdalah perkawinan
antara yang berbeda kewarganegaraan salah satunya warga negara Indonesia.
Apabila terjadi perkawinan beda agama dimena perkawinan tersebut di catat?
Apakah Kantor Urusan Agama atsu Kantor Dinas Kependudukan den Catatan
Sipii?

Sebelosn diberlakukannya UUP, perkawinan beda agama termasuk dalam
perkawinan campuran. Dasar huokamnya adalah Pasal 7 ayat 2} GHR.
Perkawinannya dilangsungkan menurut hukur vang berlake bagi calon suami
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 GHR. Dengan demikian calon isteri karena
perkawinan campuran akan woduk pada hukum suaminya baik hukum perdets
maupun hukum publik. Seperii yang diatur dalam Pasal 2 GHR, yaitu: "Isteri yang
melakukan perkawinan camporan, selams dalam perkawinannyz mengikuti
kedudukan suaminya dalam hukum publik dan hukum perdata”

Perkawinan beda agama selain diatuwr dalam GHR juga diatur dalam
HOCH, Dalam Pasal 75 BOCI berlaku ketentuan bahwa laki-laki Indonesia bukan
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Nasrani, khususnya berlaku pula untuk laki-laki beragama Islam dapat melakukan

pilihan hukum ketika akan mengawini perempuan Indonesia Nasrani.

(1)Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang perempuan
Kristen atas permohonan kedua swami-istri dapat dilaksanakan dengan
memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-
ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk
orang-orang Indonesia-Kristen.

(2) Perkawinan suami-istri dalam hal itu dikuasai seluruhnya oleh ordonansi
ini.

Dalam ketentuan Pasal 73 HOCI :

“(Ms.d.u. dg. S 1936-247, 607.) Bila salah seorang dari antara suami-istri
sebelum atau sesudah mulai berlakunya ordonansi ini, setelah
pelaksanaan perkawinan, berpindah kepada agama Krsten, suami-istri
itu dapat bersama-sama mohon kepada pengadilan negeri untuk
menentukan dengan keputusan hakim, bahwa perkawinan itu untuk
selanjutnya akan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ordonansi ini.

(2) Pengadilan neged mengadakan pemerniksaan yang olehnya dianggap
perlu, dan bila baginya telah nyata bahwa perkawinan itu memenuhi
persyaratan-persyaratan yang diadakan oleh Pasal 2 sampai dengan 7,
menyatakan dalam instansi tertinggi bahwa perkawinan itu terhitung dari
tanggal pendafiaran aktanya akan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan
ordonansi ini.

(3) Sebuah salinan surat keputusan hakim itu oleh suami-istri disampaikan
kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah seorang dari suami-istri
itu, yang menanganinya seperti yang diperintahkan dalam Pasal 58
Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen.”

Menetapkan bahwa bagi pasangan calon suami isteri dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan negen supaya perkawinan mereka diatur oleh
HOCI apabila salah seorang dari mereka beragama Nasrani. Dari kedua pasal
tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dicatatkan
perkawinannya oleh Kantor Catatan Sipil.

Efektif sejak diberlakukannya UUP tanggal 1 Oktober 1975 dan
bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan, dimana perkawinan beda
agama tidak diperbolehkan artinya kedva mempelai harus seagama. Hal mi

tercermin di dalam Pasal 2 ayat (1} juncto Pasal 8 huruf (f) UUP. Kecuali dalam
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kasus fertentu dan pengadilan negert mengsbulkan permohonen calen mempelai
untik melangsungkan porkawinan beda sgama,

Setelah UUP efektif dan disusul dengan kelvamya peraturan-peraturan
sepertt: Peratoran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajgiban
Pegawai Pencatat Nikah dan Taia Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan
Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam,
Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 221a Tahun 1975 Tentang Pencatatan
Perkawinan dan Percersion Pada Kamtor Catstan Sipil. Peraturen  tersehut
menguatkan mengenai dilarangnya perkawinas beda agama.

Kantor Catatan Sipil pada tabun 1988, melatui Keputusan Kepala Kantor
Catatan Sipil Propinsi DEI Jakarta Nomor 2185/-1.755.2/08/1986 tentang
Petunjuk Penvyelesatan Pelaksana Perkawinan “Antar Agama” pada Kanlor
Cattan Sipil Propinsi DRI Jakania tertanggal 12 Agustus 1986 yvang memutuskan
antara Iain Laki-laki beragamz Islam yang gkan melangsungkan perkawinan
dengan peremptan non Islam dicatat perkawinannys pada Kantor Urusad Agama,
sedangkan perempuan yang beragama Islam  vang akan melangsungkan
perkawinan deagan Laki-laki non Islaro dapat dicatat perkawinannya pada Kantor
Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarts setelah mendapat izin dan Pengadilan Negerl,

Prakteknya Kantor Catatan Sipil suppai dengas tahun 1988 perkawinan
beda agama cicatatkan di Kantor Catatan Sipil berlandaskan pada Pasal 66 UUP,
Dimana perkawinan beda agama belum diatur dalam UUP, sehingga GHR dan
HOCT dizadikan dasar oleh Kantor Catatan Sipil untuk menerima pencatatan bagi
perkawinan beda agama.

Adapun proses pelaksanaan perkawingn beda agama yang salah satunys
mempelai beragama Istam adalah sebagai berikut ;%

I. Menggjukan permohonen kepada Kantor (atatan Sipil  untuk

dinikahkan dan dicatatkan perkawinannya. Sementara Kantor Catatan
Sipil akan membuat penoiaken kepada yang bersangkutan untuk
melangsungkan perkewinan di Kantor Catatan Sipil.

2, Kantor Catatan Sipil membuat surat permohonan izin kepada BP4

{Badan Penysiesain Permasalahan Perkawinan dan Perceraian) dan

* Nahaban. Kepala Arsip Perdata Pengadilen Negeri Jakarts Selatan, Hasil Wawancara,
Jakarta:9 Juni 2009
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KUA untuk memberikan nasihat perkawinan mercka. Biasanya BP4
dan KUA sakan menolzk memberikan zin ontuk melasgsungkan
perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil

3. Kemudian Kantor Catatan Sipil membuat sumat keterangan sagar
mercka mengajukan permohonan ke  Pengadilan  Agama  dan
Pengadilan Agama biasanya menolak mereka untuk melangsungkan
perkawinan di Xantor Catatan Sipil.

4. Akhimya permohonan izin nikah diajukan ke Pengadilan Negerl yang
pada  umumnys  wmengabulkan  permohonan  tersebut  dan
memerinfahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan
mereka, Atas jzin darl Pengadilan Negeri ini Kantor Catatan Sipil
melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

Tindskan Kantor Catalan Sipil int menimbulkan reskst dan sorotan
terutama dari MUJ DKI Jakaris dan Kantor Wilavah Deparfemen Agama DKI
Jakarta yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil DEI Jakarta yang
memiasilitasi dan melakukan perkawinen beda agama tdaklab tepat dan
berwenang. Kelvarlzh Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinst LK1
Jakarta yang melatang semua pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan
pencatatan perkawinan beda agama sebelum disahkan oleh agamanya.

Saat ini Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan dan pencatatan
perkawinan beda agama apabila perkawinannya dilangsungkan ditvar negara
Indonesia. Perkawinan beda sgama akan dicatatkan apabila sudah terlebih dahulu
dilakukan dengan hukum dan fatacara apamanya dengan kata lain sudab sah
menurut hokum agama.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 fentang
Administmasi Kependudukan, dimana dalam Pasal 35 hunuf {(a) diatur mengenai
pencatatan perkawinan dapat pula berleku bagi perkawinan yang ditetaphkan oleh
Pengadilan. Ditegaskan dalam penjelasan Undnag-undang Ne. 23 Tahun 2006
tersebut bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan Antar umat yang berbeda agama,
Ini dapat diartikan apabila ada pasangan calon mempelai berbeda agama dengan
membuat Akta Pernyatsan Penundukan diri pada BW/KUHP (Oleh Calon Suami
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Mushim) pada perkawinan dan kemudian pasangan tersebut mengajukan
penmohonan untuk melangsangkan perkawinan beda agama i Indonesia kepada
Pengadilan Neger. Kemudian Pengadilan Negeri mencrima permohonan tersebut,
maka Kantor Catatan Sipil tidak boleh menolaknya untuk melakukan pencatatan

perkawinan tersebut,

D. Notaris

Motaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem,
sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta pada tanggal 27 agustus 1620
Selanjutnys berturit furut diangkat beborapa notaris lainnya, yang kebanyakan
adalah keturunan Belanda atau fimur asing laizzzzya.’n

Pada tanggat 26 Januart 860 diundangkeniah Notaris Reglement yang
selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 1869, Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari
Notariswet yang berdaku di Belanda, Peraturan Jabatan Notads terdin dan 66
pasal. Dengan diundangkannya Peraturap Jabatan Notaris, maka diletakkanlah
dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia *Peratran Jabatan
Notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannys Undang-Undang
Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut Undang-Undang
Jabatan Notaris {untuk selanjutnya disingkat UUIN).

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, tegadi
kekosongan pejabat potaris dikarenakan mercka memilih untok pulang ke negerd
Belanda, Untuk mengisi kekosongan Ini, pemenntat menyelenggerakan kursus-
kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum
{biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun fidak berpredikat sgrjana hukum saat i,
mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia. ™

Selanfutnya pada tahue 1954, diadekan kursus-kursus independen di
Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notadat dengan menempel di
faknitas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notanat,

Y GLH.S. Lumdian Tobing,S.H. Peratiran Jabatan Nosaris, {Jakana: Brlangga, 1983),
Cet3, hal k5

# thul, hal 20

* Netaris, fugpid wikipedia orgboiki/Nogaris, 25 April 2008
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sebuah program yang mengajarkan ketersmpilan (membuat perjanjisn, kontrak
dil} yang memberikan gelar sajana hukum (bukan CN - candidate notaris/calon
notaris) pada lulusannya.®

Pada tahun 2000, dikelugrkan sebush Peraturan Pemerinizh Nomor 60
Tahun 2000 yang membolebkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ind
mengubal program studi spesialis notaris menjadi program magister vang bersifat

ketlmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.’

1. Peagertian Notaris

Profesi Notaris™dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa Roma luno,
dimana mereka dikenal sebagal seriboe, fabellins atau notarins, Pada masa itu,
mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.

Istilah Notaris diambil dari nama penpabdinya, nofariiss, yang kemudian
menjadi istilahvtitel bagl golongan orang penulis cepat atau stenografer, Notaris
adalah salah satu cabang dari profest hukum yaog fertua di dunia.

Jabatan notaris il tidak diterpatkan & lembaga yudikatif, eksekutif
ataupun legislatif Notaris dilarapkan memiliki postst mandiri, sehingga apabila
ditemnpatkan di salah satu dari ketigs badan negara terssbut maka notaris tidak lags
dapat dianggap mandiri. Posisi mandiri tersebut, notariz diharapkan untuk
memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hulum yang dilakukan
notaris aias permintaan klignnya. Dalan hal melakukan tindakan hukum vsrtuk
kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kHennya, karena fugas notans ialah
untuk mencegah terjadinya masalah,

Jadi  pengertian Notaris sesual dengan Pasal [ angka T UUIN, yaitu:
*Notaris adalah pejabat wewmn vang berwenang untuk membuat akta ofentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam vndang-undang ini”

Jabatan Notaris diadakan atau kehadimnnys dikchendaki oleh aturan
hukum dengan maksud untgk membants darn  melayani masyarakat yang
membutuhkan alat bukti tertulis bersifat otentik mengenal keadaan, peristiwa atan
perbuatan hukum. Dengan dasar geperti ini yang diangkat sebagai Notaris harus

mompunyal semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebud,

* Ihid
Y Ihid
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masyarakat yang felah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas
jabatannya dapat mesmberikan honorarium kepada Netaris. Oleh karena ite Notards
tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian
Notaris merupakan suatu Jabatan Fublik yang mempunyai karakteristik, yait:*
a. Sebagai Jabatan
UUIN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris,
artinya satu-satunya atuton hukum dalam bentuk undang-undang yang
mengatur Jabatan Notaris di Indonesiz. Sehingga segala hal yang
berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN,
Jabatan Notaris merupakan sustu lembaga yang diciptakan ofeh
Negara . Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan seatu
bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat cleh aturan hukum
untuk keperluan dan fungsi tertentu {kewenangan terfentu} serta
bersifat kesinambungan sebagai suaty Hngkungan pekeriaan tetap.

b, Notaris mempunyat kewenangan terfentu,

Setiap wewenang ysng diberikan kepada fabatan harus ada aturan
hokumnya. Schagai batasan agar jebatan dapat benalan dengan baik,
dan tidak bertabraken dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan
demikian jika seorang pejabat {MNotaris) melakukan suatn tndakan
diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikaregorkan sebagai
perbuatan mielanggar  wewenang. Wewenang Notaris  hanya
dicanturnkan dalam Pasal 15 ayat {1}. (2) dan (3) UURL

c. Diangkat dan diberbentikan oleh pemerintah,
Pasal 2 UUIN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan
oleh Pemerintah, dalam hal ini manteri yang membidangi kenotariatan
{sesuai dengan Passl I angka 14 UUIN). Saat ini menterl yang
berwenang adalah Menteri Hokum dan Hak Asast Manusia,

“® Habib Adiie, DRSH. M Hum, Hikum Notaris Indoncsia Tafsir Tematik terhadap U
No. 30 Tahun 2004 Tentang Jobran Notaris, {Bandung: PT.Refika Aditama,2008),Cetd, bal.14-15,
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Notaris meskipun secara administratif diangkat dan dibeshentikan oleh

pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan} yang

mengangkainya, yaito pemeriniah.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai berikut ;

1.

Bersifat mandiri (qutonomous),

tidak tergantung kepada siapapun (independent), yang berarti
dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh
pthak yang mengangkatnya atau ofch pihak lain.

Tidak memibak siapapun {impartic?),
Netral, tidak memihak pada satu pihiak.

Jujur

tidak berbohong atau menutup-nutupi scgala sesuatunya,

Amunah,

Dapat  dipercaya dalam:  melaksanakan  tugasnya  yaitu
melaksanakan keinginan dan perintah dari para pihak/orang yang
menghendaki notaris untuk menuangkan maksod dan keinginannya
dalam suvatu akta darn para pihak membubuhlkan tande tangannya
pada akhir akta,

Seksamalcermat,
Berhati-hatt dan teliti dalam menyusun redaksi akia agar tidak

merugikan para pihak.

. Tidak menerima gaii atau penstun dari vang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerinlah tapi

tidak menenma gaji , penstun dari pemerintah. Notaris hanya

menerima honorarium dari masyarakat yang telah diayaninya atau
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dapat memberikan pelayanan cuma-cuma unfuk merska yang tidak
mampu. ¥

Irabal jasa nofaris berupa honorarium mengandung perngertian balas
jasa dari para klien notaris yang ielah mendapatian pelayanan jasa
hukum dalam bidang perdata. Meskipun Notaris dalam menjatarkan
tugas jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, totapi
tidak mendapat gaji ataw uang pensiun darl pemerintah. Sehingga
orang yang ieiah memakai jasa Notans wailb membayar honorarium
kepada Notaris, tetapi apabily tidak mampu Notaris wajib memberikan
pelayanan coma-cuma.

& Akuniabilitas atas pekerjaannya kepada masyarkat.

Kehadiran Notas unfuk memenvhi kebutuhan wmasyarakal vang
memerlukan dokumen hukum (akia) otentik dalam bidang hukum
perdata. Sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani
masyarakat. Masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata dan
menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebat dapat
dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Hal
ini menupakan bentuk akuntabilitag Notaris kepada masyarakat.

2. Eksistensi Notaris di Iadonesia

Wewenang uterna Notaris sebagal pejgbat smum adalzah membuoat akiz
otentik. Yang dimaksud dengan akts ofeptik sebapgaimana diatur dalam Pasal
1868 Kitab undang-undang Hukam Perdaia yang berbunyi: “Suatu akta otentik
ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan cl¢h undang-undang, yang dibuat
oleh atau dihadapan pegawai-pegawal umuim yang berwenang wntuk itu ditempat
dimana skta dibvatnya.”

Drari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan suatu akta dikataken akia
etentik meliputi

1. Bentukmya difentukan oleh undang-undang;

** Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Neror 38 Tahun 2004 Temang Jebatan Notaris.
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2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang’
3. Ditempat atau wilayah dimana akta tersebut dibuat.

Untuk melaksanakan Pasal 1368 KUHPerdata tersebut diatas maka harus
dibuat perateran perundang-undangsn yang menunjuk para pejebat umum yang
berwenang membuat akta otentik. Oleh karena itu MNotaris ditunjuk sebagal
pejabat omum untuk membuat akta otentik berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris.*

Pasal 1 PIN:

"Notaris adalah pejabai umum yang satuesatunya berwenmang untuk
membuat akia ofentik mengenal semua perbualan, pedanjian dan
ponetapan yvang diharuskan olch suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggainya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan dan kufipannya, semuanya sepanjang pembuatan akia ita
oleh suaty peraturan umum tidak juge ditugaskan atau dikecoalikan kepada
pejabat atan orang lain®

Sedangkan dalam Pasal 13 ayat {1} UUIN, dinyatakan scbagai berikut :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang.
undangan danfatau yang dikehendaki cleh vang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akia ofentik, menjamin kepastian tanggal pesbuatan
akia, menyimpan akis, memberikan grasse, salinan dan kutipan skfa,
semuanya ifu sepanjeng pembuatan akla-akiz ita fidak juga ditugaskan
siau dikecualikan kepada pejabat Iain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.”

Oleh karena itu Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang
umum untuk membuat akiz otentik kecusli dikecualikan cleh pemsturan
perundang-undangan bahwa peiabat lain vang berwenang unituk membuat sualu
akia ofentik. Dalam Pasal 4 KUHPerdata dinyatakan bahwa akia kelahiran, akia
kematian, akta perkawinanm, skia perceraian, izin kawin  yang berwenang
membuat adalah pegawai kantor Catatan Sipil.

Pembuatan akta yang dimaksud di dalam Pasal 4 KUHPerdata adalsh

wewenang dari pegawai Kantor Calatan Sipil. Sedangkan Akts otentik yang dapat

* Lumban Tobing, op.ciz. hal. 13
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dibuat oleh Notaris sepanjang dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan
sepanjang mengenal semua perbuatan, perjaniian dan ketetapan seria terbatas
dalam pembuatan akta dalam bidang hukum perdata,”’

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang
sejanjutnya dikenal sebagal Peraturan Jabatan Notards. Reglement atau ketentuan
ini bisa dibilang adalah kopian dari Nerariswes yang berlaku di Belanda, Peraturan
Jabatan Notaris terdivi dari 66 pasal. Peraturan Jabatas Notaris im masih berlaku
sampai dengan diendangkannya Undang-undang Nomor 30 tabun 2004 fentang
Jabatan Notaris.

Menurut pengerfian Undang-undang Nomor 30 fahun 2004 tenfang
Jabatar: Notaris dalam Pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaite:

“Naotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik dan kewenanpan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-
undang int,”

istilah pejabat adalah sebagai pepawat pemerintah vang memegang fghatan
{unsur pimpinan} atau orang yang momegang suatu jabatan,Sedangkan istilah
Pejabat Umum meripakan tegemahan dari istilah Openbare Ambtenaren yang
terdapat dalam Pasal 1868 Burgerlifk Wetboek (3}, Pasal | PIN®, Pasal 1 angka
| UUIN*

Sesuai kutipan dari Habib Adiie, dalam bukunya®®, menurut kamus hukum
salah saty arti darl Ambtenaren adalal Pejabat. Dengan demikian Openbuore
Ambienaren adalah pejabat vang mempunyai tugas yang bertalian dengan
kepentingan masyarakat. Schingga Openbare Ambtengren diartikan sebagai
Peishat yang diserabi tuges untuk membuat akia otentik wvang melayani

kepentingan magyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notars.

* fbid. hal. 39

 fmdude-Zain, Kamus Umum Bahosa Indonesia, (Jakara: Pustaka Simar Horapay,
15543, hal 543,

# Notaris adulah pejebur umum yang satu-satunya berwemang entuk membuat akie
olentik mrngens semua porbustan, parjanjian den peociapan vang dibarusken oleh suaiu yang
diharuckan olch sustu peraturan wmum ataw oleh yang berkepentingan dikenhondaki ontuk
dinyatkan dalam suate #kta otenlik, menjamin kepastian tanggaloya, menyimpan akianya dan
metriberikan grosse, salinan dan kutipannya, semeanya sepanjang pembuatan akta jto oleh susty
peraturan wrum Hdak jugs ditugesken atau dikecualien kepada pejabat atau sreng lain.

¥ adiie, Op.cit, hal 12,

* 1bid. bat, 13,
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Berdasarkan ketentuan tersebut, Notans dikualifikasikan sebagai Pejabat
Umum, tapi kualifikasi Notarig sebagai Pejabat Umum, tidak hanya untuk Notaris
saja karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanahk {(PPAT) dan Pejabat
Lelang dilaalifikasikan sehagai Pejabat Umum juga.

Notaris berperan melaksanakan scbagian tugas negara dalam bidang
hukum keperdataan dan kepada Notaris dikualifikasikan sehagai Pejabat Umam
yang berwenang untuk membust skia otentik dan akia merupakan formulasi
keinginan dan kehendak para pihak yang ditwangkan dalam akta npoteris yang
dibuat dan dihadapan Motaris, dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam UUIN.

Kedudukan Notans scbagai Pejabat Umum dalam arti kewenangan yvang
ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang
kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejsbst-pejabat lain dalam
membuat akta olentik, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangsn notaris.

Notaris dalam menjalankan scbagian kekuwasaan negara dalam bidang
hukum perdata untuk melayani kepentingan rakyat yang memetlukan bukti atan
dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakni oleh negara sebagai alat bukt
yang sempurna. Otentisitas akta notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta
yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Dengan segala
kewenangannya atay dengan perkatasn lain akia yang dibuat Notaris bersifat
otentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tefapi oleh
karena akta itu dibust oleh atay dihadapan Pejabat Umum, seperti vang dumaksud
dalam Pasal 1868 Kﬁi—ipﬂrdata,ﬁaiadi Pejabat Umum adalah sescorang yang
diangkat dan diberhentikan oleh negara/pemeriniah yang diberl wewenang dan

kewajiban melayani masyarakat dibidang tertentn.

3. Kewenangan, Kewajiban dan Laraagan Notaris

Wewenang alau sering pula ditulis dengan istilab kewenangan merupakan
suaty tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabalan berdasarkan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku  mengatur  jabatan  yang

¥ Lumban Tobing, op.cif, hal. 51
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bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannyz sebagaimanz wang tercantum

dalam peraturan perundang-undangan yang mengatarays,”’

Wewenang Notaris ferbatas sebagaimana peoraturan perundang-undangan

yang mengatur entang Jabatan Notarls, vaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 fentang Jabatan Notaris.

Kewenangan utama Notaris diatur dalam Pasal 15 UUIN, yaite:

*{1} Notaris berwenang membuat akia otentik mengenai semua perbuatan,
perianiian, dan kelclapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau vang dikehendaki oleh vang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akia, memberikan grosss, salinan dan kubipan akia,
semuanva Itu sepamjang pembuatan akta-akta e fidak juga difugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang,

{2} Notarig berwenang pula:

z. mengesahkan fanda tangan dan menetapkao kepastian tanggal surat di
bawah {angan dongan mendafiar dalam buku kKkusus;

b, membukukan surat-sigat di bawah tangan dengan mendafar dalam
buku khusus;

¢. merbuat kopi dari sl sorat-surat df bawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam sural yang
bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinys;

¢, memberikan penyulohan hukom sehubungan dengan pembuatan akia;

£ membuat akia vang berkaian dengan perfanahan; atan

g membuat akia risafah lelang.

{3} Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2},
Notaris memponyal kewenangan l2in yapg diatur dalam peraturan
perundang-undangan,”

Notaris menertihkan divi sesuail dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban

selbragaimang ditentukan ¢f dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2604 tentang
Jabatan Notaris atan disingkat dengan UUIN.

Syarat diangkat menjadi notaris sesual dengan Pasal 2 ULIN adalah

I

Varga Negara Indonesia;

Karena notars adalah pejabat vmum yang menjalankan sebagian dar
fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata
Kewenangan mi tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, kareta

menyangkut dengan menyimpan rahasia negars, notaris harus bersumpah

*? Adjie, op.cir, hal, 77.
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LA

setia atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sssuate yang tidak
mungkin bisa ditaati sepenubnya oleh warga negara asing.

Berumur minimal 27 tahun;

Karena menurut jsnjeng pendidiken yang waiar seigk Sckolah Diasar
sampal selesal pendidikan Motariat dan magang seria proses administrasi,
seseorang (Camdlidat Notaris barn dapat diangkat pada usia 27 {duapuluh
fujuh) tabun,

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Es;

Percaya dan takwa kepada Tuhan YME pencipta umat manusia merupakan
penapang moral yang penting. Tuhan menciptekan nilai-nilai den norma-
ponna moral yang menunton dan mengarahkan perbuatan manusia kepada
kebaikan dan kebenaran. Tehan memerintabkan manusia agar berbuat baik
dan benar sesuai dengan tuntonman-Nya uotuk mencapai tujuan, yaitu
kebahagian di dunia dan akhirat.

Diharapkan notaris tidak akan melakukan perbuatan asusila dan amoral,
seperti berbohong, tidak jujur.

Sehat Fasmani dan Rohawy'
Sehat fasmani dan rohani adalah mampu sccar jasmani dan rohani untuk

dapat melzksanakan wewenang den kewajiban sebagal Notaris.

Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang sirata dua kenotariatan;

Telah lulus sarjana bhukum dan telah menyandang pelas magister
kenotariatan, Dengan demikian mengerti dasar-dasar hukum Indonesia dan
telah dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menfalankan
Jabatan Notaris.

6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekera sebagal karvawan

notaris dalam waktu 12 bulan {1 tahun jberturut-turut pada kantor notaris,
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atas prakarsa sendirt atau rekomendasi organisasi notaris setelzh lulus
magister kenolariatan;

Atas prakarss sendivt adalah babwa calon notaris dapat memilih sendiri di
kantor yang diinginken dengan tetap mendapatkan rekomendasi dan
organisasi Jabatan Notars,

Syarat magang bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada
tandda bukiimya. Magang ini sanpat penfing untuk menyelaraskan dan
mensrapkan aniara lee kenotariatan yang diperoleh dalam bangke kuliah
dengan prakiik Notaris. Dan hal-hal lainnya yang tidak di dapat dalam
hangky kuliah, tapd banya ada dalar praktik notaris.

Supaya telah mengetahui praktik nofads, mengetahoi struktur hukum yang
dipakai dalam pembuatan aktanya, baik otentik ataupun di bawah tangan,

dan mengetahui zdministrasi notaris,

7. Tidak berstafus pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin
maupust karvawan BUMN, BUMD, dan perusabaan swasis afau jabatan
lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
notaris.

Notaris tidak bolsh merangkap jabatan karene nofaris dilarang memibak
dalam kaitannya sebagal pibak mandii supaya tidek terjadi benturan
kepentingan.

Pegawal negeri dan pojabat negara adalah sebagaimana dimakeud dalam
Undang-ondang Nomor 43 Fahun 1999 tenfang Perubahan atag Undang-
undang Nomer 8 Tabun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Yang dimesud dengan advokal adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Setelah  gyarat-syarat  untuk  menjadi  Motaris  dipenushi,  sebelum
menjalankan jabatannya, Notfans wajib mengucapkan sumpah atau janji menundt

agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, hal ini dietur dalam
Pasal 4 ayat 2 UUIN.
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Sumpah atau janji dilakukan Notaris sebelum  menjalankan tugas
jabatannya, mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu ;

1. Becara vertikal Notaris wajib bertanggungjawab kepada Tuhan YME,
karena sumpsh atau janji yang diucapkan berdasarken agama masing-
masing dengan demikian artinys segala sesuatu yang Notaris lakukan atau
kerjakan akan diminta pertangpungiawabannya dalam bentuk yang
dikehendaki Tuhan;

2. Secara horizontal kepada negara dan masyarakat, artinya Negara telab
memberi kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian tugas
Negara dalam bidang Hukum Perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti
berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada
masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan
kehendaknya ke dalam bentuk akla Notaris, dan pescaya bahwa Notaris
mampu menyimpan {(mershasiakan) segala keterangan atau ucapan yang
diberikan di hadapan Notaris,

Kewajiban Notaris dalam melakukan ketentuan Pasal 4 UUIN dan
pengucapan sumpah ataw janji jabatan sebagai salah saty syarat pengangkatan
nwiaris. Memberikan pesan moral bagl Notaris, seorang Netans tidak banya patuh
atau tanduk pada Negara tetapi juga faat dan patuh kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa untuk melaksanakan perintah dan laranganNye.

Sesuai dengan Pasal 5 dan § UJUIN pengucapan sumpah paling lambat 2
{dua) bulan terhitung sejak tanpgal keputusan pengangkatan scbagal Notaris,
Apabila tidak dilakukan dalam jengka wakiu tersebut maka keputusan
pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri dalam bal ini Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah penpucapan sumpsh atau janji dipenuhi, maka sssuai Pasal 7
LJUIN dalam jangks waktu 30 (tga pulub) hari sejak tanggel pengambilen
sumpah atau janji Jabatan Motaris, Notarls wajib dengan segera mesnjalankan
jabatannya dengan nyata, menyampaikan berits acara suwmpahfjanji Jabatan
Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris

dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serla teraan
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cap/sterpel Jabatan Netaris berwarna merah kepada Menteri dan nejabat lain di
bidang agraria pertanghan, Organisasi Notaris, Ketee Pengadilan Negen, Majelis
Pengawas Daeralt Notaris serta bupatifwalikota di tempat Notaris diangkat.
Ketentuan int dimaksudkan untuk mengetabui Notarls vang bersangkutan telah
melaksanakan tugasnys dengan nyats,

Setelah dapat menjalankan tugasays dengan nyata, maka Pasal 15 UUIN
menepaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta secara
vmum, hal ini dissbut sebagai kewenangan wmum Notaris denpan batasan
sepanjang =

L. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-
undang.

2. Menyvanglut akta yang harus dibuat atan berwenang membuat akia stentik
mengenai sepma perbustan, perjanjian, dan ketetapan yang dibaruskan
oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersanghutan.

3, Mengenal subjek hukum (orang atau badan bukum) wstuk kepentingan
siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Kewenangan notaris menurut Pasal 15 UUIN sebagai berikut :

2. Membuat skia otentik mengenal semua perbuatan, perjanjian, dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atsu
yag dikhendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinvatakan dalam
akta otentik, menjamin kepastian fanggal pembuatan  akia,
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akts,
semuanya sepanjang pembuatan akia tersebut tidak ditugaskan atay
dikecuahikan kepada pojabat ataw orang lain yang ditetapkan oleh
andang-undang.

b, Mengesahkan tandz tangan dan menetapkan kepastian tanggal
pembuatan surat di bawsh tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus (Jegalisasi). Legalizasi adalah timdakan mengesabhkan tanda

tangan dan menctapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan

5% Adjic, ook, al 78,
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yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak
diatas kertas yang bermmteral cukup yang di tanda tangani di
hadapan nolaris dan didaftarkan dalam buke kbusus yang
disediakan oleh notaris.

¢. Membukukan surat-surat di bawszh tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus vaarmerking),

d. Membuat kopi dari asli surat dibawah fangan berupa salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

yang bersangkutan,

¢. Melakukan pergesahan kecocokan foto kop: dengan surat aslinya.

£ Memberkan peaviluban hukum sehubungsr denpan pembuatan
akta.

g Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
h. Membuat akta risaiah lelang.

Motarig dalam menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 15 ayat (1) UUIN
harus memperhatikan Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 UUIN, yaitw

Pasal 39

{1} Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tabhun afau telah menikak; dan

b. cakap melakukan perbuatan hukum.

{2 Penghadap hans dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2
{dua) orang saksi pengenal yang beramur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun
atay telahy menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenulkan
oleh 2 {dua} penghadap lainnya.

(3} Pengenalan sebhagaimana dimaksud pada ayat {2} dinyatakan sccara tegas
dalam akia.

Pasal 40

{1} Setiap #kta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 {dua) orang
saksi, kecuall peraturan perundang-unidangan menentukan lain.

(2) Saksi sebapaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagal
berikub

a. paling sedikit berumur 18 {(delapan belas) tshun atau telah menikah;

b. cakap melakukan perbuatan hukum;

¢. mengerti bahasa yang digunakan dalam akla;

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan
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e, tidak mempunyal hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus
ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai
dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pibak.

(3} Saksi sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dikenal oleh Notanis atgn
diperkenalkann kepada Notaris atan diterangkan tentang identitas dan
kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

{4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi
dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 41
Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Passl 40 tidak dipepubi, akta tersebut
hanya mempunyal kekuatan pambuktizn sebagai akta di bawah tangan,

Notaris harus memperhatikan Pasal 39 — 40 UUIN tersebut apabila tidak,
maka zkta vang dibuatnya mempunyal kekuatan pembuktian dibawah tangan.
Selain Notaris diberikan wewenang sesuai dengan Pasal 13 UUIN, Notaris pun
harus melaksanakan Pasal 16 UUIN tentang kewaiibsn Notaris dan Pasal 17
UUIN tentang larangan Notaris.

Kewajiban Noiaris adalah sikap, prilaky, perbuatan atau tindakan yang
harus dilakukan dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris untuk menjaga dan
memelihara oifra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggl kehuburan
dan mariabat jabatan notaris.*

Pasal 16 UUIN :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

& berntindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan
hukum;

b, membuat akia dalam  bentuk  Minula Ak dan
menyimpannys sebagal bagian dart Protokol Netars;

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atsu Kutipan
Akta berdasarkan Minota Akta;

d. memberikan pelayanan sesuai demgan kefentuan daiam
Undang-Undang  ini, kecuali ada  alasan  untuk
menolaknya;

¢. mershasiakan segsla sesnatn  mengenai  akis  vang
dibuatnya dan segale keterangan yang diperoleh guna
pembuatan akta sesuai dengan sumpahfjanii jabatan,
kecuali undang-undang menentukan lain;

f. menpilid akia yang dibuatnya dalam 1 {sataj bulan
menjadi buku vang memuat tidak lebih dari 56 (lima

¥ Roenastiti Prayine, R SH. MA, Batan Kudiak Kode eFtik Magister Kenotariatan
Fadultay Hukwm Dhisiversitas Indoresia, {Iskarta: Ul 2068), hal, 86,
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puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat
dalam sati buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih
dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan,
dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g membuat daftar dari akia protes terhadap tidak dibayar
atay tidak diterimanya surat berharga;

k. membuat daftur akta yang berkenaan dengan wasiat
menuiut urotan waktu pembuatan akta setiap bulan;

. mengirimkan daftar aks sebagaimana dimaksud dalam
huruf h atau daftar nibi) yang berkenaan dengan wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat Departernen yang tugas dan
tanggung jawabnys di bidang kenotariatan dalem waktu 5
{}ima)} had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

J.  mencaiat dalam repertorium tanggal pengiriman daflar
sasiat pada setiap akhir bulan;

k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada reang vang melingkarinya
dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutarn;

L membacakan akta di hadapar penghadap dengan dihadiri
oleh paling sedikit 2 {duz) orang saksi dan ditandatangati
pada saat it juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

ni. Mmengrima magang calon Notaris.

{2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam
bentuk originali.

{3} Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

4. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

ts. penawaran permnbayaran tunai;

¢. protes terhadap tidak dibayamya atsu tidak diterimanya

surat berharga;

d. akta kuasa;

&. keterangan kepemilikan; atau

£ akia lafnnya berdssarkan peraturan perundang-undangan.

{#) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dapat dibuat
Tebih dari T {sabu} rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan
isi yang sama, dengan ketentuan pada sefiap akia fertulls kate-kata
“berlaku sebagai satu dan satu berlaku ontuk semua”,

{5} Akta originali vang berisi kuasa yang belum diisi nama psnerima
kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 {satm) rangkap,

{6) Bentuk dan vkuran cap/stempe] sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf k ditetapkan deagan Peraturan Menteri,

{7y Pambacasn akia sebagaimans dimaksud pada ayat (1) horuf | tidak
wajib dilaknkan, jika penghadap menghendaki agar akta tudak
dibacakan karena penghadap telah membaca sendin, mengetahu,
dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut
dinyatakan dalem penutup akta serta pada setiap halaman Minuta
Akta diparaf cleh penghadap, saksi, dan Notaris,
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{8) Jika salah satu sysvat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horaf']
dan ayat (7) tidak dipenuhi, akie yang bersangkuian hanva
mempunyai kekuatan pembuktisn sebagai akta df bawah langan,

{9} Ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat {8) tidak berlaku
untuk pembuatan akts wasiat.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatn yang wajib dilakukan oleh Notaris,
jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran fersebut akan
dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum dalam
Pasal 16 ayat 1 huraf a2 sampal denpan kX ULNIN vang jika dilanggar aken
dikenakan sanksi sehagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUIN. Adapun sanksi
yang dapat dikenakao menurut Pasal 85 ULIN adalah;

a. teguran Hsan,

b. teguran ferfulis;

¢. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian dengan hormat; aiau

¢. pemberhentian dengan tidak hormat,

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat {1} buruf
dan k UUIN disamping dijatehi sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUIN, juga
berlaku kefentuan yang diatur dalam Pasal 84 UUIN, dimana sanksinys berupa
akta yang dibuat i hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akia dibawah tangan atau suam akia menjadi batal demi hukum, dan hal
ini memugikan parz pihak vang bersangkutan makes para pihak tersebut dapat
menuntut biaya, panti rugi dan bunga kepada Notaris.

Untuk Pasal 16 ayat (1) huref | dan m ULIN meskipun termasuk

kewaiiban Naotaris, apabila tidak dijalankan maka tidak dikenakan sanksi.
Pasal 16 ayat (1) huruf } adalah keweliban Notaris membacakan akta kepada
penghadap dengan diliadint dua orang saksi, Hal ini dapat sajs tidak dilakukan
atau tidak wapb dibacakan sesuat Pasal 16 ayat (7) UUIN karens dikehendaki
oleh penghadap karena penghadap telash membaca sendirl, menpetahui dan
memahami 1 akta tersebut, dan hal ini harus dicantumkan pada akhir akla.

Pasal 16 avat (1) huruf m ULIN mengatur balvwa Nofaris wajib menenima
magang calon Notans. Bila tidak dilakwkan Notaris tidak dikenakan sanksi,
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Secara moral ketentuan tersebut wajib untuk dilaksanakan Notaris. Hal ini harus
diingat oleh semua Notaris vang sekarang menjalankan tugss jabatannya schagsi

Wotarts pernah magang pada Notfaris sebelum bersangkutan diangkat sebaged
Notaris.

Yang dimaksud dengan larangan adalah sikap, perilakv, dan perbuatan
atau tindakan apapun vang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan
tugas dan jabatan Notarls yang dapat menurunkan citra serta wibawa lersbaga
notariat dan martabat jabatan Notaris *°

Pasal 17

Notaris dilarang :
a, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. meninggalkan wilsyah jabatanmya lebih dan 7 {iujuk) har kerja
berturut-furut tanpa alasan yang sah;
. memangkap sebagai pegawai negen;
. merangkap jabatan scbagai peiabat negara;
. merangkap jabatan sehagal advokat;
. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik
negara, hadar usaha milik daerah atay badan usaha swasta;
g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah
jabatan Notaris;
h. menjadi Notaris Peagganti; atay
i. melakukan pekerjuan lain yang berientangan dengan norma agama,
kesusilagn, atau kepstutan yang depat mempengaruli kehormatan dan
martabat jabatan Notaris,

[ B CRREw

Larangan Notars merupakan svatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh
Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang
melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut yang diatur dalam Pasal
&5 UUIN, yaiha:

“Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16
ayat (1} huraf a, Pasal 16 ayat (1}, huruf b, Pasal 16 ayat (1) huraf ¢, Pasal
16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huref ¢, Pasal 16 ayat (1} huruf f
Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1} huruf h, Pasal 16 ayat {1} huruf
i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20,
Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal
63, dapat dikenai sanksi beropa:

 Ihid
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a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

¢. pemberhentian sementara;

d. pemberhentian dengan hormat; atau
¢. pemberhentian dengan tidak hormat.”

Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang
memerlukan jasa Nolans. Yang dimaksud dengan pasal 17 huruf a UUIN adalah
larangan ini dimaksudkan untek memberikan kepastian hukom kepada masyarekat
dan sekaligus mencegah tegadinya persaingan tidak schat antar Notads dalam
menjalankan jabatannya,

Larangan Notaris vang tercantum dalem Pasal 17 huruf b GUIN, berarti
apabila meninggalkan wilaysh jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari dengan alasan vang
sah, tidak dilarang, Misalnya Notaris meninggalkan wilayah jabatannya karena
cuti, berarti karena sebab vang sah,

Notaris dilarang merangkap sebagai pegawal negeri, pejabat negara,
sdvokat , pormimpin atou pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Dacrah, Bada Uszhs Swasta, hal ini berkaitan dengan Netaris scbagal pihak
marniir: dan tentunya sapaya tidak terjadi benturan kepentingan.

Notaris dilzrang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
diluar wilayah jabatan Notaris, tentunys berkenasn dengan Pasl 17 hunf a
UUJN. Apabila wilayah Jabatan Pejabat Pembuat Akia Tamah berbede dengan
wilayah jabatan Notaris, maka Notaris melanggar Pasal 17 huruf a tersebut, vaite
mejalankan tugas diluar wilayah kewenangannya.

Kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan tugas
dan jabstannya sehagal Notaris saling berkaitan satu sama lainnya dan harus
mengacu kepads Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Dalam menjalankan kewenangan ini barus memperhatikan Pasal 16 dan 17 UUIN
yang mengator tentang kewajtban dan lavangan Netaris. Kewajiban dan larangan
Notaris ini harus selalu dipatuhi, karena apabils dilanggar Notars akan diberikan
sanksi schagaimana diatur dalam Pasal 84 dan 85 UUIN,
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4. Akta Otentik

Salah satu kewenangan yang utama Notaris adalah membuat akta otentik.
Apakah yang dimaksud dengan akta otentik? Akta adalah surat yang diberi tanda
tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.®!
Menurut bentuknya akta dapat dibagi menjadi:*

1. Akta otentik adalah akta yag dibuat dihadapan dan oleh pejabat yang
diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan
yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang
berkepentingan.

2. Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian

oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.
Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta dibawah tangan, ialah :*’

1. akta otentik mempunyai tangpal yang pasti, sesuai yang dinyatakan
dalam Pasal 15 ayat (1} UUJN, sedangkan akta dibawah tangan

tidak selalu menjamin kepastian tangan;

2. grosse dar akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan
eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta dibawah
tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

3. kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan
lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, keduanya merupakan alat
bukti tertulis, hal ini diatur dalam pasal pembuktian pada umumnya dan tentang
pembuktian dengan tulisan, yaitu Pasal 1865,1866, 1867, 1868 KUH Perdata.

Perbedaannya terletak pada kekuatannya sebagai alat bukti. Akta di Bawah
Tangan bagi Hakim merupakan bukti bebas karena akta dibawah tangan ini baru

mempunyai kekuatan bukti matenil setelah dibuktikan kekuatan formilnya.

‘! Disriani Latifah, #http-/staff.blog.vi.ac.id/disriani.larifah/2009/01/1 0/akta-notaris-
sebagai-alat-bukti-tertulis-yang-mempunyai-kekuatan-pembuktian-yang-sempurnal, lanuary, 2009

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, , ( Yogyakarta: Liberty:
Tahun 1998), hal.119

¢ Lumban Tobing, op.cit, hal. 54
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Sedang kekuamn pembuktian formilnya bam fegadi, bila pihak-pihak yang
bersanghkutan mengaksi akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, Dengan
demkian akia dibawab tangan i berlainan dengan akia otentik, sebab bilamana
satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akfa
dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membukiikan bahwa akea ifu tidak
palsu.

Alkta Otentik merupakan alat bukti vang sernpurna, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1870 KUH Perdats, "Suatun akta memberikan diantara para pihak
termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pads mereka,
suatu bukti yang sempurna tentang apg vang dimuat didalamnya,

Ini berarti mempunyat kekuatan bukti sedemikian rupa kerena dianggap
melekamya pada akta ttu sendiri schingga tidek perle dibuktikan lagi dan bagi
Hakim itu merupakan bukti yang kuat, dengan demikian barang siaps vang
menyaiakan bahwa akia otentik itu palsu, maks fa hares membuktikan tentang
kepalsuan zkia v, Oleh karena imlah maka akts otentik mempunyai kekuatan
pembuktian, baik Labiriah, Formil maupun Materil.

Jadi apabila akia dibawah tangan dijadikan alat bukti, maka yang harus
membuktikan babwa alda itu adalah benar islah orang yang menjadikan akta
tersebut sebagat alat bukil, Sedangkan akia otentik merupakan alat bukti kuat
sehingga yang menyanggal akia ity yang harus membuktikan bahwa akta tersebut
palsu.

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata harus memenuhi sebagai bertkut

1. Bentuknya telak ditentukan oleh uadang-undang;
2. dibuat dihadapan pejabat umum vang berwenang;
3. diwilayah kewenangan pejabat tersebut,

Menurut Pasal | UUIN notaris merupakan salah satu pejabat umum yang
berwenang membuat akis otentik schagaimana yang dimaksud dengan undang-
undang.

Adapun akta otentik yang dibuat Notaris terdiri dari dua jenis, yaitu >

# Adijic, np.ait, hal 43
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1. Akta relaas atau Berita Acara ialah akta yang dibuat oleh notaris, dalam
pembuatan akta ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang
dilihat atau didengar sendiri secara langsung yang dilakukan oleh para
pihak.

2. Akta Partij atau Akta para pihak ialah akta yang dibuat dihadapan notaris
atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan
pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan

sendiri oleh di hadapan Notaris.

Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan
penyuluhan ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-
saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke
dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pemyataan atau
keterangan para pihak.

Akta otentik yang dibuat Notaris tersebut diatas sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 ayat 1 UUIN :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan danfatau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan
akta, menyimpan akta, membenkan grosse, salinan dan kutipan akta,
semuanya ifu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan
atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.”

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut harus
memenuhi dan menurut bentuk yang ditetapkan berdasarkan Pasal 38 UUIN.

(1} Setiap akta Notaris terdiri atas:

a. awal akta atau kepala akta;

b. Badan akta; dan

c. Akhir atau penutup akta.
{2) Awal akta atan kepala akta memuat:

a. judul akta;

b. nomor akta;

¢. jam, hart, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
(3) Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,

kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan,
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tempat tinggal para penghadap dan/atau orang
vang mercka wakili,

b, keterangan mengenai kedudukan bertindak
penghadap;

¢ isi akis yang mevupakan kehendak dan keinginan
dari pihak yang berkepentingan, dan

4. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta
pekeriaan, jabatan, kedudukan, dan tempat finggal
davi tap-tap saksi pengenal.

{4) Akhir atau penutup akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 16 ayat (1) huraf' T atan
Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta apabila
aday

¢. nams lengkap, tempat dan tanggal lahir,
pekeriaan, jabatan, kedudukan, dan tempat oggal
dari tiap-tiap saksi akle; dan

d. uraian lentang tidak adanya porubaban vang
terjadi dalarn pembuatan akia atay uratan fentang
adanya perubahan vang dapat berupa
penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengpanti, Notaris Pengganti Khusus, dan
Pejabat  Sementara Notars, selain memuat  ketentuan
sebapaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),
juga memuat nomor dan langgal penetapan pengangkatar,
serta pejabat yang mengangkatoya

Dalam pembustan spety akla otenik harus memonuhi  kekuatan
pembuktian akia otentik, demikian juga dalam akta Notaris, yaitu: pembuidian
Iahir, formil dan materii®

1. Kekuatan pembuktian lahir,
Yang dimaksud dengan keknatan pembuketian lahir berarti kekuatan
pembuktian yang didasarkan atas keaadaan lahir akta itu sendiri,
dan sehagal asas berlakw gofa publica probawt sese ipsa yang
berarti suatu akia vang ishirnys tampak scbagai akia otemtik serta
memenuhi syarab-syarat yang felab ditentukan maks akia itw
berlaku atau dapat dianggap sebagai akte otentik sampal torbukll

& { umban Tobing, op.cir, hal. 55.39,
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sebaltknya, Berartt sustu akia otentik mempunyai kemampuan
untuk membuktikan dirinya sendirl scbagai akta otentik.

2. Kekvatan Pembuktian Formil
Artinya dan akia otentik ity dibuktikan bahwa apa yvang dinyatakan
dan dicantumkan dalam akia itu adalah benar merupakan unuan
kehendak pihak-pihak. Akiz olentik menjamin kebenaran tanggal,
tanda  tangan, komparan, dan  tempat akla  dibuat
Dalam ari formil pula akia notaris membukitkan kebensran dan
apa yang disaksikan yaity yang dilihat, didengar dan dialany
sendint ¢leh notaris sebagal Pejabat Umum dalam menjalankan
jebatannya. Akia dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan
pembukiian formil, terkecuali bila si penanda tangan dag surat/
akta itu roengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materil
Bahwa secara hukum {yuridis) suatu akta otentik memberi
kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atan para pihak
menyaiakan dan melakukan apa yang dirmuat dalam akia,

Kekuatan pembuktian akta oteniik lermasuk juga akiz notaris adalah
akibat langsung yang merupakan keharnsan dari ketentuan undang-undang bahwa
hamss ada akta-akts ofentik sebagai alst pembukbsn dan dari tapas yang
dibebankan oleh undang-undang keopada peiabatpejabat atau omang-Orang
tertertu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian fanda kepercayaan
kepada pejabat iu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akat-akia yang
dibuat peiabat. Apabila nidak demikian vatuk apa diberikan tugas kepada pejabat
untuk memberikan kelerangan apa vang pejabat saksikan dalam menjalankan
jabatannya, semus apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada sotaris,
dengan permintaan agar keterangan-katerangan penghadap/pihak itu dicantumkan

dalam suatu akta dan menugaskan pejabat untuk membuat akta mengenai itu,*®

% fhid, hel. 55

£0 Universitas Indonesia

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



Kemucdian seiain dari kekuatan pembuktian maks berdasarkan Pasal 39 -40

UM agar suatu akia notaris memiliki syarat ofentisitas, maka pada sazat

pembuatan akta harus memperhatikan sebagai berikut

1

Para penghadap yang teiah memenuhi syarat (Minimal benusia 18
tahun afau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum}
menghadap Notarig di wilayah keria notaris ybs tersebut,

Para penghadap tersebut harus dikenal notaris atau diperkenalkan
padanya oleh 2 (duaj orang saksi pengenal yang berumur paling
sedikit 18 tshun afay telzh menikah dan cakap melakokan
perbuatan hukum atay diperkenalkan oleh 2 {(dus) penghadap

jatnnya,

3. Para perighadap mengutarskan maksudnya;

Notaris mengkonstativ maksud dari para penghadap dalam sebuah
akta;

Notaris membacakan susunsn kata dalam bentuk akia kepada para
penghadap dan dibediri oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuld
persyaratan;

Segera setelah akta dibacakan kepada pars penghadap dan sakst
dan kemudian penghadap, seksi dan notaris  membubuhkan
tandatangannya, vang berarti membenarkan apa yang teomuat
dalam akia terszbut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan
pads saat tersebuf,

Apabila notarig tidak melakukan hal-hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 39

— 40 UUIN, maka gkia yang dibvatnya akan menjadi kekuatan pembuktian

dibawal tangan.

Dalam pembuatan  akta, Notaris hanya mongkonstantic  keinginan

penghadap, kemudian dituangkan dalam fulisen, setelah ito dibacakan kepada

penghadap dan saksi-saksi, seteizh dimengerti s akta tersebut oleh penghadap,

maka aklz tersebut kemudian difandatangam oleh penghadap, saksi-saks: dan

nolaris,

Selain akta-akta yang berhubungan dengan suaty perjanjian para pihak,

adapula akta yang berkenaan dengan perbuatan hukum, yaite vang berkenaan
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dalam melangsungkan perkawinsn. Adspon akta vang sehubungan dengan

melangsungkan perkawinan sebagai berikut ¥

i

Tjin Kawin

Untuk  melangsungkan perkawinan seseorang  yang  belum
mencapai usia 2| tahun harus mempercleh §in kawin dad orang
tuanys. Dasar hukum perlunya Hin kawin diatur dalam Pasal 6 ayat
(23 UUP dan Pasal 71 KUHPerdata. i kawin menurat UUP tidak
perlu  dengan akta ofentik, sedangkan dalam KUHPerdata

mengharuskan dibuat secara otentik.

Penghapusan Pencegahan Perkawinan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlake 4i Indonesia
karena alasan-alasan fertentu  dapat  dilakekan  pencegshan
perkawinan. Alasan-alasan penesgahan perkawinan diatur oigh
undang-undang. Hal ini dimaksudkan supaya tidak tegadi
penvalahgunaan hak. Pencegahan perkawinan dan tata carsnya
serta penghapusan pencegaban perkawinan diatur dalam Pasal 59
sampal dengan Pasal 70 KUHPerdata, Sedang dalam UUP diater
dalam Pasal 13 sampai denpan 21. Apabila pencegaban perkawinan
sudah ditetapkan oleh Pengadilan MNegeri, maka apabila akan
diberikan 1jin kawin harus terlebih dahulu dibuat akta penghapusan

pencegahan perkawina.

Kuasa Untuk Metangsungkan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 79 KUHPerdata menyebutkan bahwa apabila
calon penganttin berhalangan dan tidak dapat menghadin
pernikahannya karena alasan yang penting. Salsh satu calon
pengantin dapat membuat kuasa untuk melangsungkan perkawinan

dengan suatu akia otenbk.

¥ Marun Kamil, SH,Liza Prianghini,SH, Mater? Xnfick Pembugtos Akta Perorangan dan

Keluaryge, 2008
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4, Perjanjian Kawin
Perjaujian kawin adalah perjanjian yang di buat oleh calon suami
dan calon isteri sebelum perkawinan dilangsungkan. Peranjian
kawin im hamya untuk mengatur harta bends atas kekayasn
masing-masing scbagai akibat dani perkawinannya. Peganiian
kawin ini diatur dalam Pasal 139 — 185 KUHPerdata dan Pasal 29
- 38 UUP.

5. Pernvafaan
Akta pemyataan yang dimaksud disini adalah akta pernyatsen
penundukan diri salah satu calon swami isterd yang tidak seaganmi
yang ingin  raclangsungkan perkawinan. Khususaya untuk
pasangan antara calon sgami yang beragama Islam dan calon Isten

yang beragama Kristen

Akta olentik yang dibuat atas keinginan para pihak dihadapan notaris serta
dalam pembuatan akta tersebut memenuhi ketentvan-ketentuan baik dalam Pasal
1868 KilHPerdata, Pasal 1 angka (1),15 ayat {1} ,39 dan 40 UUIN nisks akta
tersebut mempenyai kekvaian pembuktian kuat. Schingga apabils dijadikan
sebaga: alat bukti meke yang menyatskan babwa akia tersebut palsu vang harus
membuktikannya mengenai kepalsuen akta i

4.1 Akta Pernyataan Tunduk Ke Bugeriijike WethoekiKitab Undang Undang
Huokum Perdata Pada Perkawinan Beda Agama {Oleh Calon Suami) 4
Indonesia

Sesuat dengan uraien diatas bahwa dalam Pasal 668 UUP, dinyatakan
segala peraturan yang mengatur mengenal perkawinan sebelum berdakunys

Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku fagi sepanjang Undang-undang

Nomor ! tahun 1974 fentang Perkawinan teleh mengaturnya. UUP belum

mengatur togas mengenat perkawinan beda agama demgan demikian peraturan

ientang Perkawinan campuran yang distur dalam dan jupa perkawinan beds
agama yang diatur oleh HOCE serta KUHPerdata masih depat digunakas.
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Akta Pemyatazn Tunduk din ke Bugerlifke WethoekiKitab Undang
Undang Hukum Perdata, pada perkawinan beda agama {Oleh Calon Suvami) di
Indonesia, selanjutnya disebut scbagai Akla Pemyataan adalah suatu akfa vang
dibuat dihadapan notaris berkensan dengan kehendak calon guami yvang beragama
Islams supaya dapat melangsungkan dan mencatatkan pemikahan mereka di
Kantor Catatan Sipil. Hal ini merupakan salah satu cara bagi pasangan yang ingin
melangsungkan perkawinan beda agama. Pembuatan Akta Penyataan im bukan
berarti calon suami berpindah agama ke agama calon ister. Pembuatan Akta
Pernyataan ini hanya untuk tunduk hukem pada sebagian saja, yaitu hukum
perkawinan yang berlaku bapi calon isteri. Saat ini tidak satupun dari peraturan
perandang-undangan tentang perkawinan yang mengatur perkawinan beda agama.

Aktas Pemnyataan dimaksud sntuk perkawinan antara laki-lald Islom dan
perempuan Kristen dimungkinkan. Sesuai dengan yang diatur dalam Passl 73
HOCE:

{1 Perkawinan seorang [akidaki bukan Kristen dengsn seorsng
perempuan  Kristen afas permohonan kedua swami-iski  dapat
dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini
dan ketgntuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan
sipil nntuk orang-orang Indonesia-Kristen.

{2yPeskawinan suami-isteri dalam hal ity dikuasai seluruhnya oleh
ordonansgi ini,”

Dari pasal 75 HOCI dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan untuk
perkawinan beda agams anfars seorang calon suami yang bukan Koisten dengan
membuat pemyatasn penundukan dirl terhadap aturan untuk calon mampelay
perempuan. Kemudian calon pasangan fersebut memohon kepada instansi
berwenang unfuk diljinkan melangsungkan perkawinan beda agamea. Permohonan
tersebut diajukan kepada Pengadilan Negen.

Setelah akta pernyataan ini dibuat dibadapan notaris, kemudian calon
suami isteri mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat
dikabulkan melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan dikabulkannya
permohonan mereka maka Kantor Catatan Sipil akan mencatatkan perkawinan
tersebut. Akta pernyataan ini dimungkinkan dibuat sekarang ini mengacu pada
peraturan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstresi
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Kependudukan Pasal 35 huruf a® | yaitu Kantor Catatan Sipil dapat mencatat
perkawinan vang ditetapkan oleh pengedilan, dimana dalam penjelasan Pasal 33
o 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tenlang  Administrasi
Kependudukan dinyalakan bahwa yang dimaksud dengan penetapan pengadilan
adaizh perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama denpan kata

lain adalah perkawinan beda agama.

Contoh Akta Pernyataan

PERNYATAAN
Pomor :

P BT 100,000ssceeevrrmdasstemres sneresan sannrsrssmas srasss s eamssnmnssss ks oo sanuss bemannasaes donromsnns raasnsitune
Berhadapan dengan SBY3. v o v

Tuan X.........J... NS NESE. ... WS RN .. SSR—"
-Bahwa penghadap adalak WNI, Iaki-laki, beragama Islam, lahir ¢i Jakarts pada
tangpal 10 Maret 1965, . o -
-Bahwa perghadap hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang waniia,
WNI, beragama Kristen, bernama nona Y, mahasiswi, bertempat tinggal di._........
Lahir di Jakarta, pada aggal.......ccmms

-Balrwa calon isferi tersebut WNI, beragama Kristen, tenduk pada hukom
perikawinan vang berfeku unfuk WMNI yang beragama Kristgn ialak pads hukem
peskawinan yang diumumkan dajlam LN 1932 nomer 74 yo LN 1936 nomor §07.-
~3ahwa perkawinan yang akan dilangsungkan antara Tuan X dan Nona Y tersebut
karena kedua calon pengantin adalah beriainen agama dan adalah merupakan
perkawingn campuran dan menumt Pasal |2 dari perkawinan campuran yang

diumumkan dalam LN 1898 nomor 15§, perkawinan harmus dilangsungkan

menurut hukunr calon mempelal suamg, »--
Akan tetapi menurat Pasal 75 dari peraturan perkawinan untuk golongan
Indonesia beragama Kristen tersebut kapada caion suami yang tidak beragama
Krigten diberi kemungkinen uptuk memohon kepada vyang berwajib apar

perkawingn untuk suami vang tidak berapama Kristen dengan wanita yang

* Subhar Indupa Kepala Sub bagian Pencatstan Dinas Kependudukan dan Poncatatan
Bipii Propinsi DK Jakarta, Hasil Wewencara, tangeal 12 Juni 2086
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beragam Kristen dilangsungkan dengan peraturan perkawinan unink golongan
Indonesia yang beragama Kristen seperti dluroumbkan dalam LN 1933 nomor 74
yo LN 1936 nomor 607 tersebut diatas.

-Bahwa penghadap tuan X tersebut dengan diberikan kesempatan kepadanya oleh
Pagal 73 peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia berapama Kristen
tersebut dalam melangsungkan perkawinannyaz dengan nona Y, hendak memihh
peraturan perkawinan untuk golongan Indonesia beragama Kristen tersebut.—-rm

-Bahwa berhubung dengen sepals sesuatu vang tersebut diatas maka twan X
tersebut menyatakan dengan imi memilih hukam perkawinan yang berlaku bags
golongan Indonesia berapama Kristen yang dimuat dalam peraturan perkawinan
untuk golongan Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan

Amboina yang diumumkan dalam LN 1936 nomor 607 untuk perkawinan yang

akan dilangsungkan dengan nona Y tersebul.

-Penghadaps sava, Notaris kenal -
DEMIKIANLAH AKXTA INI-——vmmmnnnevnns

~st

Akta Pernyataan ini dibuat oleh calon suami yang beragams Islam karena
adanyva perbedaan pencatatan bagi yang beragama Islam dap beragama non Islam,
Apabila teriadi perkawinan beds agams antara yang beragama Islam dan Non
Islam, siape yang berwenang mengesahkan secara hukum agawa dan kemudian
dicatatkan dimana.

Sesuai dengan uraian diatas, berlakunya UUP dan kemudian ditegaskarn
lagi di dalam PP No.9 tahun19735 bahwa bagt pasangan yang beragama Islam yang
berwenang adalah pegawai Nikah, Talak dan Rujuk yaite Kaotor Urusan Agama,
Bagi pasangan non Islam selelsh disahkan menunut hukum dan fals cam
agamanya dan kepercayaannya kemudian dicatatkan olch pegawai Catatan sipil
pada Kantor Catatan Sipil,

Karena perbedaan pencatatan perkawinan ini, maka harus ada salah sate
yang mengikuti aturan hulum perkawinan yang lainnya.

PBerdasarkan hasil wawancara dengan Sudhar Indopa, Kepala Sob Bagian

Pencatatan Kamtor Catatan Sipi! Propinst DKI Jakara, perkawinan beda agama
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dapat tegjiadi antara agama Islam dan Non Islam, Kristen dan Non Kdsten, Budha
dan Nen Budha, Hindo dan Non Hindu, Katholik dan Non Katholik, Konghuchy
dan Non Konghuchu,

Pada dasarmya perkawinan beda agama tidak bermasalah karens bagi
Kantor Catatan Sipil tidak melihat dart agams yang dianut oleh pasangan calon
suami isteri yang penting adalah setiap peristiwa hukum yang berkensan dengan
tugas dan fungsi Kator Catatan Sipil akan dicatat. Jadi yang dilihat oleh Kantor
Catatan Sipil hanya dari segd hukum perdata saja.

Permasalahan muncul ketiks vang melangsungkan perkawinan beda
agama, antara pasangan Islam dan Non Islam. Sebelum beriakunya UUP Akta
Pernyataan penundukan diri pada pada BW menjadi altematif perkawinan beda
agama dan Kantor Catatan sipil akan mencatatkan perkawinan tersebut. Seteiah
efeltif berlakunya UUP, bagi pssangan calon suami isteri yang membuai
penundokan dirt pada bukum calon mernpelat lainnya, Kantor Catatan Sipi tetap
mencatatkan peristiwa hukum perkawinan tegsebut berdasarkan pada Pasal 66
UUR, denigan menafsirkan dalam UUP belum diatar mengenal perkawinan beda
agama dengan demikian KU Perdata, GHR dan HOCI dapat diberlakukan,

Sejak keluamya Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI
Jakaria pada akhir tahun 1988 vang menyatskan larangan bagi pegawal Kantor
Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama gntara pesangan Islam
dan Non Islam sebelum disahkan oleh hukum dan tata cara agama, maka Kantor
Catatan Sipil tidak lagi mencatatkan perkawinan beda agama antara pasangan
Islam dzp Non Islam, Darj tshun 1986 sampst dengan 1988 tercatat perkawinan
beda agama sebanyak 239 perkawinan beda agama, 112 melibatkan pria muslim
dan 127 melibatican wanits nuuslimah.

Efektif berlakunya Undsag-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan, ada oelah kemball untuk  akta pemnyataan
penundukan dird Ke BW/KUHPerdatz scbagai alternatif perkawinan beda agama
aptara pasangan Islam dan Non Islam. Dimana dalam Fasal 35 huruf (a) diatur
sebagai berikut : "Pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34
berlaku pula bagi : a. perkawinan yang difctapkan oleh pengadiian,”
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Di dalam penjelasan Undang-undang No. 23 whun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Pasa] 35 huruf (3) dinyatakan bahwa yang dimaksud
dengan perkawinan yang ditctapkan oleh pengadilan adalzh perkswinan yeng
dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Dapat ditafsirkan dari pasal diatas, apabila terjadi perkawinan beda agama
yang kemudian permohonsnnya dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan
memutuskan bahwa Kantor Catatan Sipil harus melakukan pencatatan
perkawinannya. Maka Kantor Catatan Sipil harus melaksanakan pencatatan
perkawinan beda agama tersebnt dan tidak beleh menolaknya.

Sejak  berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sampat tahun 2009 ini belum ditermukan lagi
pembuafan Akfa Pemyatzan unfuk melangsungkan perkawinan beda apamae
fersebut di atas. Karena hal tersebut tidak disosialisasikan. Saat ini perkawinan
beda agama dilangsungkan di luar negara Indonesia dan kemudian dilaporkan dan
dicatataan di Kantor Catatan Sipil,

Dari uraian di atas bahwa Akta Pernyataan dapat dijadikan salah satu
alternatif untuk melangsungkan perkawinan beda agama bagi pasangan yang
beragama Islam dan non Istam, Tentunys hal ini bukan ditibar dasi hukem dan tata
cara agama tetapi dilihat dard hukum perdsta saja. Dengan kata Jain perkawinan
tersebut belum tente sah menunit agama dan kepercayaannya, akan tetapi karena
dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil. Maka perkawinan tersebut oleh negars
diakui dengan dilerbitkantya akia perkawinannya.

Perkawinan beda agama, khususnya bagi pasangan yang beragams Islam
dan non Islam akan memimbulkan permasalahan dari segi hukum agamanys dan
bisa juga timbul dari segi hukum perdatanya. Permasalahan akan muncul lebih
pada dari sisi agama dan teratama dalam menjalani kehidupan berumah tangga
antara suami isteri berbeda keyakinan,

Apabila disimpulkan dari pendapat Sudhar Indopa bahwa saat i Kantor
Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan beda agama, dengan syaat
terlebih dahulu sudah disablun perkawinan tersebut oleh agamanya, tanpa melibat
vang mensahkan tersebut agama suami atau agama isteri. Akan tetapi hal int dapat

dikecualikan dengan sdanys peraturan perundang-undangan baru yaifu Undang-
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undang Nomaor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudakan Pasal 35
huruf a. Dalam Pasal 35 huruf & U No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan tidak menyatakan tegas bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan harug teriebih dahuln dilakukan perkawinan berdasarkan tatacara dan
hukom agama,

Apabila sudah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil dengan demikian
perkawinan tersebut sudah ssh menuruf pegara, Dengan demikian sudah
memenuhi Pasal 2 ayat 2 UlJP. Berarhi pembuatan akta pemyataan yang
kemudian mengsjukan permohonan kepada pengadilan negeri umiuk dapat
melangsungkan perkawinan beda agama. Apabilza pennchonan  tersebut
dikabulkan dan Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan iersebut maka
perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat 2 UUP. Sehingga secara perdata
perkawinan tersehul diakui dan sab,

Apabila dilihat dari sisi  hukem apama, lenitama calon mempsla ysng
beragama Islam. Perkawinan terebut masth menimbuiken pro dan kontea dientara
para ulama dan pars pakar agama Islam. Dalam KBTI dan Sdwa MUT perkawinan
beda agama vang salah satunya beragama Islam, baik laki-laki Islam staupun
perempusn Islam yang skan melangseagkan dengan pasangannva yang bukss
Islams adalah haram. Selain vang mengharamkan perkwinan beda agama terdapat
ukama dan pakar Islam yang memperboichkan perkawinan beda agama dengan
mengacu pada gurat Al-Maidah 5/5.

Doa pendapat vang berbeda ins merupakan celah bag pomeluk yang
beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawian beda apama. Sehingga
hidak rapn untuk melangsungkan perkawinannya karena adanya pendapal vang
memboiehkan atau menghalalkan perkawinan beda agama. Tanpa memikirkan

akibat perkawipan beda agama dalam menjalankan hahtera rumah tangganya.

4.2 Akibat Hokum Dazri Dibuatuya Akia Pernyataan

Suaty zkta dapat dikatakan ofentik apabils memenuhbi Pasal 18868
KUHZPerdaia dimana bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat dibadapan
pejabat umum yang berwenang dan diwilayah kewenangan pejabal tersebut,
Berdasarkan Pasal | angka (1) UUIN juncto Pasal 15 avat (1}, Notars adalah

29 Universitas indonesis

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sesual yang
dimaksud oleh pasal tersebut diatas.

Apabila Akta Pemnystean dibust memenuhi Ketentuan Pasal 18368
KUHPerdata dibuat diladapan Netaris, diwilayah kewenangan Noatris tersebut
serta bentuknya sesual yang ditentukan undang-sndang dan memenuhi ketentuan
Pasal 39 — 40 UUJIN, dibuat oleh pihak atau pars pihak (penghadap stay para
penghadap) telab cukup umur (dewasa) dibadapan notarls, penghadap dikenal
oleh notaris, ditempat wilayah notaris tersebut berwenang, dihadiri para saksi dan
kemudian dibacakan oleh notaris kepada penghadap dan saksi-saksi setelah itu
akta tersebut ditandatangani penghadap, saksi-saksi dan notans, make akta
tersebut adalah akia notaris berarati mempunyai kekuatan pembuktian vang kuat.

Akta Pernyataan dibuat oleh calon suami yang bemgams Islam untuk
melangsungkan perkawinan beda agama, maka ity merupakan suatu bukli kuat
bahwa pasangan beda agama terscbut ngin melangsungkan perkawinan. Tentunya
setelah Aktz Pemyataan tersebut dibuet kemudian dimohonkan kepada kepala
pengadilan negeri untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama.

Sehingga akta ini bisa dijadikan suatu dasar bagi Kantor Catatan Sipil
untuk dapat menerima dan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut.
Tentunya dengan landasan hukum pada Pasal 66 UUP, Yurispradensi Keputusan
MA. No. 1400/K/Pdy/ 1986, Untuk mengisi kekosongan hukum dengan demikian
apa yang distur GHR dan HOCUT dapat diberlakukan sampai dengan adanya
peraturan mengenai perkawinan beda agama.

Sejauh ini bagl pasangan petkawinan beda agama untuk mengatast
penpesahan perkawinan mereka dengan melakukan perkawinan di lusr negara
Indonesia kemudian melaporkan dan mencatatkan perkawinan mercka pada
Kantor Catatan Sipil. Selain itu yang kebenaran belum diteliti lebih jauh, bahwa
salah satu pasanpan berpindah apama terlabih dahulu sehinga menjadi pasangan
calon mempelai seagama,  hal ind dilakukan supaya dspat disahkan
perkawinannya oleh agama dan kepercayaannya. Sehingga hal tersebut telah

merampas Hak Asasi Manusia dalam hal memeluk agama dan kepercayaannya.
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Sedangkan dalam Pasal 28 UUD 1945% juncto Pasal 10 Undang-undang Hak
Asasi Manusia diatur bahwa setiap orang berbek membentuk svatu keluarga
melalut sebuah perkawinan. Demikian juga aps vang telah diater dalam Pagal 22
ayat 2 UJUD 1945, bahwa setiap wargs negara Indonesia berbak meneluk agama
dan Kepercayuannya. Dengan tidak adanva peraturan perundang-undangan yang
tegas mengenai perkawinan beds agama. Maka permasalzhan dan solugi mengenai
perkawinan beds agama akan terus ada.

Oleh sebab itu Akta Pernyataan dapat dijadkani allernatif bagi mereka
khususnya antara calon swami berapame Islam dengan calon Istert yang bukan
beragama Islam yang ingin melangsungkan perkawinan beda agams. Tentunya
dalam hal i tidak dilthat dan sisi agama keduva calon mempelai, tetapi dari sisi
kemanusian dan hak asasi manusia calon mempelal untuk membentuk sebuah
keluarga dalam perkawinan yang sak menunit perundang-undangan di Indonesia,

kKhususnya dari segt hukum perdata.

4.3. Masalah Yang Timbul Dengan Dibuataya Akta Pernyataan

Dibuainya Akts Pemyataan dihadapen Notats dan kemudias dapat
dilanpsungkan perkawinan bagi pasangan beds agama dengan dicatatkan oleh
Kantor Catatan Sipil adalah merupakan suatu salah satu solusi bagi pasangan yang
melangsungkan perkawinan beds apame.  Unbuk sast ini dimana adanya
kekosongan hukum yang mengatur perkawinan beda agama dengan adenya Akta
Pernyataan tersebut dapat menjadi sebuah alfernatif,

Pembuatan akia pemyataan i1 apakah teiah menyimpang atan melanggar
Undang-undang Perkawinan Nomor | Tahun 1974 tentsng Undang-undang
Perkawinan?

Apshila dilihat darl proses pembuaten aktanys dan tidak melanggar
ketentaan yang diatur baik dalam Pasal 1868 KUHPerdata mavpun Pasal 1 angka
(1} juncio Pasal 15 ayat (1) UUIN gerta memenuhi ketentuan mengenai akta
otentik yeng distur dalam Pasal 39 dan 40 UUIN tentunys pembuatan Akta
Pernystaan fidak melanggar peraturan persndang-udangan yang berlaku yang

mengatur pembuatan suatu akta otentik.

*® Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28B Perubahan 11 13 Agustus 2000,
hrip ranew faspencomififesumas/ U201 945 pdf
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Dalam Pasal 2 UUP mengatur mengenai sahnya perkawinan yaito
herdasarkan agama dan kepercayaan dan sah menurut negara apabila perkawinan
itu sah menurut agama kemudian perkawinan tersebut akan dicatatkan oleh
pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Menurut Pasal 2 PP No. 9 Tahun
1975 tentang peraturan pelaksana UUP pegawai pencatat perkawinan bagi yang
beragama Islam adalah Kantor vrusan Apama, sedangkan bagi yang beragama
selain Islam adalah Kantor Catatan Sipil.

Sesuai dengan uralan diatas behwa dalam Pasal 6§ UUP, dinyatakan
segala peraturan yang mengafur mengenal perkawinan sebelum berlakunya
Undang-undang Perkawinan ini tidak berlaku lagi sepenjang Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 entang Perkawinan telah mengaturnya. Tetapi UUP belum
mengatur {sgas mengenal perkawinan beda agama dengan demikian peraturan
tentang Parkawinan campuran yang distur dalam GHR dan jupa perkawinan beda
agama yang diatur oleh HOCI serta KUHPerdata masih dapast digumakan. Hal ind
difihat darl kenyataan vang ada sekarang bahwa ada ferfadi perkawinan beda
agama.

Akta Pernyataan bukan akia yang mensahkan suatn perkawinan, tetap
suaty akta Notaris yang dibuat dengan tujuan unfuk dapat diterira mengenai niat
calon mempelai ingin melangeungkan perkawinan beda agama yang terhalang
oleh peraturan yang berlaku, Dimana dalam UUP belum diztur tegas megenai
perkawinan beda agams. Akia Pernyataan ini merupakan perbuatan hukum calon
mempelai dengan cara penundukan dii ke BW/KUHPerdata dari seorang calon
suami yang beragama Islam kepada bhukem dap calen isterd. Pemyalaan
penundukan dird dari scorang calon suami Islam kepada bukum calon isters.

Karena Akts Pernyataan ini merupakan salah sate akes notaris, dan dalam
pembuatan tidak melanggar ketentuan Pasal 1868 KUTH Perdata maupun Pasal |
angka (1} juncto Pasal 15 ayat {13 UUIN serta memenuhi ketentuan mengenai
akta otentik yang diatur dalam Pasal 39 dan 40 UUJN, maka merupakan akta
otertik dengan pernbuktian vang kuat.

Sesuai ketentuan Pasal 35 buruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, bahwa Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan

perkawinan yang ditetapkan Pengadilan. Yang dimaksud dengan perkawinan
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dengan penetapan pengadilan ini adalah perkawinan antar umat vang berbeda
agama. Maka dengan dibuatnya Akta pemyataan ini yaog dibuat sehubungan
dengan akan disjukannya permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan
penetapan pengadilan mengenai perkawinan beda agama, karena Akl Pernyataan
ini merupakan akfa otentik, dan akta olentik adalah alat bukt kuat schingga dapat
diterima oich pengadilan tanpa perlu alat bukti lain apabila tidak ada orang yang
menyangkal akan akia tersebut,

Pembuatan Akta Pernyataan tidak bertentangan UUP, karena dua hal yang
berbeda. Akta pernyataan adalab niat atau keinginan pasangan mempelai untuk
melangsungkan perkawinan, Sedangkan UUP adalah peraturan perundang-
undangan yang mengatur tatacars melanpsungkan perkawinan. Akan tetepi seteish
dibuatnya akia terscbut dan kemudian pasangan mempelai dapat melangsungkan
perkawinan beda agama, apabila perkawinan iersebui dilakukan ferlebih dahuly
dengan hukum dan latacara agama salah satu pesangan mempelal dan kemudian
dicaiatkan pada Kantor Catatan Sipil. Maka perkawhbman terscbut telsh sesuai
dengan Pagal 2 UUP, yaitu sah menurut agama dan kepercayaannyd maks sah
menurat negara. Dengan demikian pembustan Akia Pemystaan tdak melsnggar
atau menyimpang dart Undang-undang Perkawinan Nomor | Tahun 1974,

Hal tersebut dapat dikecualikan dengan adanya persturan perundasng-
undangan baru yaits Undang-undang Nemor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 35 huruf a. Dalam Pasal 33 huruf a UJ Neo.23 Tahun 20606
tentang Administrasi Kependudukan tidak menyatekan fegas bahwa perkawinan
yang ditetapkan oleh Pengadilan harus terlebih dahulo dilakukan perkawinan
berdasarkan iatacara dan hukum agama.

Tujuan Perkawinan ialah membina rumah tangea vang bahagia dan kekal
hingga akhir hayat, mempereleh keturunan yang sah sehinpga terbentuk keluarga
dengan dasar cinta kasih. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila perkawinan
seagama tetapi apabila perkawinan dilangsungkan dengan berbeda agama, apakah
tujuan perkawinan dapat tercapai?

Pada perkawinan beds agama telah menentukan komitmien bahwa agama
adalah hak asasi dan pilihan dasar sctiap orang. Sehingga tidak akan tegadi

pernzksaan iman kepada pasangannya.
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Hal mendasar dalam urusan perkawinan adalah masalah amek. Anak
adalah buah cinfa dan kasih sayang dalam rumah tangga, Dalam keluarga yang
didasari perkawinan beda agama perlu adanys komitmen tentang masa depan
anak. Anak akan diajarkan ,dibimbing dan disjarkan agama ibunya atau bapaknya,

Apabila anak mengikuti agama salah satu orang tuanya selain Islam. Maka
orang tuanya yang satu lagi akean menjadi seorang diri memeluk agama Islam, Hal
ini akan meresahkan dia siapa vang akan mendoakan dan merawat jasadnya
apabila meninggal dunia. Dan mungkin banyak lagi masalah yang akan fimbul
selain hal tersebut.

Dibuatnya Akta Pernyataan, ini tidak menimbulkan masalah secara
kukom perdata. Masalah yang akan timbul adalab dampak pegatif kehidopan
keloarga karena soami ister: berbeda keyakinan dalam menjalankan bahiera numah
tangganya akan menumbuikan konfiik dalam membesarkan anak-anaknya.

Secara tidak sadar masing-masing akan membimbing anak-anaknya sesuai
dengan ajaran mereka vang diterima selama inl. Anak-gnak yang lahir dari
perkawinan beda agama akan memiliki problem-problem kejiwaan, khususnya
Jiwa keagamaan dengan demikian menimbulkan kebingangan alddah (keyakinan),
tidak mengenal syariat yang bepas, bahkan mungkin jadi tidak beragama.

Anak-amak dihadapkan pada dua model tuntunan teologi dan ihadah dua
agama, Selain itu dengan perjalanan wakiu pasangan suami isteri yang menikah
beda agama aken merindukan skidsh yang ssmz dalam menjalanksn rumah
tangganya. Merindukan ibadah secara bersama-sama, ketempat yvang sama dengan
cara yang sama.

Pasangan calon suamd ister] yang melangsungkan perkawinan beda agama
difthat dari hukum Islem adalah haram. Dalam KHI felsh dinyatakan baik laki-laki
muslim ataupun perempuan musiimah dilarang atau haram menikah dengan
perempuan atau laki-lagi bukan beragams Islam. Apabils perkawinan tersebut
tetap dilangsungkan, maka perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi
syarat agama. Perkawinan tidak sah berarti tidak ada ikatan perkawinan diantara
pasangan tersebut. Maka hubungan biologis diantara keduanya adalah zina’.

" Zina adalsh bubungan suami isteri (seksual) yang dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan tanps didshului oleh perkewinan atau zkad eikeh dan yang dilskekanaya icloh
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Hal tersebut digtur dalam Al Quran Surat an-Misa ayat 15 dan an-Nuor
ayat 2.7
An-Nisa ayat 15

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji{zina}
hendakiah ada empat orang saksi di antara kamu {vang menyaksikannya),
Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian maka kerunglah.
mercka (wanifa-wanita ifu} dalam rmab sampai menemud ajalnya ateu
sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”

An-Nuur ayat 2 :

“Petempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina maka deralah
{cambuklah) tiap-tiap-tiap seorang dan kedvanya seratus kali ders dan
janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
{menjalankan} sgama Allah, jika kamu beriman kepada Allah den hari
akhirat dan hendakiah {peleksanaan} hukuman merska disaksikan oleh
sekumpuian dari orang-orang yang beriman.”

Selain hal tersebut, snami isteri vang berbeda agama tidak saling mewarls,
sesuai dengan hadist nabi Muhammada SAW yang didwayatkan HR. Mustim:™
"Tidak saling menerima warls omng yvang berbedz agama.”

Anak-anaknyz pun bukan ahfi waris” karepa perkawinan orang tua
mereka secara bukum Islam adaiah tidak sah. Maka dapat dikatakan ansk-anak
mercka adaiah hasil dari perzinaan, sehingga hanya mempunyai bubungan hukum
dengan ibunya saja. Apabila anzk hasil perkawinan tersebut perempuan, bapaknya
tidak bisa menjadi wali ntkah. Dengan demikian anak-anak menjadi korban dari
perbuatan atau tindakan hukum kedua orang tuanya.

Dari urafan scbelumnya dapat disimpulkan dengan pembuatan Akta
Pernyastaan yang dilskukan oleh calon suami muslim untuk melengsungkan
perkawinan beda agama secara hukum peniata tidak menimbulkan masalah atau

sama dengan perkewinan pada umumnya. Tetapi di pandang dari hukum sgama

mefanggar syerial isham. (Amran YS Chenisgo, "Kawns Lengkap Bahosa Iedomgsia™.
Basdunp: Pusteka Selin. 2006}

! Handriante, op.cit, hal. 103.164
7 ibid, hal 107
¥ Menurot pasat 170 haref (£} KM yang dimaksud abli waris adaleh orang pada sest

meninggdl duniz mempunyal hubungan darab atan hubumgas perkawinan dengan pewaris,
beragama Istam dan tdek terhaiang karens hkam antuk menjadi ahli waris,
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Istam timbul beberapa akibat dan masalah. Permasalahan yang dapat timbul
berkenaan denpgan agama Islam adalah mengenai sahnya perkawinan, karena
perkawinan beda agama haram. Maka anak yang terlahir dari perkawinan tersebut
dapat dikatakan anak lar kawin, sehingga anak terschut tidak ada hubungan
dengan ayahaya. Selain itu antara suami isteri idak adak hak mewaris, begitu juga
dengan anaknyz bukan sebagei ahli warls dari orang tuanya yang beragama

Islam..
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BAB NI
PENUTUP

Berdasarkan hasil peachitian dalam penulisan tesis ini, di telah ditemukan

kesimpulan-kesimpulan dan jugs samn-saran vang mudab-mudaban  dapal

bermanfaat bagi penulis dan pembaca tesis inl.

1.1 Resimpulan:

1.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat aktz otentik
berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan juga sesuai dengan aturan Pasal |
angka (1) juncto Pasal 15 ayat {1). Salah satu skie vang dapat diboat
dihadapan notaris adalah akta vang sehubungan dengan perkawinan adalah
Akta Pemmyataan Tunduk ke Bugerfijke Wetboek/Kitab Undang Undang
Hukum Pexdata pada perkawinan beda agama (Oleh Calon Suami), Pada
perkawinan  (oleh calon svamd mustim). Hal inl dapat dilakuken
beriandaskan pada Pasal £6 Undang-undang Perkawinan dan yurisprudensi
MA HO0K/PAYI086, dimana adanya kekosongan hukum atay persiuran
perundang-undangan yang mengatur mengenal petkawinan beda agama,
sorta Pasal 35 huruf a dan penjelssannya UU Mo, 23 Tahun 2006 tentang
Adrmunstrast Kependodukan, bahwa maka cafaftan  sipil  dapat
melangsungkan perkawinan beds agama dengan terlebih dabulu adanya
penetapan pengadilan. Unfuk mempermudah dan mempersingkat pengajnan
permohonan penetapan pengadilan ini, maka akia pernyataan ini dipertukan.
Akta Pemyataan adaleh keinginan para pibak vniuk dapat melangsungkan
perkswinan beda agema. Setelab dibnatnya akta pernyataan ini maka
digunakan oleh calon mempelai untuk mengajukan permohonan penctapan
pengadilan untuk dapat dilangsungkannya perkawinan beda agama. Hal ini
mengacu pada Pasal | Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, Pasai
66 UUP, Pasal 35 huruf a dan penjelasannya UU No. 23 Tahun 2006, serta
yurisprudenst MA No. 1400 K/PdY20606

Undang-undang Nomor 1 Tahea 1974 tentang Peckawinan adalah unifikasi

hukun: perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-undang
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Perkawinan ini dalam Pasal 37 hanya mengatur mengenai perkawinan

campuran, yaifu perkawinzn yang berbeda kewarganegaraan salah satunya

warga negara Indonpesia.
Pasal 2 Undang-undang Perkawinsn Nomor 1 Tabun 1974 tentang
Perkawinan, mengatur tentang sahnya perkawinan menurut WNegara harng
sah terlebih dabuly menurut agama. Oleh karena it perkawinan tersebut
harus dilangsungkan menurut  hukum  dan  tatacars  agama  dan
kepercayaannya kedua mempelai, dan ditegaskan lagi berdasarkan Pasal 2
Peraturan Pemerintal Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahup 1974, habwa bagi pemduduk vang
beragama Islam pengesaban dan pencatatan perkawinan dilakukan okh
pegawal pencatat nikah, talak dan mujuk vaite Kaastor Urisan Agama. Bagi
mereka selain beragama Islam pencatatan perkawinannya oleh pegawai
calatan sipil pada Kantor Catafan Sipil Jadi dalam UUP tdak diatur
mengenal perkswinan beds agams dan tidak dengsn tepas pula adanya
larangan perkawinan beda agama.
Akta Pernyataan dan UUP adalah dua hal yang berbeda tetapi sahing
berkaitan karena satu pihak ingin melangsungkan perkawinan beda agama
dilain pihak vaitu UJUP belum ada aturan mengenal perkawinan beds
agama.
Solusi bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan beda
agama terdapat dalam Pasal 35 huruf (a) beserta ponielasannya URJ MNo.23
Tahun 2006 tentang Adminstrast Kependudukan, sehingga Kantor Catatan
Sipil dapat meocatatkan perkewinan beda agama setelah mendapatkan
penctapan dari pengadilan neger] untuk dapat melangsungkan perkawinan
beda agamas,
Akdbat perkawinan beda agama dari segi hukum Islam perkawinan ini
diangeap tidak szh kerena dengan jelas perkawinan beda agama dilarang
atgu haram, Hal ini telab diztur dengan tegas dalam Pasal 40 huruf ¢ dan
Pasal 44 Kompiasi Hukum Islam dan juga dengan dikelvarkannya Fatwa
MUI yang mengharamkan perkawinan antara laki-laks atan perempuan
Islam denpan pasangannya yang non Islam. Apabila tetap dilangsungkan
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petkawinan beda agama ini menimbullan dampak terhadap anak-anaknya
dan pewarisan. Apabila perkawinan beda agama tetap dilakukan dan salah
satunya beragama Islam, maka hubungan seami isteri dianggap zina, anak
hanya ada hubungan dengan ibunya berarti fidak ada hubungan dengan

ayahnys, antara suamd isteri tidak saling mewars.

3.2 Saran-saran

Mengingat kesimpulan yang di dapat, dari hasil penelifian ini pula akan

dibersikan saran-saran, yaitu:

L.

Undang-undang Nomor ! Tahun 1974 tentang perkawinan bukan produk
hukem yang final olek sebab itu  harus segora diadskan perubahan-
perubahan terhadap undang-sndang ferschut khususnya yang mengatur
mengenai perkawinan beda agama.

Akta Pernyatasn dapat dijadikan alternatif untek dapat melangsungken
perkawinan beda agama. Oleh sebab ity perlu adanya sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hal ini,

Para ulama dan pakar Islam yang mempelajari dan memahami mengenal
hukum Islams sopaya mempunyal suta kats berkenaan dengan perkawinan
beda agama, khususnya salah satu calon mempelainya beragama Islam,
Supaya tidak terjadi kebingungan para umat pemelvk agama Islam.
Pendapat siapa yang akan dijadtkan padoman bagi penonten hidupnya.
Sikap Majelis Ulama Indonesia dan pemeriniah dalam hal perkawinan
beda agama harus sejelon, schingga dalam mengeluarkan susty peraturan
perundang-undangan  tidak mambingungkan masyarakal serta  fidak
memberikan celah untuk melakukan penyelundupan hukam bagi mereka

yang ingin melakukan perkawinen bHeda agama.
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Jﬁ. BﬁHClT RAYA PEJATEN PASAR MINGOU JaK. SEL.

) - I AKARTA @

Nomox : \_37,'5,-?513%4;35}&’}19&& .. Jolarte, 23 - Aperd - 1986
Laxplran ; . . . AR _
H a 1 ; Perkaviinomn cuampurun. S .

Kepada
i Yth, Sdr. Kepala Xantor ﬁ&zaian

&1911 ?emerin%&h BKIN Jakarta
di -

L

TAKARTASL

Asaalaputalaikum war, wab.

aiem&nubl maksud surat Sdr. tanggal /_.9 .é/”‘:ﬁ é };Zazzzcar
Yol -’-’/ /v,?ﬁ'-‘fécsﬁg.% tentang akan- melangsungkan zz,ericzzw:i.nan aT -
tara Sdr L0 J(.wﬁ‘..54ﬂ¢£... yang baregansa Ialam ﬁam&an Sdxd

jﬁa%@%% sapbayang barngm& “ /@fﬁ#{? o make kew - oo

pa.la mereka telsh kamd berikan penjelasan-penjelasan teniang : t
1 Sahny& pexrkawinan menwrut fgoaws lolaw, dan Unﬂd&g-uﬁdang Yo .
1 tahun 1974 paasl 2 avut (1), . TR
2. Waiibnyae coloumsummi/igiri yong beragous Ialam untuk . menxxah :
mepurwt tata cara hukum Agsma Isalam dan axaatat ol&h ?a@awai
Paencatat Nikah sebagaimany yung diastur oled ﬁndang-un&ang No.
22 tabun 19486 jo. Peraduran Lanterz Agoma Ho. 3 tahun 1975
passl 1 ayat {1} hurut a. :
Selanjutoya kXepadn kedua c&lon mempelnz talah kami barikan
hagehat seperlunys ifentang pembinaun Rumah Tangga Bahagi&, AT
hasilnya tetap mereks ingin nelangpungkan perkawinan di Kuntax
Sdx. dan calon iatxif&n&m& yang bazagam& Ialam itu meﬁg&rti tex
tang perkawinan tergebut melanggar huloum agama Islam yang ﬁi -
anutnys.
x Demikisnlah hasil p&ﬁQSuhmi&n kamd,
pertimbangan Sdr, selanjutnya.

Fa

Acmogn bexguﬁa‘nntuk

& T U A, -
: kX . ““-w&m* SULATMAN IBR&XIM -
Tamhusan Kepadsn Tths
Kepala Kanto déégfuaa Agamu - . - .-
" Kecomatan é@/ﬂ«.» A .
al - ' '

Jaksrta Spolatan,w
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' S : Model : Na .
N ® Ji.fb.i i . ‘ -
SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN ,

Nomor, .} . 87 La7585.2/39 ;‘G ~ : .

- gy

1., Nama fengkap dan aliasnya . Dydia Rl Eliaabetn g«.uziau
2. Laki-laki/Perempuan : Derointan ..., ... ‘
3. Tanggal lahir { Umur § : Salwzta, 21 Peoyrmard, 1253
‘4, Tempat ighir : 5.‘?332:35‘?5‘-.«:: . T, e : )
5. Agama S P f
6. Pekerjasn T Y N B
7. Tempst tingga! : 91 Rovp Uenani Ko, 24 2. .,
B. Nama orsng tua fpin/bint) “ﬁéji f‘*__n:z;“h...ci‘:‘:“:”f: T !
9. Tanda-tanda istimews : ORGEEEE. | | . . e I i
10. Jika lakidaki terangkan jejaka, . B n ) |
duda atau masih merspunyai istri __
dan berapa istribya, R v ¥ A0 |
11. Jika perempuan terangkan pera. ] _ %
wan atau janda. i M enunt &« cDERGOIManyE. Threva i
12. Nama suami/istei terdshule ¥ 7% . TR . -

Demikiattlah surat Ketersngan it dibust dengan mengingat sumpah ig-
hatan dan diperguhiskan dimana perlu,

SRR "}363!3;.‘-3.,3*;@5..,,. 19 ,536.. :
KEPALED DES& .31:?{}01 dela

4 n sk oxoRomomoE L

A s S . N
g N \ y -
*} Jiks Katam kirong pagethiol L A0 4 i 3 @
ang kosdasn ceton momipeisi karsse ] ; e .
ke oo panfucok desy et ey | ( v < 1
merantaw §{ moninggeitan kmanynya }* 3 t‘“*.g:m‘ . ) .
dan fxlodein sehab, meke yitiketitk w, \ii‘i\ s AR _,(Nf.,g CHATDRA
dirudiz ** tidak d{*#m(ﬂ . \-‘%’«\‘%\“"‘{:} :\-:;:o xgu;,umv. FATILELLLLTE) - "
o e B ER R NEA N SIGYEDAGN F HTRAG
0, mx R / E
. R JAL T : <
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4

N? 00211

Modei : N, -, ‘_.’.

SURAT KETERANGAN ASAL — USUL

Nomor |

Yang berfanda tangan dibawals ini, Kepala Desz
‘menerangkan dengan sesungguhinya bahwa : : - -

1. Nama

2, Tempat dan tangyal lahic
3. Agama

4, Pekerjasn

8. Tempat tinggal

adalgh benar anak darl pernikahan seorang laki-laki ¢

A
A

. 5?&{1 ¥ ?55 * 2;1\9‘?5 e

. :'.N:Q*:?.l ;i‘“;, 5o LFIJ\Q. xe T

FED, ] )

= o e

A 1:;&6‘*

# 4w LA B B R I L T R R R T N I '
I -

i b
«‘\‘*:r‘:z“ch-uausv-n;«xx;»n--v! i

x‘}-l,'s a‘f*g Dﬂ :M&‘iﬁt;tah -l"a -g
Zropnl f

t.Namas
2Umur
3. Agaraa

4, Pekerjaan

B, Téz:n;m’i tinggal
dongan seOrang perernpuan

IL.Nama

2 U0mur

3. Agama

4, Pekeriaan

5. Ternpat tinggal

A
«

.

.y

..,-2'-\!.&%...3?0_.‘*»....--».,

.‘256.0'3-;1‘932‘,..,_..‘....-.

)

;
i
rlf»"’ﬁ-
- E
Snpr, D7 S 1 :
LETEY e T plnsy, Headh, o B
¥) 23 ey %Y 2 v
e Le e, Have Nonavd. ol 14
3 o
- *
YR ";{" b Ay .
Coorfeds Hlenelsnn L
: s Fale
-,{;}'_Qu"ﬁ”l#ﬂéﬁau. R
.
- e .
Lot ELBNRIE e
e " P
Pey Gayeredy -
R AT 13 ek e 1":’:}::"”3513 2N
T e ekl -
ke, WOFE QU S B0 :3..-.0,14

Demikianlah surat ketarangsn ini dibuat de r&g;zzrz mengingst sumpah |a-

batan dar dzg}etgunakan dimana perlu.« m«_jm% ;
‘:i‘?at»xt”'—n .e‘“\t}‘v'i} - ;2 i; PR 1§§ ¢$5' e

e e

e
Kﬁ?i&kﬁx DESA, {2?; “Gl,.uﬁ-}.g"z‘:m&, e -t

N Lo Yo g M T %w.,...n.
‘v\‘ i u;;u{‘;x. EYPIAA SOL SR i
°F y PETS
urrLEET PR T n..mwsnunu.-. ) [
RS LT ) Y
PR ML A N AN SO .
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Model : Nh

NO - 9911

"SURAT KETERANGAN

Nomor f‘}?‘!l.":r‘:-q F;

Yang bertinda tangan dibawsh ini, Kepala _E’D'esa e
menerangkan dengan sesungguhnya, behwa L

(\M
Treub g e

T
ool Gelntery,.

f't

-

i Bapak : )
1. Nama L Re YeEnlom oL
2. Urense . g «.ﬁf—,“.’?fﬁ,3333,”.,,,“{.,,
3. Agama R T S
4, Pekerjaan . ; Z{*?;?.‘?:.i.-@. % - e
5. Tempat tinggal t .vl. Spye Jevs Keeri::

II. 1hu = ¥ r i
1. Nema L S «},cgr:f*:axn‘“z... L.
2. Urur Lo Conee y
3. Agama ‘ B e i &
4, Pekeriagn s A zumah . Tense
5, Tempat tinggal : {1 eEaTe, Dawe, Domexi . i‘.

adalah benar orang tua dari seorang '
1, Nama ’ ¢ csMaiE sipth Blizebeihl)
2. U s gk Pebrneri. .1953-
3. Laki-laki/Perempuan s Ferempuan ...l ...
4, Agsma - ) : ’33-?3@2‘-.&
5, Pekerjaan Y R T . . N
6, Tempat tingaal ;3,1.-. LB, Neve, Mz}.m“.i.

Dernikianiah surdt keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah ;ab_f

“*

an dant diperaenakan dimana perlu, W?-'m

l\‘-\

: W)‘(“:' ”:,6:;»*&1;&««19;.3{
Aol Seleten,,.
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SURAT KUASA_

ND. : OD6/EER/IV.L 86,

P A

Yang bertands tangan dilsawab ini . ) el
Haona : LYDIA ELIZABETH RUTH KANDOU =,
Paker joan t  Artis
Alamat 5 Jalan Rewa Kemiri Boa-TheC.. | . % .’ le 8005w

Kebayoran Loma -~ Jakarta Selats{n

dalary hal ind remilibh domisill oi kantor kbasanya yang akan disebut dlbawah ini, menemngkan
bahwa dengan ini memberi kuasa penuh pada - .

R. SOEROSO SM. (NAWATE SH.L
L BUD HARIYANTG SH. DRS. EDDY SADELI SH.
JOMHANNES AIPASSA SH, . S. HUSEIN 58 HK.

"

© Advokat, Pengacara dan Permsehat Mukum Pada Kantor F'.éngécara / Law Office R, 5}3&{3%}«
SO SH & ASSOCIATES, beralamat-di Jiskart Jalan Pintu Besar Utara No. 8 — 10, Jakarts Barst
yvang bertindak baik sendirbsendivi maupun bersamsa-sama : '

USRS B B . RIUSL S gl i | R f

Dotule dan otas name Pemberi Kuasa mengoajukan permohonan kepada Bapak Kotud
Pengudilan Negeri Jokarta Selaten untuk memperocleh 1jin molange unglan e
kawinan di Kentor Catatan Sipil Jokarta pada tanggal 2% April 1986 o -

> Mengenai hal iri umuk gan atas nama yang bertanda-tangan menghadan di rouka P‘enga»
= 2 dilan Negerl, serte Bodan-badan Kehakimar fain atau Pejabat-Pajabat lainmya, mengajuies per»
mohonan-permo hanan yang perly, menjalenkan parbuatan-perbuatan atau rnamberikan kete-
rangar-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau  diberikan olgh sevrang kKuasa,
menerires uang tan mermnda tangani kwitansi-kwitenst, menerima dan melakukan pembayaran-
pembayaran dalam perkara ind, mempertahankan kepentingan yang memiberi Ruass, hak bane

ding, minte executis, membalas segala peclawanan, mengadakan kampromi dengan persetdjuan
teriebih dahulu darl pember! kuasa, ¢an pada amumnya membuat segala sesuaty ymg dzang~

- gap peria oleh vang diber! kusss, y . : -

Sy rat-kunga ini diberikan dengan hak substitotie,

n

Jakarta, . Al LpDER e oo ?9_:.85 .
Parmber] Kugsa, ‘ )

s

L¥DZA ELIZABETH RUTH KANDOU
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it /e /4 PH o JEY o861 o

¥ E R E P A P AL H-

Dral EEADTLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG Mals BSa

- Pongadilan Nogerl Jakuyts Selgten yung memerikua Derkars poerdats telab,
mapjatubican putusan dalam perkara ta:-s:a'bu‘i: dibawab Snl

Peangadilan Nagapil 'hersebu-t i
Tolew membaca supat permohonan tertanggsl 18 &pril 1986 e
. Pemohon 3 JAMAL MIRTED , lelci-lalc peksrjaasn Ardis, herdempat tingesl di

Jlne Be Jeni Nos 10 Kelwpahan Qundarisz Thars, Ksosmsban Kebsyoran Beon
Jakarta Bolatan, yapg dalan bal inl memilik domicili hukum dikeskor Euass
®mye Dros BUET SAUELY, 5 Pongucara ddori Kanteor Pengacars R. SOEROSO, SH &
ASSOCTATEY dil Jelan Platn Beger Utara No. & =~ 10 ,}’a.imr%a Parat dengen Suw
rat kuesa Yerisnggal 14 April 1986, yang berbunyi sebagal berikut 3

Bahvwa Pumohon lakir 4i Kudus pade banggzal 07 Mei 1980 3
Bahwe Peosshon andalash anak leki=-laki dari suami feteri Heil
Habruri sloxelos dan Hajjeh Fejireh ;
Balsm Pomohon bDovagume Islam
Babwa Pemohon dngin memkah dengan georang waniis y&ng hor - ‘
sgatiz Erieten bermume Lydis E‘lzaaheth Ruth Handow ; z
: Bolwe. Pemohon ingin membuat Akte Perlawinsn &1 Kaztor Cabatan
ﬁ:&pil Jakerte i o
Babva untuk wembnst Alkbe Porkawinsn di Kambtor Cataten Sipil
Jaknrta Pemohon hspwe merdspsat ijia dari Fengsdilen Negord Jakerta Helatani:
Nakn verdasarkan alesan—slasen tersebut diates, Pemohon dengsn ‘
ini mengsjuken permoboman sudilah kiranys Bapak Ketus Pengaedilen Negeri
Jakarta Selatan berkensn nenetaplkan Be'ba.ga.i berikut
1 » Bongabulkan Belu:cuh permohonan Peomohon §
2+ Wongi jinkan Pemchon untuk membust Akte Perkawinan di
Kantor Catntan Sipll Jakarta j
3 Memberi ijin kepsda Kantor Catatan Sipil Jakerte wuniuk me
lsngaungkan perkawinan Pamohon dengan ILydis Hligaboth Ruth
Kandow 3 : _
Hewiobaryg, bobhws peds hari peprgidangan yong talsh ditetaphan
Pemohox yung didempingil Kussanysz telash datang menghedep dipersideangsn,
Permohotan mats setelah dibaca olsh Halkdm, sias periamyann Hakim, Penchon
menyatskan totap poda permohennmuys 3
&m&m‘&mg, babwa Pemchon dalam peroidangst telsh mengataksn 3

~ ‘bahws Pemohon telsh berusis 26 tahun §

w ‘habwsa Pamchon hepragama Izlanm dan skan menikeh dongan
Iydia Elizebeth Ruth Kandou yang beragawa Krisbten §

o ‘bahws Pemthon bersedis menikah di Kantor Catstan Sipll ¢

w bahis Pemohon vetap memeluk agmms Telom }

w  HRIWE sweawvrn
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13

serts saigi-aakal yong nesibpe-nesing bornams KAPILAY ANGUMAINI; kakslc ipar

halis wubule merilkah dihadapsn Pegawel Cadatean Sipil, Pemchon
memerloken Liin dari Pengadilan Negeri Jakarts Selstan g

bahwa Penmohon belums pernsh menikah

bahwe kelusrga Pemohon meryetujul Pemobon meniksh dengan Iydis
¥Flisabeth Buth Kandou i

Hevigbang, babws unink memperkuat permehonandive, Peamchon twlah
aurat-aurat bhukti berupn 2

Surat Kelerangan veng dikeluarkan oled Rantar Umxaanllgama. Keoanatan
Kebayoran Baru tertanggal 28 April 1986 NoWK4/47.3/230/1986 ;

Swrat Keberangan dari Kantor Catatan Bipil Jakarta tertanggal
24 April 1986 Noui160/1.75547/C8/1986 ; :

Surat Esberangan asal — usul dari Xelurebsn Gendaria Utare ftep—
tanggel 2 April 1586 Ho. 135/1-755.3/186 j

Surat Ksispangan dari Kelurshan Gsndaris Ubtars testanggal 2 April -
1988 Vo« 135/1+755.2/186 tentang/ sencrangken bahwa H. Habbruri

dan Hads Npyiroh adalab orsng tus kaodung Pemehon ;

Swrat Keterangsy dari Kelurshan Gasdsarle Uters Serfangzal 2 Aprdil :
1986 Noe 135/1.755.2/186 yang menerangican bahwa Pemohon adalabh
masih Jejaks

Surat pornyetasn persetujuan dari orang tua Pemohon tertanggal
25 April 1986 3

Surat Xeterangon dari Kelurshan Gandsris Ulars tertacggal 2 April

1086 How ‘235;"1 .?55.2{'8& Yang menerongkan aLan pelangsungksan pape
wdKahan ke Zanior Cataban Sipil Jaksris Selntan 3

Surat Renal Lahir yang dikelusrksn oleh Ranioy Walikote Jalarias
Salatan Yertanggel 25 April 1986 NoW.384/WK/I8/1986 ;

Surat keterangan yang difeluarkan cleh Kelurshsn Greogol Sela tan
tertanggnl 23 Apyil 1986 Fo. 40/1.755.2/86 ¢

Aitte Kelebhiran yeng dikeluarkan oich Kentop {satatan 3ipil Jakeaxts
tervanggal 18 April 1986 No«243/1963 §

Potikan da.f‘tm porwandian derl Gereja Bath«l Indoxesin, tertanggal
249 Gletober 1978 No. 40/B/ALSTE ;

Surst B P4 tertanggal 23 ipril 1986 HoW.3715-P/BP4/TS/IV/1986 ¢
Surat Ketorengen meal — usul Bo.57/1.755.2/1986 ;

Psmohon dan ABDULLAK CHANDIR, keponakan Pemchon yang 4ibawsh sumpal pada pokoknys
membarikan betarsngun sebugsel berikot s

L hm ssTEIELTEREIRESY
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=~  babhwa FPewohon beraguma Islan, ingin menilkah dengan Lydia Elizsbeth Ruih
Kandou yang bYeragass Rristen 3

w  balwm Keluargs FPemcohon meyyetujol perikswinan sntars Pemohon dengsn Lydia
Elizabeih Ruth Keondou §

~ ‘bahwa Pgmohon bujangsn, iidak terikal perkswinan dengsn orsng lain %
bokkahwe calon isteri Pemchon juge tidsk terikst perlawinas dew orang lain i

w  helnea perkaweonn dibsdapsn Calaban Sipil tidalk dapet diiwam kayans
Pemchon VDeragump lelam stdang cslon isteyi Pemohon beragems Krimten, sehdnges
masih peris diparoleh iidis doxl FPongadilawn Negeri Jakerbte Selatan i

Henimbantg, babwe Ny. Maris Kandou ibu kendung dayd lydis Elizabeth

. Puth Xawdon telah mengirimken surst tertanggal 12 Hei 1986 yang bermaksud wen

odgeh perkawinan snskuys, kurens ite Pengadillan Hegeri mengsngssp peorlu mnbuk
mepnnggil den didengar sebegul saksi j ’

Mentmbung, ‘ba.hwa{gmpa}z Ny« Mards Eandon peds ;wkoinv‘a wamberilan
keterangan sebsgul berdiut 1

~ babwa bener ssked suiah Wenal dengan Pemohon sejek Aprdl 1984 3 -

— bebwa bousy hubungon Pemohon dengon ansXuys menjadi rapst sejsk Oktobor 1984 .

~ ‘bahws bezar ssksi mendspat informesi bshwa Pomchon telasb mampunyal anelk dengan !
seopsng wanits Jepars tdatapl tidek map bertssggung jawed 3

~ bebhwe benar karema informesi tersebul sakei telab bernaa.ba mendapatian bukli~ |
Yokti geperti yang tersvbut delam surat-suras bukii ya.ng disjukan divergidangar’
den dibveri tapds P{ sanpai dengan PS .

« Tehws benar saksi teleh Rensoyskan keberaran informasi tergabul kepads Pemohon
tebapi Pemohon meryangkal dan bersumpah kalsu hal itw tidak benar, akeu tetapi
kamudiah mengaly

w  bahwa bensr lxeens ads swosman-snoansn dsri pihek ksluargs dard wanite antuk
monlkahi wanita terpebut, Pamchon menjadli kebskuian dan abss maran sakei ,
Pamohon disuwerch menbari uang sepuluh juta rupish kepads wanita tersebut ;

= bahws Wepar ibu Pemobon telah Yigs keli dstang melaxar tetapl ditolalk j

- bahwa bexar sakesl tidek seryetujul persikehan anskrya dengasn Fenchon, karews
khawetiy aken tidsk bahagds, mengingst FPemchon aﬁa‘!.ah secrang yang *ﬁiﬁaﬁ: ey
‘ tangrang Jawsh skan perbuatarsrys 3
~ ‘oehwn bBenzr Pomshon gelaln barbubungsn Songal wa.aita, darl Jepnces 3&3&. a4 laky
kan di Sumaters H

Haninbang, bulwe stas ketarangsn saleel Nye Naria Xandou dan gurat-gurat |
bukbi P1 saupail dengan PS yeng ditujukan kepade FPemohon daun. Tydis Elizsbeth Ruih
Xendon, mereks mebbenarkan dan mengaitakan tebap pada permohonsniys 3 -

Henimbang, bahwna karsna Pemohon *ml%h perusia 26 tahun dan oslon isteri
wys telah berusia 23 babum, makas ijis dari RKedua oreng tunuya tidek diperlukan
lagi ( 1lihst pnsal 6 syat 2 Unlang-Undnng Rel. ¥os 1 tabun 1974) 3

g@mﬁw, T YT I LY
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N

Menimbarg, bebwe dxri kelerangan salmi-gelesi balk dari Femohop mauvpun
dari ealon isterinye seria surat-eurat bukdi yvang disjuken ternyadas bshwa baik
Pomabon maupun Lydia Elizabeth Bubh Xandou tidak terilkat perkawiunn dengan orang
lain 3

Menimbung, baliwa kurena Pomchon tidak terika$ porkawinsn dengan orang
igin, mele pEsal 3 dyat 2 dan pasal 4 Undanf@lUndang H.Is Noel $abun 1974 tidak
depat diperlakukasn kepada Pemchon oleh karena pasal-pmsal tersebut khueus 64
barlmf terhadsp secrang laki~laid gyeng masih terikat perkswinan d.enga.n Srang
ladin

Mopishang, bahwe alizsan Ny. Haris Xandou mencogeh permikaban adalah
meznnjuk pasal 13, passl 14 (1) 1 pasal 15, pasal 17 {1}, pasal 19 Usdang-Undang
Rels Hos ¥ tabum 1974 §

¥enimbang, bshws pasal 131 boerburyl sebagal berilkut 2

perkawinen dapst dicageh, apabilz zds plhalk pang didak me —
memibi sysratwsyarat unbuk melangsungkan pernikshen § -

Pasal 14 ayst 1 borbumyi sobagal berikut p - i
yang dspat mencegeh perkeawinan imlsh pers keluargs dalam )
garis Returudmn lurus keatoas daxn kebawah, Ssudars, Wali -
Nikah wali psngampu dari palah seorang oslon mempelal don
yihak-pihsk yang berkspentingen

Fasal 195 berduryi sebagai berikubt
baransg eispa RKerens perkawisen dirimys wasih deriket dengsn
Halab s=tu dapi kedus helsh pihalkr degn stesn desay mesih adge
Hya perikKawison, dapat menosgah perkswinan yang bari, dengen
tidak mengurengi ketontuan pesal ) ayat (2} den pesal 4
Undsngwandang ind 3

Pessl. 17 syat 1 berboyi sebagai herilut 3

- Pencsegahsan perkawinan diajuken kepads Paengadilan dalam dasrsh

hukun dimane perkawinan akan dilangeungionn dengan membardbabu
kan jogs kepada poagawal pencsiat perkawinsws i

Pessl 19 berbypimyi sobagail berilnst 1
Perkawinan Hidak dapat 4liangaungkan wa‘bzl& belum diogbud

Hezmimbang, babwa Karoeva ¥y. Haris Fandou adeleb ibu Randung darid
Lydip Kandon yaity kKelusrgs dalem garis lurus kestszs,; nake auwdsh tepat apabiis
is mongajuksn poncegahan haprssbut _

Honirbang, bahwa spakab slegan-alsssn pencegshan iersebat sudsk me ~
wenukl syscai-gyurat seperti yang iorcanbun dalas pasal-panal tersobut diatass, -
Pengadilan Negeri bBeppendapat sebagsi berikut

= 'bahws karsna Lydis Elizabetlh Ruth Xandou sudah berumur 23 {tehun, neks
ie bidak lagl dibawah perwalisn aitsn pengampuan dsn jugs kerens baik
Pemchon maupun Lydis Elizabeth Rubh ¥andou tidak terikat perkawinen

dew AL IR AR L
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dengss: Jrong lain, oeks fidak ada slasan bagli Ny« Heria Kendon uniuk
mengRjuksn permohonan pencegshan porkawinan teraebut §

Kenimbang, balwe pegewal Pencatatan Sipil di Jekaris menganjux
kan Pemchou mrtuk mengajukasn Permohonan pada Pengsdilen Negeri Jaiarts Selstan
agny Pemchon mendapat suprsd kelterangan yeng ddusakoud paaal 60 wyat 1 Unidang
undang R.T. Hoal tshun 1974 ;

Menimbang, beltwe Pengadilan Negeri dmlam had inl mempunysl pen
dapat bahwa pasal 80 ayat 1 Urmdang-undong Rel. Nes? tabun 1974 tldsk dapat
diperlalkukan bagl Pamchon smebal Pemohon skan menikash dangen wargse Negara He-—
poblik Ipdonssia waleupurn ladin agams yaita beragama Krieten,’ aedm.n Femohon
beragama Izlem

Henimbang, bahws perkewinan campuran yang dimakeud dalas pasal
60 ayst 1 Uodanpewndany Rele ¥o.1 tabun 1974 adslah seporti yvang &ijelaskan
dalam pagal 57 Undarg-antiaong Rels Nooi tobun 1974 :‘f'a:.l'bu i yang dimaksud dengan
perkawinan campuran delem Undangw-orndang ind afalah perkawinan eptsrs dum orang
wang di Indonesia tuniuk pada hekum ysog berleinan karess perbedaan Keum:-ga, o
negaraan dan palgh eatu pihalk berwsrganegars Indonssis |

Handimbang, balrwa Pemchon korens porbedean sgams deagan czlon
iaterigya yang borsgama ¥risten adalab tidak termasuk dalam porkawibsn canpuran
soperti yang dimeksvd delmn passl 57 Vodang-undang R.1. ¥o.1 abun 1974 sebhing-
g tidak dapat dipaked slasan dari panal 60 ayst 1 Undengeundsng Bele Heol ta -
hun 1974 bagi Peuphon 3

Nepimbang, bahwe Pengsdilan Negori berpesdspat bahwe terdspst
owkop alasan untul membori ijin menikeh kepsda Pemohon, uniuk piealkai di Fentor
Catwtan Sipil, deogsn memperhatiken puaal 7 ayat 3 dan pasal B dari Stenisblad
1858 Yo. 158 Regeliag Op de Cemengde Huweld jken yo pasal 66 Undnng-undang HKele
Boel dhahun 1974 ¢

Renimbang, batwa beérdasarkan pertimbangasn-pertimbengan diatas,
maka Pengadilan Negeri dapel mengabulian permchonaxn Pemchon uniuk membard ijin
kepada Pemohon Jamal Hipdad wptuk meslangsuogkan perkawinanaysg di Xantor Catsian
Bipil 3

Hepparbatikan pasasal-vsaal dari Undangeundsng dan psra’i;urmwar& -
turan lain yang bersangkiaian 3

MENT D AP KAN

Kengabulkar permchonan Pemchon tersebud diajes 3

Hemberi ijin Kepada Penmchen 1 JAMAL ¥I2DAR noiuk melangeungkan
parkawinsnrys dengnn IXDIA ELTZABETH RUPH KARDOYD di Kantor
Untatan Sipil ;

Menetapksn Pemohon untuk mesbayer biaye permohonan gebssar
Epa 20,000, {duspuiuh ribu rupish )

Samikianialh ssvsceswevs
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_ Bemikianlah Peretapan ini ¢ibuat di Jakarta pefla hari E A M I 8
tanggal 29 Mei 1986 dan pads bari itu jogs divoapkss dimuks umum olek.
kami s §f. FUDANG SRY KAWOERJAN, SH, Hakim pads Pengedilon Hegeri Jskaria
Selatan dengen dibsntu oleh Pamiters Pengganti ¢ ACHNAD DIUCHRANUDIN serts
dihadiri oleh Pemchor deérgmn didaspingi kuasangys

PANTTERA FERGGANTI,

B !
.
-
N . =, T il v o
1 i -
Bigya-bigya 3 / |
Heterai t Rpw  1+000,= !
Redaksi 3 Rpa  1.000,~
Leges 1 Rbe 14500, 3
1
Panggilan d1ls 1 Bps 16.500,= '
Juiblah Eps 20.000,=
il _
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6. Tempat %n
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3 obrtt yang ikisk prriu

Model : |

- .‘ ............... * . ' Kepada é‘zh
. i 8dr. Kepala/Pegawsa! Luar Biasa
Pencatat Sipil/Pejabat Khusus
di —
L HALARTA
Yang bertands tangan dibawsah ini y

......................................................................

«««««««««««««««««««««««««

{hmmar .. ... “5:"7 ....... tahun telah memenuhi batas umuyr {Shus) ... ... L ...

sgamn ... L ROTES THAHMT L B

pokerjaan .. NAR YA AN | FERTA t1ima LHAT

tempat kediaman . f’i’—d?;‘?/& ""/““ é‘:: ’é'r:f .. f? £ ‘dr /M’r':‘ M/ % 2. ‘51[ /‘7/‘:’ "f?‘{’lg W,é’:{:;

ssbelumaya Mfm *} kawin dengan . . ... IR . R | | ﬂw/qrﬂ Jg{ N
pe

........................................................................
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can

44 4 4 r % 4 4 4 a s 4 4 oxomle oz s ozoz w4 % omom 7o omomov 3 T ATE 4 £ 4 & B 4 ¥ 4 B+ 3 4 4 4 oa omomomom s 4 4 A B o oE koK momoT oA B 4oz oNoE

tempat dan fanggal iahir | 2 N NT A e TR s Y Y S R T

fumuar . L. L.l g?/ 9/ ...... tahun teleh mamepuhi batas umur 16 cahan),

apama ... ... ﬁ ﬁ“ A‘MO ............................... /@ ..................

ptkerjaan . PVARJA AT LPERTAfpdod | THSAT

empat kediaman . VAN ARG Foch Z/UCT faeag (oo,
helumsgErEh ASAL A SEL

sebelumnyd —— " *YRawin @engan L. e e e

porniah

......................................................

anak perernpuan dard suami isterd |, ANEES L LT T LU TUTEL o WASIETI T

BAN  RAY NV RoRp FADITA

-------------------------------------------------------------------------

...........

bahwy kamifmepskes *} akan meiangsungkan perkawinan dan diminta ager tenlang pemberiia-

huan ind dicatat seria disdakan pengumuman seperiunys.

SAKARTA - I N A
"""""""" CRE

.....................................

...........

. - (w" e
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Moctet L 4

DAFTAR
UNTUK
PENGUMUMAN
Harl ini tanggal | nﬂpﬂ!ﬁh &iilm m’* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, seribn sermbifan
ratus L . ﬁmmiﬂi m ......... - U Pegawal
Luar Biasa Pencatat Sipil/POTSSTIRTNANS di . Ka ﬁ?’fx‘?@?.‘??.ﬂ. Sipit IXI Jakarta .. ..
mengumumkan di Kentor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil,
bahwa pada hari . vur it i et tanggal. . . . .. . e
Y+ teynpat. .. .. “" . J'M“ ................. w
bermaksud hendak melangsungkan perkawinan : ... ..., ... ... v ey D e
......................... T.. JUBATHAN FERRUS SIBERO . . ...,
arpur :{Mpﬂu}a das L. fa?mn: agamd, .. Protestan
pekeraan .. ... .., Xaryswsn tempat kediaman, . S «Fortanine Simprug Flat 110
Iniarte
................. dahulu. .. ... DOMMIL Al KAWL .. e
anak laki-laki dari : .. Mms Hmmo ¢ M%\ﬂl) ............ TETEEY - e
VMBS ... v ey n . i N SRR i, SgaEea RN | R SN | . )
Rld h -7 o S S tempat KEGismanm L. .0 e n e s e e e e -
dan ., . JoM,FANNS EEEEEE. . R Y 4
umur | Yeduhpuiah dus tahun, agama. . . .. Frotestan
pekerizan IW mm tempat kediaman, . ﬁ‘ ) x;m. ...............
dan
...................... S BAURT U Y E W .. e :
umur | eapatpuliuh g 0000 tahun, agama, . . .. idlam
pekedaan ... ..., Kmutt ......... tempat Kedisran, | ‘nm?d‘ 3:!?5 M'
................... dahuly 35}.‘& pemah kawih. ... .. i e
anak perempuan dari @ . 2. wwﬁamm BOW‘&K { m } ....................
L 3 1 EhUR, ABaME. . . o e e e
pekeTiaaml . .. .. e empat kediaman. . ... .., L. e
dan .., BeAoTEDIJAE ( Admerhumah ) G U UL
1 v 35 N S €1 (LNT s UR-2-7: 7+ 7 S e
Pekeriasan . ... st e tempat Kediamarn. . . . .. e e
Demikian pengurmnuan int yang elah saya buat dan sava fangds tangani

Py

IR S, DIASMAN MANINGEAMN
MY, ArD071E § DRK: 20
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N2 0006871  Model : N,

1

SURAT KETERANGAN ASAL - US%}L_
Nomer @ 3"-/%"*’;759&/'?&,,:

Yang bartands tengan dibawah inl, Kepala Dess _GROGIL SELATAN

meanerangkan dengan sesungguhnys bahwa :
* . JOBATHAN PETRUS SIBERO

1. Namas
2. Tempat dan tanggsl lshir : Xoban dohe 1] Mopembey 1933
3, Agama ; Xristen

Karyawan Letanine
. Komplek Fertamina Rt 00¥ 07

4, Pekerjaan
5, Tamgat tinggsal

adafal henar anak dafi pommikehen ssorang Tkl -iaki |
. T HBibers (A lmarhum A

1. Nama -
Z,Umur L R
3. Agams /

W,

4. Pakerjazn

6. Tempat tinggel - 9

dangan sesrang ssampuan -

o
=
£
3

T.Mama L At B S

2. Umuzy B oty 7__‘ OO e B

3. Agamas .
: T

4, Pekarjpan X s

5 Yompet tinggal .

123 April 49 88
GROGOL SELATAY

Kewenangan Notaris..., Ivone Nurul Fu'adah, FH Ul, 2009



L}
‘w’\.
PO

N{} 000488 Modal : MNa

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

Nomor i%ﬁyzsu/ape' -

. Nna jengkap dan sliasaya “&W&M vvvvv
2 Laki-iakijPstempusa s _Lakl wBE%iiyw iz
N qw‘g—’ T R

3. Tanggal ishir(Umnur)

4. Tempst lahir

e

5 Agsma ™

6. Peke-jzan o o :

7, Tampat tinggal . Aomplek Patamine R4 0OV 07
8 MNama oraag twa (binfbinth . T H STAERG

8. Tand. - .ands isiimews £ i

1p. siks teki-laki terangksn jejska, Do, 8 sy

duda atay masih mempunyal istri
. Mcto cerai Net 46/2383-
Y EFCAREES T 2 APTIT 1983, |

11. Jika pzrempuan, terangkan pera-

dan beraga istrinya

wsn atal jsndsa : W

42 WNama seamifistri terdabule 3

Damikianiah sy 2! ketirangan ini dibust veagen werglings surpeh fa~

petsn dan dipergunakan dunsna patil,

1o_86

*} JHre Kelvraban Ruvgng 5%
tentang keadsan celon RN
s proeeka By pndudek bey
fady fema meraniay {meningyaiker
gl rzm} dan iafnwfain sxhuh, ;IR
trik-ditiy ini dituiis ~tidek whaichuft.

A 5348 CHATDIR

8
}’J [[aemt v G + Lol xce2otes: i B8 S
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i‘v‘adei ¢ Nh,

T e e .t
N? 000389 surar xsvﬁaméah B
Nomor . y&f] ;5?'2“7,@6
Yang beftanda tangan dibawsh ini, Kepsle Desa Wfﬁﬁ?@w e
manarsngkan dengsn sasungoshnyl, bahwa | % :
1 Bapak 3
1. Mana
2 Umur 77 T -
3, Agama .
4. Pekerigan
5. Temoat tinggal ey e i LY
H. ibu &
1, Noma GHi BARTS -
2, Umur CO, - — .. | B
3. Agama X )H .
4, Pehstjasn - ;C P
f, Tampat tinggal | .

aduiak Bénar orang fea dari s£006ng ¢
+ Jenathan ¥ etwus S ibers

1. Mama

2. Umdr + 1l Hepsmber 1933

3. Laki -{akifPerempuan _Lakl Lalkd

4, Agama + Kytwbon

5 Pekerjaen + Earyawan T exrtaming

8, Tempae? tinggal * Kemplsk ¥ ebbanins 118

Damikianiah surat ketsrangsan int dibuzt dengan mergingat zuepeh jrhei-

an dan dipergunakan dzmana‘% e
\‘\‘ y
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PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKDTA 3AK1&RT&

. WALIKOTA JAKARTA . SELADAE. Model : PR §
R 5. TTRBR T, Foa L Tote 34203, s
JAKARTA | Ne 0396684

SURAT KENAL LAHIR
3BALWELIRLISEG, . . -

Peds havi ini wngget AUEDVRLUE Fige ADTELl | tanus seribe sembilen ratesdelapatpulial.. enamn
gatang ditkedapan seys
- 1. JABEYAEL . ASNS. v e HEIUE e 4 . tahun, pekerisan  nolyawan Pemds 1THT
.................................. temerneenrene tEMEAE tinggal o KQWXQML%@RV'QWngsIﬁKSQl
2. AZB.RBLIMe s UMt s O o teBun, pekarjaan . EATEAVAL. Pemds JKT
..... vossrsverretsitassenras st neresmeuannsseneens tEMpAL thupgel di JW%&&&%QQQ/Q?J&&{&J:&&S.&K

Kedus penghadap stas peremintagn fen ontuRk kapentingan orang yang taesebut di Bawsl ini manersngkea kKepada
savh, behwa meraks mengsatabui banar

B Bahwe . 0.r.5te b R fes e e, pokesjaen L LELYEVRR. PO AN “
sermpst tinggel o KELUTANER. 520201, S8LAMER. 2=005/07. Jakarta. Se1aken. ..
Botul dilatickan i o LABAUJARE SUMTT ..o pads tangpel . SESBELAS. JOPENAER. ...
tahun ..ﬂ,,§ﬁﬂmﬁ STBILAN. RATUS. TI04 PULUL TIGA - A

b, Bahwe .505s STIBERQ, ... terschut sdalah anak ... %%35;:1.—16,}&9, .........................

dari L.hadle SIBERG.......... Umee LALTL BB, POKBIJHAN v I T T TI I M sessecrasasess dnnuas srrane
tempat tinggal di T e 8 S8, :f.str‘n.r;m"g,m,ﬁ, DARE. 7Q%h,

5. Hahwa Zahe, $3’:BEE§§>. ...................................................... torsobut tidek mempuoyal surat fahir
vang sah keeenn SolgbiirBnve tidaek didafiarkan Al Fenbor Ceiaian Sipil

4.  Behwa .oJ.P. SIEERD.. i crrenses torsebug memertukan surat kenasl jahir
ot uetul ROpPArlUAN veeccccmniien 9.&12&3&1’%1@&1 Prrkawing... -

Satanjutnya Kedus ssastindap iy tuendrdngksn, Bahws teatsag kelshima ind dapat diketapwi, karens marcks talah
pereph melihet surst keluergs danfatae surat hin yang sds pada ... TROE. Derkapantingsh. ..o, tarsohut diatas.

Damilciantah surat kansl fahiv il dibust witclah dibacaian serta difelasian, kedus penghadsp mengiiatian katerangan
i stas d8n stas kebepsrannya dimans poriy berzsdis sengangkat sumpeh, kemudian ditands tangani oleh kedua panghadap

ot P A R.J.0.E Q... )
> NIP 1 010035707 -

BG 1981
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Modef . K - X¥X$

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS 1IBUKOTA JAKARTA

DINAS KEPERDUDUKAN
Jalan Kobon Birily No, 2022
Talp. 357205
JAKARTA

SURAT — KETERANGAN
Nomor :5 s f’}g/? AN 296G

Yang burtands tengan of bawsh Ini menerangkan babws :

1. Nams SR £ 4T 4 (T o TR Trs ey U U I
2. Jenis Kelamin :I’é'-if-":? ............................. . -
3 Tanggstden Tempatfehir :  .Rabanjohne 1h-13-103300 ot o i in e 3 "
4. Agams. =70 TOUOHiRe A o iy B
§. Kowargstiegaraan *} : W{ WHI
6. Pekerjaan PR - 4 .5 1 5 S N
7. Aamgt Lengkep i Jdim L Simpmag Blat JZI0. ... R - |~ . .
AW, . ...... Kelusahon ., ... eiaden . ... ...,
Kecarnstan [, FP daZ& o0 sekarta .., Selatan

Berdasarkan Peratursn Daerah Nomor T Tabwun 1879 tentony Ponvefsngperaan Pendaftaran
Penduduk dan Karmu Tamh Panduduk dalam Wilayeh DRI Jakeria, serts Hasil Penaifitian Terhmdap
fdentitas epsndudulian yany (eiah dilaloukan, termyate ;

iha tj.(zafr melawiri:an -”P

IR R R e e e A R LR I RN I SR S

. Selanjutnye kepads yang bersengkuten dspst dilayani megwrut kstentusn/perawuran vang
barlaku,

KEPALA BINAS KEPENDUDUKAN
OK1 JAKARTA,
Petugas  ub,
Kepake- Buku Dingy Kependudukan
5 515 v 20

ST P T }
:f FE Nip s BRT MTATIDAN
*i camwmmwm ‘*‘\‘\ Lt v . {
Bt B SRR
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Modei : K~ X%

PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAHTA
DINAS KEFENDUDUKAN
Julsn Kebon Sirlh No, 20-22
Telp. 367205
JAKARTA

|

vrer———— o

SURAY —KETERANGAN
o
l\iamet:,} wk *'IJS*" T

1. Namas . Harind Sujek Heps 660,242,005
2. Jenis Kelamin o . DU . ST . B e . . .. .
3 Tanggal tisn Tempat lahir ?f“?}"’.g.x:q:i? 3 2’5’“9"1 W & A e
4, Agama, . U A N .
6, Kewargsnegaraan *) t WA WN
6. Pekerjaan s argonatl RSN EEET | e SR
7. Alamat Lengkap . gn,  Kewvang Pole 1795 . pe 0011
Rw, Q3. ... Kelsglan :J“‘Gj.p.aﬁai‘i‘? ................
Kecamatar . . L3, }_ﬁ?@‘?f’u ,,,,,,,, Jakarta . .3‘?3‘.&‘{.;5??1. EAE)

Berdasarkan Perstursn Dagrah Nossor 1 Fabun 1878 tentang Penyelenggsrean Pendafteran
Penduduk dan Karms Tands Pepduduk datem Wilayah GEI Jakarte, serte Hasif Penefitian Terhadap
identitas Kepondudulcan vang telah difakaskan, ternyats :

Ybs femiliki XTP

LI N I N R M i I N A = e T P T T R R I e T R T T I R PR

.....................................................................

Selanjutarys kepada yang bersangkulan dapat dilavani menoru keisntuan/peraturan yang
berlaku,

KERALA DNAS KEPENDULUKAN
 DKI JAKARTA,
fe*;uga:ﬁ uly,

¥epmasSaku {Mngs Kapendudukan

1%
RSN
L

— s / I‘{, e, e ;
1 4,} by P A ) ’_? .~ Kx T[\ f“!l)
*} Comt yang tidsk mﬁu,\i\_ﬁ / NI, : U AH
= RS U ) <
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. FUAS O

S SCX 0002052 v
L

o \ﬂm ol

E

Sr. Tda.- PENCATATAN SIPI
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PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAATA
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Modal Na,

BURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

NOMOR .
I, Nama lengkap dan alissnya :
2. Lakilakifserempuan
3. Taagel Iahir (Umun
4, Temgpst Khir
$ Agama
6. Pekerizan
7. Tempst tinggal
8. Naow orang tua {binfhinti)
3. Tanda-tands istimewa

10, Jike iakidekd, teranghken jejaka, duda
atas  maszih mempunyal bter daxt
beraps Isterinya

11, Hka perempusn,
atau jands

12 MNama suamifistert serduhuiu

M&M

Hammi SuJaite

WhubbinA b

Pemm@m.
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Demikignlah, surst keterangan ini dibual dengan mengingst sumpah jabatan dan

dapat dpergunakan dismma pedu.
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Model: Nk
SURAT KETERANGAN
No. OB 11590/
Yang bertanda tangay &f bawah ini, Kepala Desa . Jafipadangd.......... e
Menerangkan dengdn sesungguhaya, bahwa:

f. Bapak: : ¢ ) .
l.Mama . B Sosiisk Wongsgred 35(&}& )
LUmur - T R
3.Agama E . [ORRURRN ER, SR  k -
4. Pekeriaan ; . o W
S, Tempat tinggal SR SR T, | B .

I Ibu:
i.Nama . Refs Indijahe { Alm )y
Z.Umury R T
LAgama o .. P T - ke v ey
4, Pekerjaan - W A i T r e
S. Tempart tinggal A W A SO e . .

adalah benar orang tua dari seorang:
. Nama 2 M&Na’k't ******************
LUmur : gﬁz‘:m ..................
3. Laki-aki/Perempusn -y g 0
§, Agama i 2P i T, N
5. Pekerizan . Karyawsti Poriamings.........
8. Tempa tinggal . Jatipatang Rt.0011/03,

Dernikianiah surat koierangan ini dibuatl dens. mengingat sumpah jabatas
dan dapst dipergunakan & mana perlu.
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Madet: NT.
SURAT KETERANGAN ASAL-USEL
Nomor: By 159v2 86
Yang bertanda tangssr i bawah ind, Kepala Desa . Jakipelsng, ... ....... ..
menerangkan dengan sesunggudmys, habwa:
1. Nams p Earini ﬁujak. ,,,,,,,,,,,,,,
2. Tempat dan tanggal lahic . Purworejo, 26 = Sep = 1942y
3. Agama . Islame L.
4, Pekeriasn M e el
5. Tempat tinggal g Ja'klpadang %'Q‘! 1/03' s

adalal betiny anak dari pernitkahan seorang |aki-laki;
R, Seedjak Wongsoredie. (Alm)e

I, Nama ' H gl L
2. Umur W= ... "
3, Agama . . EREE T e o0 ' 6 B o000G
4. Pekerjaan .. & ... .. T
5. Tempat tinggal A T Tr—
dengan seorang perempuan:

1. Nama . Bed, Indijahe (Admly
2, Umur gyl T
3, Agama T N TEm -
4, Pekerjaan Y T DT, .
3. Tempst tinggal W, N W . -l

Degukianish sural keferanganr ini dibuat dengan menging2r sumpah jrbatan
dan dapat dipergunakan di mana peclo.

X ZBRESA, .

RSB (e
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" PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA JakarTa SELATAN. _ Mode ¢ PML |

; PARARMI NG, .
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UNTUK PEREMPUANM

13-

No. ":8§c‘fm a}f.i.?f.!f'r, el ,2.4.
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Talak vang dijatohkey 2

1. Talak yang keberapa
2. Talak yang pernah dijatabkan

3. Talak yady dfaiublen sekarang
4. Qobladdukhn! ateu Ba'daddukhul

V1. Nikah atay Refuloga dalal dicatat 1

i. Tempat
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o b 2WAN b CEVE Enis MANEAVER N
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
FASAR MTNGET

. Jokarts, P Med 1936
Nemor  : K3/MI-3/ 251/ N/ 1986 N, Kepada
Lmupiraa 3 e Yeh, Sdr. Kepale Kantor Catatan Sipd
Mt : Surat keterangan, Jin, Tensh Abang T

i Jakaria Pusat

Asszlamaralaikum Wr..;Wb.

Schubungan dengan sueat Sdr,, tanggal _ 28 W e i 1986
No. 1480 [ 17554 / S/ 1985

kawin Sdr. o OHNATHAN PETHUS SITERD

S a emmm PR

Porihal terscbut distas berkenaan dengan permohonan

dikantor Sdr., dengan i kami sampaikan
buhwa seteloly yung beoasgkutan kami periksn seperlunys kami tidsk dapar memenubi surar Sdr,

ferscbut, berdasarkan pertimbangas bahwa seturur poss) 2 ayat {3) jo pussi 10 aysi (2 PP Nu. 9
ishun 1978, Sari. JHARINT SUJTAX

tsh. dintay harus kawin menurut fata ¢ara
Agama Istam dan dilakukan dibadapan Pegawal Ponestat Nikoh Szhasaimasa yang dimaksud UL,
No. §2 The 1345, Dengan dunikizn, dapat dibaraphan terjadinys perkawinun yang syab sebagaima.
na twclab ditcotukan dalam pasal2 ayat (13 dan penjeicsannyz darl U.U. Perkawinan Ne. | Th. 1974

Apabila fihak yang berkepentigan barkeberatan atas pesclaksn inie kami persilabkan me-

miata penctapan fkeputusan kepada Fengadilan Agsma Jakazrta Selatan vang berkantor

di H. Tansh Abang T dfs Wali Kota Jakarta Puear, sehagsimana dimnksed oleh pazal 60 ayat {3)
jo pasal 63 avac {1) hueuf {3) .U, Perkawinan.

Demikianiah agar saudara makium das dipergunakan sc,pc;‘iunya.

Tembusan diampatksn kepada Yih,

Ketua Peagadilan Agnma Jakacta

dairarea Selaten L GF Inkarea,

Kepala Kendepag Kota Up. Seksi Urusan Sgama fslam

Jakarta Selatan e di Jakarts NP, 150186088
. sde, Harini Sujek ai Jakarts.

Arsiope .
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BADAN PENASEHAY PERKAWINAN .PBRSELISIHAR DAN PERCEHAIAN (DPwq)
) KCGTA JARARTA SBILATAN
JL, BUNCI® RAYA PEJATEN PASAR MINGGU JAK. SEL.
J4AKARTA

Nomor s SD/5-PEP=4735/ V7 /1986 Jakarta, L2754 1986
Lampiren
H a I t Perkowlnan cumpursn,

RKepanda
¥th, Sdr. Kepale Bantor Cataten
Sipil Propinsi DKI Jakarte
81 -
/ JAKARTA

Asgglamiainikun war. wab.

Memepuhl meksud surat Sdr. tangesl f?{p“““.., f’%’/ Homors:
”??29[1 T5%5.4/08/1986 grgntan aken melangsungken perkawinan antaw -
8 Sdr. %?"ﬁi‘;.é S ee yang beragams Islem dengan Sdr. -
E‘?i’.‘.“...........”?f’yang beragama '.,.'.‘i:ﬁ"’.ﬁ%’wm, maka keps -~
da mereka telah kami beriken penjelasan-penjelasan tentang 3 -
1+ Sahnya perkswinan menumii Agame Ielam, den Undang-undang No. -

1 tabun 1974 vasal 2 ayat (1).

2, Wejibnya calon swesi/isterl yang beragama Islam untuk meni -
kah menurut tata cara hukum Agema Yelan dan dleatat oleh Pew -
gawel Pencatnt Nikeh sebagaimans yang diatur oleh Undang - i
Tndang No, 22 tabhun 1845 Jjo. Peraturan Menterd Agema Ho. 3
tahun 1975 pasgal 1 ayat (1) huref a.

Selanjutnya kepada kedus celon mempelal telah kaml h&rimn
nagehet seperlunys tentanz pembirasn Rumah Tengee Bashagle, naemuar
hasllinya fetap mereke Inpln melangsungkan perkawinan di Kentor
Sdr, dan calon guemifisteri yang beragoma Islam ltu mengerti ter
tang perkawinen tersebut melenggar hukum Agama Ielem yang 4l -
gnninys.

Demikianiah hasll penaschaten kami, semoga borguns untuk
pextinbangan Sdr. selanjuitnya.

T Taar };&\1\‘{.& s 83 8lamn.

}«,

(’;3 12 4 ;

T . 7 s

\‘;:- IAERS LA '&emﬂ%m
Tembusan Kepada Yth:

Keopala Xant gra A gams

Kecamatan %5751 & f%z:@“’} .

éi -
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KETETAPAN

DEMI XBADILAN BERDAS KETUBANAN ¥ARG M ESA e

Hulkim Pengadilan Negeri Jakerta Selatan, yang bersi-
dang dab mamerikss perkara perdata dalam tingkat pertamn, te-
tah memberiken Ketetapan seperti tersebut dibawen ini, ates

permnohonan derl
HARTHNT SUJAK, berslamst di Jalan Ksrang Pola 1/15
' Pasexr Minggu Jabkarta Salatan, disebut
sobagsd PEMOHON 3

Hakin, Pengedilan Negeri Jakarda Sejatan 3

Talah mendengar keilersngarn Pemohon dan calon suami
Pamohon dan sskai-sslmi

Momperhatilkan surst-sursat bukii yzng disluken dalam

yorsidangan §

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menilmbang, bahwa Pemohen deagsn surat parmolonannys
tertanggal %1 Mel 198&, yang didaftarkan di Kepanitersan Fg-
ngadilan Negori Jakarta Selatan tanggal 31 Meh 1986, dengan
Nol 518/Pdt/P/1986 /PN Jkt 501,., telah mengemukakan halwhal s
bagei berik.t

Eahwo Pamobon ales melangsungkan pernilkbahan dengan
gaorang leki-lsisl bernams : JORATHAN PETRIS SIBERQ, agawma
¥risten, pekerjesn karyawan Pertamina, bartempat btinggel 41
Komplek Pextauing RU.001/07 Kel.Grogol Belatan Jakarts Selstans

Bahwa ¢galon suaml Pemchon telah menmlikah dengsn 680 -
rang pevempgan bernamsa : DENGAH, CLGA, skan tetapi telsh ber~
ceral {Akte Perceoraien ¥0,46/198%) terlampir i

PBahwa oleh Rkerena Pemchon beraganms Islam, sedsugkan
calon suaxl Pemohon berasgasms Kristen, oleh sebad 1iu Kenlor
Urusan Agems manolek perniksihan Pemohon dongan ¢alon suant Foe
mohon agmurut sgema I=lam

Bahwa untuk melangsungkan pernikshan tersebut, 4di Xan- -
tor Catatan 3ipil Jakarta harus mendapet i1gin dari Pengadiliasn
degeri Jakarta Selstan |

Peraana init Pesohon melampirkan surat-surst bukiti
yang skan diserahkan dipersidangan nanti |

Berdasarkan seeenes
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Berdassrkan hal-hal tersebutl dlaiss, meks Pemohon mohon
kehadapen Bopak Hetus Pengadilan Negord Jakarts Belstan, sudi-
1ah kirsnys berkensn menstapuan sebagal berikud ¢
i+ Mengabullkan permcohonan Pemohor tersebul diatas 3
24 Momberd izin kepada Psmohon 1 HARINI SUJAK, dan calomn

suami Pemchon : JONATHAN PETRUS SIBERG, untuk melang-
sungkan pernlkahan di Kantor Catatan Sipll Jakarta ;
3. Momberi kuasa pada dan seporlunya memerintahkan kepa-
da pegawal lkantor Catatan Sipll, untuls melangsungksn
pernlltahan antara Pemchon @ HARINI SUJAK dengan calon
sueni Pemchon : JONATHAN PETRUS SIBERC, menurut daf -~
tar pernikakan di Jakarta
Ly Blayva-~blayas menurat hulkum

L Ll L kg

Memimbang, bahwa pada persidangan fanggal 2 Jund 1584,
Pemchan dan calon susemi Pemohon telah datang menghadsy sendi
ri dan selanjubtnya sural permohonan Pemchon dibacaksn olebk
Hakdr, atass pertanyassn Hakim Pemohon menerangksn behwe 1a to-
tap pads permohonannya i
Kenimbang, bahwa Pemohon dipsrsidangsan telalh menyerahkan
surat-gurat buktl, yang berupz :
1. Surat Keteracgen No.lh94/1.7554/C05/1986, darl Kantor Ca -
tatan Sipil Jakarta, tertanggal 29 Mel 1986 ;
2, Suret Keterangan No,K3/MJ=3/251/V/1986, dari Kauntor Urusan
Agama, tertanggal 29 Mel 1986
3. Surat Keterangan No,50/5-P/BPAL/JS/V/1986, dari Xantor BP-4
tertanggal 29 Mel 1986 3
he Surat Keterangen Asal~Usul No.080/1.755.2/86, dari Lurah
datlpadeng, tertamggal 22 April 1988
5. Surat Keterangan Untuk Kawin No,080/1.75%,.2/86, dari Lurah
Jatipadang, tertanggal 22 April 1986 ;
B. Surst Keterangan Ho,080/1.7552/86, dari Lursh Jatipadang,
tertanggal 22 April 1986 3
7« Alte Kelahiran ¥e,30/1942, dari Kentor Catstan Sipil Pur —
woreadlo, a.a. HARINI, tertanggal 30 Okboker 1961 i
8. EKutlipan Buku Pendaftaran Palak No,39/09/VIII tahun 1984,
dard Kanibor Urusan Agama Cempaka Putih, btertenggal 27 Lgus~
us 1984 4
9. Surat Keteraungan Asal-Usul Ho.32/1.755,2/86, dari Lurah
Grogol Selatsn, tertsnggal 23 April 1986 ;
10eavnsweus
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10, Buraet Keterangan Untulk Kewin No,%2/1.755,2/86, dari Lurah
Grogol Selesten, tertanggel 23 April 1966 i

1l. Burat Keterangan No.32/1.755.2/86, dari Lurah Grogol Sela-
tan, tertanggel 23 April 1386 i

12. Surat Kenal Lahir No.354/WK/AJS8/1986, darl Walikota Jakarias
Selatan, tertanggal 23 April 1986 3

1%, Akta Percveraisn No.46/198%, darl Kantor Catatan Sipll Ja -
karts, tertanggal 23 Aprdil 1983% 3

1. Suweat Poridin Ne,1l%86, dard Gereja Batak ¥Karo Protestan,
tertanggal #9 Aprll 1951 3

Menimbz..s, bahwa asslanjutnys Pemohon telank pula mengsejukano
sekel-saksl vang dibvawah sumpah, yang masing-masing bernamasl

- . A y - 9 [ C e e
15 Boa L WO om0 [ERCA ¢S 2‘ [ TSP PN E LS hifai e

kedua-duanys hertempat tinggal di Jakérta yang pada poksknya

memberikan keterangan sebagal berikut ¢

Sekal I 3 Jgmenen@ e,

bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan cslon swami Pemohon j

bahwa saksi tahu Pemohon beragama Islam dan calon suami Fe-

mohon beragama EKeisten 3

bahwa aukel tahu Pemchon sudah pornab meniksh dengan seorang

laki~lekl dan sekarsng sudah borceralpy dan $idal mempunyal

iikatan dengan lLaki«lalkd Iazinnya ;

Saksgl II 3 ; 0515 1501T%al.

- bahwa saksl kenal dengan Pemchon dan calon suanl Pemohon 3

-~ bahwa saksl tehu Pemohon beragama Islan dan eslon suanl Po -
moheon beragama Xrisiten

- bahwa saxsi tahu casleon suami Pemchon telsah pernah menlkab
dan audah bercaral, sekarang tidsk ada ikatan deongan wanita
lainnya 3

TENTANG PERTIMEANGAN HUKOM @

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohinsn Pemohon pada
pokoknya ialah agar Pengadilan Negeri Jakerta Selstan, memberd
igin kepads Femchon unityk mnelangsunghan pernilehsannya di Ken -~
tor Catatan Sipll Jakaria j

Menimbang, bahwa alasasn keberatan dari pogswal Pencatatan
Porkawlinan di Kankor Catatsn Sipil Jakaris untyk melangsungkan

PETREWIODAN yeasssnena
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perkawinagn antaras : HARINI BU0JAK dengan seorsng lakl-lakl bher-
nama ¢ JOSATHAN FuTRUS B1BERO ialah berdasarken pasal 60 aysatb
1 Undang-undsnz RBeprblik Indoneslis No.l tabun 1974 1

Mentimbang, babws dengen kesaedlasn Pemochon HARINI SUJAK
uptuk menikah dlhadapan psgewal Catatan S8ipll, Jugse dihubung-
kan dengan kesedisan calon suaminya unitukx meniksh dihadapsn
regawal Catstan S1pil

Meaiubang, bhahwa berdasarkan pertimbangsn-pertimbangan
dlatas setelah dinubungksn antara sgatu dsrn lalnnyz bailkk meng-
aensl ketersnean sakai-saksi manpun gurat-surat buktl yang di-
ajukan Peuobon dipersidengan, make Pengedilan Negerl dJdakaria
Selatasn dapet mengabulkan permohvosan untuk memberi izin kepada
Pemohon untuk melangsungkan pernikshan &l Kantor Catatan Sipll
Jeaxgarta i

Momnerhatikan passel-pasal dard Undang-undang yang ber=
sangkuisan

MENETAPX AN

o e

Mengabulikan permchonan Pemohon tersebutl diatas

Memierl lzin kepada Pemohon HARINI SUJAK dan calon
suani Pemobon r JONATHAN PETRUS STHER(, untuk m91ii§?/

sungken pernlkahan & Kantor Catgtan Jipil Jakerts

Mamberi kuass pada dan sepsprlunys memerdntshikan kepa-
da pegawai Kaptor Catatan Sipil 41 Jekarte/ untuk me-
langeunghan pernikshan sntara Pomonon : FARINT SUJAK,
dengan calon suaml Pemchon s JONATEAN PETRUR: STBERC,
menurut daftar pernikahan 4l Jakaria j

Moubebankan kepada Pemchon untuk zmembayar blava-biaya
dalqyr perumohonan ini, vamg hingga kini ditaksi sebessr .
RPe 20,000, (dua pulub ribu rapiah) i

Pamikianlah Ketetapan ind dibugk-di Jekerts pada hari
el +t SEN I N, tanggal 2 _J un i 1986, den pada hari itu

SUBE sesenes
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Juga diucapkan dimuka umue oleh Kamd : DJADI WIDOJO B.H.,
Bakinm Peagwiilan Negerl Jakarts Selatan dengan didampingl

oleh Panlters Pengganti ¢ HY, WINIEX 4, HANAFEAH, serta 41 -
hadird pula oleh Pemohon dan palon suswdl Pomohon ,-

PANITERZ PENGGANTI, HAEIM tsb,
t’ﬁ‘ﬁ& t'ﬁwﬁ
{ BY¥, HINIEK A HAMAFIAN ) . ( DIADT WIDGJO S.H.),

Hiaya-blayae :

Materal cseeweve Bpa 1.000,~ 2 gt
Redaksl ssessss BPe 1.,000,- e
L& e 5 eeess Rp. 1.250,9

intuk saliran yang resmi sesual
dengan aslinya diberikan kepada
dan atas permintasn ¢ PEMOHON -

JAKARTA 2 Juni 1936.

{ MAHDI SOROINDA HASUTION S.E.)
NIF. O800288X0 .=
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Sdr. Kepala/Pegawai Luar Biasa
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g dsn
... Theresias Marsauwlina. Sthavani oo ...
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tempat kediaman .. :)L'Y“-MHQJNJ\M Ashari N2 33
sehelumnya betum powg Ry Ry ot o We TR R .. L.
porRah
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KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DRI JAKARTA
Jl. Tansh Abeng I Talps 377418 « 371417, =
' TAXKARTA,

e TR T I TE T T b T U S S Ny Wi e e s A WO Dy R S sy S e Sy gy . i

%//?;'%'{ %/égé@% Jakaria, L Ml 1986.«

wy

Homor

Lempiren z

Perihel Ropeds Yth ;

PEHOLAKAN PEREAWINAN o

LY

SAr/Sdrl, ANGEKA NAEKARDEIE .
J1.Bubang ¥0.3 Rt 004/04

4 -
JAKARTA.

Sehubungen dengen parmshonan darl saudars é!’“xé MATARDEIRS L,

IBRiT QL sessourerorernsrsess pada ﬁanggal Q?Qi????;‘Q3§§?::;9¢09Q009€99

uiews 73 s Sulung Ho.)

xeri GABIPALESTRTIEL IO hertempat tiﬁggal B Seevwesertitvessreroves
%‘i +80 %i k&h’k‘ « .
svraranssxsssersnsnenrsnsevey SEEES Islam, asken melangeungken perkawinan-

di kentor kemi dengan Sari, TEERBULA MADRAVLING. JIBSRANL,....... 1shir di-.
Juknris 1960 ,-

LER B R AR R REEEREEEERE NN NEENEN¥] pﬁéa tangg&}. AR FEE RN FEEREE R EEREEREE R NFESENE N EE R T

pﬁkﬁ%‘iﬁ%@[é‘f veesevsercssrers DeYtempat tingpsl 41 91 .EH.Hsuyin Ashari Fo

Jukaris, Erisfen,

LN B EREEES NN R AR AR R N EE LY RN 83&1]13 LN EEFEEEBERENNEEESEENENEEELERERNIENEENENENH:]

GRA HAHARDETKS
01811 1{81”821& aaudara uﬁqllo.0I’.t.ﬂf‘ﬁiﬁ“!o‘l’!}’ﬁl’ﬂﬂ'!ﬁtttn tersebut

beragems lelam, dimana menurut Undang-Undang No.1/1974 pessl 60 den pera
buran pemerinteh no.9 Tahun 1975 pasal 2 ayat 1 perkawinan saudara harue
ditakssnaken oleh pegswai pencatat sebagaimglm dimakeud delam Undang - Un
dang notmor 32 tahun 1954 tentmng pencatatban Nikah, Talaek danm Rujuk, - :_Iadih
perkawinan sandare harus di kantor Urusan &gams.

hpdbilas ssudara berkeberatan terhadsp penclaken inl kanli anjurken ~
agary saudars pengejuken permchonan ke Pengedilan Fegerl Jaksrds ;ﬁ’?‘.‘?f?,
untuk mendapatkan 1jiin Nikeh menurub Stbld.18%8 no.158.w

Dewikisn spgar saudare menjadi makium.-

Poegawal Luny Bipgs Pencatat Sipil

MIp. §0RTINL § HRK: 29048
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN ﬁ&(ﬁﬁkhﬂii
KECAMATAN MENTENG
Jalan Temen Amir Hamzay Nomor 34
JAKARTA

il ot i PP P AR

Ko,  KI/MI-1/62/84, Jakarta, & Mel 1986.

Lampe: - Kepads Yth, '

Hal, ¢ Surat Keterangan, Sdr.Kepalz Kantor Catatbsn-
—————— . Sipil DKI. Jeksrba

dl.Taneh Abang 1 -
JAKARTA

Dengsn hormsié,

Membalas surat saudaps Langgeld® April 1986 ,nomor=
1193717552/ c8/1686perihel seperti pokok surat,bersama i-
ni dimsklomken berhibuog Sdr.inks Msherdiks yang pade-t
gaat inil berapgams Izlam aksn mslangsunghasnys pernikahan
denpan secrang perempuan bernsma Sdri, Theregis Marseullis m
na Siberani beragams Kristen,

Dengan ini menystaken bahws PEN, tidak wmembenarkan
perzawinan tevssbutl dilangsungkan tidak menurut Agamz I8
lam dan bidsk dicabut pads Kaentor Urusan Agams yang mewis
igyahinys,

Demi tevjaminnys keabsshan perkawinannys tersebut ber
dasgrkean fassl 2 ayst 1 Undsnpg~Undang Perkawinan,
Demikisn agepr mstlum dan seperiunya.
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UNAN ketstapan REPGRAETS perkera perdasaipddony . ‘

LRATOXE/RY
No, : _608/PDT/P/1988/PN.IKT.P5T
darl Pengedilan Negeri Jskarta Pusast -
dibust sesusj depgan aslinys pada tanggal @ i8 Fei 1086

o

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT,

Hama

Nip. 3 [}tl[][}lé?ﬁ}&\.

JTUORUNAN ketetapanfiepminsar  ini  dikeloarkan  entuk  dan o atas permintasn ’
RN KRR

Pemohon
pada tanggal : 21 Mei 1885
PANIT j PALA PERGADILAN NEGERI
LKARTA PLUSAT,
Namasa {)3(3

Biaya-biaya tutonan

Leges o Rp. 1000
Meterai oo u 1400
Jumish .. Rp 2800 -

Telsh dibayar di BENDAHARAWAN/KAS

pada tanggsl o~ I~ ’%
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PENETA®PA .
NOMBR 3 806/PDT/P/1988/PN,JIKT.PST,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Kami , Haklm Pengadilan Negeri Jakarts Pusat }

Membaca surat psrmchonsn tartanggal 12 Rei 19886, -
yang terdaftar dlkuﬁlnltarlan Pengadilan Negeri Jakarta -
Pusat tanggal 12 PMeil 1988 nomor GS06/PDT/P/198B/PN.IKT.PST

dard 1_ ANKA MAHARDHIKA , bertsmpat tinggal Jalan Subang
nos 3 Rt.004 Ru,04 Jakarta Pusat sebagaliPEMOHON 3

Bahwa Psmachon msngajukan permohoman yang isinya pads

pokoknya sesbagal berikut i

Bahwa Psmohon beragama Islams }

> Ppemohon berssms calon isteri Pemohon telah =

KellpAs o akan tetapi K.UsA., msnolak pealak-

sanasn perkawinan tersebut Karsns psrbedsesn agags § ————
Bahwa catatan sipil Jakarta juga msnclaok pelaksana-
an parkawinan terssbut , dengan surataya tertanpgal : =
9 Mel 1986 } no. 12680/1,755.4/Ca/1868 3
Bahwa Pemohon tatap berkeinginan melangsungkan par—

kavinan di catatan sipil j

Berdasarkan hal-hal terssbut diatas Psmohon , mohon

Pengadilan Negeril Jakarta Pusat berksnan 1

Rengsbulkan paraschonan Pszmchon §

menyatakan psnolakan darl KeU.R. den statan sipil -

Jakarta tesrsebut diates tidak beralassn §

MR svssessess
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Remberi 1zin kepadas Pemchon untuk melangsungikan pere

kawinen deggan seorany peresapusn barnasms STHERESIA SIBARA~

NI yang beragams Xristens

Biays asnurut hukum }

Manimbang , bahws pada hazrl den tanggel persideangan
yang telah ditetapken Panohon tslah detang smsaghadep den
ssislah paruchopan dibacakan , Psmohon menyataskan tetap «

pade pmrschanardys terasbut § -
Menimbeng , bahwa untuk menguatkan delil permohonan
nys Psaghen mangajakn; buktl berupa antara lsln I w=wwo-
1l akis kslshiren daxi catatan sipll Jskarta § e
no. 1578/1961 tangoel 23 Juni 1S9EBLl atas nama  ANGKA MAHARw
BHIKA dean no. 4l/C/73870 tanggal 25 Junil 1870 stas nasa
THERESIA MARSAULINA

 nig§at pennlakan parkavinan dari catatan sipll Jae
‘ E:

Pemohon dapat sslacgsungken perkawinannya sesual dangan -
kxtuntunan &agi#n IXI Bab XI1 darl Undang-lndeng nn*’l Fatom
hun 18974 , tentany perkgulinanm §

Renimbany , Dehwa Kantor cststan sipil DRI Jakarta

telah menolak pelmksanasn psrkauinan Peschon karana perbew

gann agass

Manimbang , bahwa digpersidengan Peaochon asnerangkan
bahue pada pokoknya in ingin selsngaungisan parkawinsn di.
kantar catatan sipll , dengan cmlon isterinys sesrang pe

Tenpuan bernsoss THERESIA MARSAULINA SIBARANI yang bep w

BURKE svvinsnses
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aguma Krxisten stas parsetujuan kedua belah plhak 1 eweee

Renimbang o bahwa Pemahon dar calon Istexinya , Rew
singw-nasing belus wssniksh dan atav tidak dalan keatdean e
tuzikat deagan parkaswliran lsin 3

Seninbeng , behwa bDeik Pemahon msupun celon interl -
nys telak menenull pesrsysratan usur dan lagl puls tidek «
terdapat hal-hal yang dapst ssnizmbuliian sdanys pencsgmban

perkawingn sebagsl nans dissbutikan dalsa baglien 113 b
XIX Undang-Undeng noe L tabhus 1874 §

Manimbang , bahwa Undang-Undang nossy 1 tshun 1974
tidak mangatusr perkawinan caspuran antar sgams , dan bahwa
Undangetindang thdak welarang perkeswinen demliclan § e

Kusidwbeng , bahwa clesh karsna 1itu berdassrksan passl
BB En3559~0ndang no,l Tahun 1971 , Hakioc dapat seapergue

aan 4 hal mans adslsh sesual dengan priasip yang tesrdapat
dalen Dndengelindeng Dassr tahun 1845 Dahus BumUs Orang -
{ wargs negars ) barsamasn kedudukanmys dalam hukum , s8¢ =
mingos dwngan desikian pondlsken pelskssnsan psrikawlonmn -
dari Xentor Uatates Sipil Jskarta ssbagal sans d¢fitentuksn
oleh pasal B0 ayat 2 Undangeiindang nno, 1 tahun 1374 sdalah
tidakberalusan

M&t’l&wng » bmhwa berdasazkan hal ~ hal terssbut gl
stas pearsanvnan Paesshon quiiup barsliasan den dapat dilcse

bulkan 3§

at wheweEES
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Mengingat , Ketentuan bagisn III 8ab XIX Yo, Pasal
B85 Undangelindang no.l tahun X974 Yo. Steatbled 1888 no, -
158 § o

R ENETAPK AN

Rangabulian peracohunan Pauashon §

Renyatakan panslakikan untuk sslsngsunghsn perikasine
Bn Pemohss 3 ANGKA NAMARONIKZA dencan pacaspnusn DETARRE -

';atakln penstapan ini ssbagsi pesgoanil svrat kee
W4 sebagel mana ditentukan dalam pasal 50 ayat 2 w
ﬁndaag-ﬂndang ne.l tahun 2874 untuk perkawinan Passhon =
tarsabut

Membsbankanr biaya psrashonan inl yang ditaksir ssbhe
sar Rp 7008 .- { tujuh ribu ruplah ) kepada Pewohon § w==

Camikiznlah ditetapekan pade bhari 1ni Senin teaaggal
189 Mai 1988 olsh Kami WA BOEDIARTD SH t&uk!.m Fenpadiiaen
Ragerl Jekarxrta Pusat deanpan dibantu olsh paniters panggan
tl: Rustina , peneatapan mana diucepken pade hari itu Juos
dimuks umun dengan dihsdiri cleh Pemohon o=

FPANITERA PENGGANTI, ; HAXI®A,

tid, ttd,

{ RUSTIHNA ). { Be8 BOEDIARTD, 3H), -
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Maded : K - XXXi

PEMERINTAH DAERAK KHUSUS IBUM‘F’A JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jeisn Kaban Sirth Ne, 2022
Tolp. 387208
JAKARTA
SURAT - KETERANGAN
Nomm‘?% -fa?:;{:‘,f?a.ﬁ-{fa.lﬁgwi--","‘r"ﬂ.~
Yany bertantia tanpan di hawah ini menerangkan bahwa |
1 N gz . _5‘*':'33:;4'. L‘.;“.:Z.'\:’;?’:ZE:."&. e I 9{39 ?51 v‘}-l"}w e
2. Jenis Kelamin r IaMiaslakis oo oo oo . IR
3 Tanggel dan Tempat adir JakaxyTa, Foiiel 31851 .
4. Agamas ., T RSN | R ool RN T .
6. Kewargansgarasn ) C OWNGR 7 WL
. Pekerjaan P Sy ., WA e g
7. Alamat Lengkap s din.g SARBRS 0 A L L, fr 004
fw, U4, Kelushan . AGHSCR8, . . i,
Keeamatan _ _:enteng . ... Jokarta . Luzat

Berdasarkan Peratiran Daerah Nomor 1 Tehun 1978 tentong Penyelenggarasn Peadaftaran
Penduduk dan Karty Tanda Penduduk dalam Wilayah DKY Jakariz, serta Hasil Penslitian Terhadap
fduntitas Kepandudukan yang telah gilakukars, teenvats :

.....................................................................

berlaku,

KEPALS DINAS KEPENDUDUKAN
Potnga PKI JAKARTA,

uh,

Kepali- Sl o
Jakarpe L ... ... S foinan

Leges

*1 Carst yang sicek periu. . P 9’)0 t:'f(/ w‘(
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Modei : K- XXX1

PEMERINTAH DAERAH KHUSUSIBUKDTA JAKARTA

PINAS KEPERDUDUNK AN
Jalan Kebon §irit No, 2022
Felp. 367205
JAKARTA
SURAY - KETERANGAN
Nomor : ¢ &' JIBAY e Bede 159,086 yw
# _‘f"' )
Yang bertands tengan i bawah. ini menerangkan bahwa :
1. Nama . ANGEA MAZARDEIKAy . . . Hopen 1080561 s1X0.m . |
2. Jenis Kelamin R PO v, F0 % o AP Crrrar e
3  Tanggal San Tempat lehic : dmlewrde, 8 Mol 1961 ... ... ... ... LR B .
4. Agamaua A A 3 O & W
5. Kewarganegarazn "} ; EEER FWN) =y
6 Pgkerjaan R (Y 70 W O e L
7. Alamat Lengkap d o, Pnleng el 3 L. L. R 004
fw, D4 ..., Kelurahgn . HexB&0e . ... .. 0 . v, uu.. .y
Recamatan . Menfeag. ... ....... Jakarta . Puow¥. . ...,

Berdasarkan Paeratyran Daergh BMomor 1 Tahus 1878 tentang Penyelengygarsan Pendafiaran
Peruduk dan Kartu Tands Penduduk dafam Wiayah DK Jakaris, serts Hasit Penelivisn Terbedap
Identitss Kependuduken yvang teish dilakukan, ternvats ¢

-------------------------------------------------------------------

.....................................................................

Selanjutnys kepads yang bersangkutan dapat dilayani menurut ketentuasn/persturan yang
Berlaku,

dakarta, ... 0. 12 .. Jumd ... 1986 .

KEPALA DINAS KEFPENDUDUKAN
DK JAKARTA,
Petugas ub,
REREIL R inns KependudlIKEa
dakarta ... ... e i ;

v

Leges

*

*$ Coret yeny titak periv,
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3 Model : K« XXX ¥

PEMERINTAH DAERAH KHUSUSHBUKOTA JAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN
Jatan Kober Sinh No. 20-22
Teip, 387208
JAKARTA

me e i o R
At e e o

l

SURAT — KETERANGAN

Nomar éﬂ [IB]12304.758.0/06 .~

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

TURRESTA CTSARATI, Yonen 1460.352.052.

1. Nema TP i I | UL A | DN B . .
2. Jeris Kelamin P SBEEMBRAR. L. ieniari e
3 ‘Tanggsi dan Tempstishir @ | Ja?:az*ta, *2} 2t h{a? (e‘t‘ v‘}é { ,,,,, PR N
4, Agama, B T T OGN A, e e i
8. Kewarganegaraan *} D WA W )
6 Pekerjaan BT o, . . T, . . il Y
7. Alamat Lengkep o din, FHLTASS T :.1‘9__“_‘;,_?_?_,,'{‘ 1“3 ........... Rz, 009 5 b
Aw. . Q7.... Kelurshan . 28tojo Ydera . .., -
Kecammatan ., ?mbf&r ........... . Jzkarta, ?"Jﬁs"‘t ,,,,,,

Berdasarkan Pergtoran Daerah Nomor 1 Tahwa 1878 tentung Penvelenggaraan Pendafaran
Pendiuduk dar Karmu Tendz Benduduk dalam Wilsysh DRI Jakarta, serts Hosit Panalitisn Terhadap
Identitas Kepandudukan yang telah dilakukan, tarnyata :

Ybs, telaeh memiliki £TP DKT .«

Al S ETITETE e T AT A T T e T I A ] H

Selanjutniva kepads varg beesangkatane danac dilavand menurit Ketentuan/peratiran yianyg
berlaki,

1 A -~
12 Juni 19"‘74.5*

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
Potu op s DK JAKARTA,

¥ ub,
Leges Kepg iy Dinas  Kepemludukan

T R RN

] Cores yanyg tidak perlu, RiIF, ‘9}0 W!
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Modds 4

Wargansgora ~/ alontine, ...

Bibid o eernen 2898 [Nomar *’ap

P

c?é TLembar ke g?

G hbs L TTT wrsadnnaannan
!

AETA PERKAWINAN

P e T Rt L T

l/:%é tanggal ..fn _/(7‘“;'% Jaﬁc

W 3 seiony z.,agm

U URUUNUPPITR -1 .t S wiisptvs 24 e gtrippt AV At e Wt s.
Q}' m..« eraeree . kadir dibhndopan gays @’%?"ﬁfﬁfw é‘?’i

Luar Blasa Panoaist S};‘»z}ﬂ:"ambat Iihzzsas éz SRR it 4
,MM‘W?/ T ”ux..;{».ﬂu.-u..,.M.m.‘““nn, fnvan

S TBERY g;'wwm £r7ens i,
;f’gz@;ﬁz&gf &’M&{M /‘E mﬂm Mu ﬁmﬁafw ;;m»g ,Z_iiw n/«&
Sl g
ahun telah maemenuhi batas umur 19 tebunf. agﬁma;’kgpe:cayaan JP("“““
y’:’;}ma«w

......

AP “.,..Hu T

dan sangyal [aizs:

X farat ...

ceevecen... Qekerjaen f“:

ke sraprtyd b r Rt EREEALE FTrs X sns bbbt mrdp rmany

erernnne tempat kediBman Locaoeaniien

3
&
1

?‘wu....u»««”“».. R L R T

hmwkawm dangan Jfﬁ ("}9 ;L/“ )1./

pernak

Aakg @i suam oopead cer e IR |
§ f 0)??:%% ( M?}/}(I‘..:/“ wwwwwwww

agama{kxpcrcayﬂan . s I 1 SN

cown . L T P P R PN, . . s NP e

A . o -

SkeBBamat L T s e ? - SR, ..
‘{"g,‘._,“......M..W,.“ TR < s e moe s mm e agama;’&cpemayaaa ?'}/CGJ’? IO IO, 163 0 5 i
«,Fs:a .

RS - Ay L RRRE RS - - 0 o MtaktEzarenmrinanazTenas T I L B B T

C& 1’:"7’?{‘“&(’&:«;

E2diamman L uiiiiim i iisianra e v e e

A NH A AICT =R FRERKEArTTTeradsd b mn AR T &

dan

7@ JOEDIIR,
'Ifim’i iﬁ&gg&l ia}wzﬁa?“w}?{‘f.‘/ﬁ Mkwf&{k‘( é’&ﬁc—. 94;/) -é-»-éjf“' Lo 4 y

z. A.,?ed)au/% "Fiaken telah memenubi hatag wnor 1§ takunl, sgama!ka;zércayam : /J;/éf%
NUUUIRTRvee -E JUF JORROOO. .Y W (‘}/&“‘-’Qﬁ
emeeen e n e asan e aieaia e o lEPapaE kediaman . /M"Wﬂk

AAAAAAAAAA l‘llll“‘-‘-t“i‘!h!“‘hﬂk-vbtii‘a“‘nvle-y = rm e d R, B T T T PP P SO Y

TR fawin dengan ..o.dod &f"”ﬂ"‘ .dj" M@"i

—-—uvm [ P I P S

wmpuan dari, sugmi{ isterd mf/ oo B xBTS
o 9{
%WWQC 35 Bl o TBgamahemercavann LTI

amttanm.

................................................... (U b S e X T T e P
jaean / A
2 fxziyzq ” D
Aot SRRSO et .- agama,”i&q;ﬁ?wﬁayaan Cevixmrenrae gt camranie
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. T T N & S OO

Muks moreka e memints supays savas melangsungken perkawinan mereka serta mcaunjukkap }
wk keparfusn ito suratesucat yonq ersebwt dao  teslasplir pada alkea i oyadiu -

¢ Aot ‘.’f’f‘é‘:::?’:%r:fwm Lot bR ]

},{(M f—

‘o (z‘/;gmﬁém o :@
.... 5’5’;5‘-’(&?‘*7[ M
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P T T T LT Ty T T e P T L LI P Y L LT R baaman

amyumrmzTEw P L LI L L I L T TP RPN

T KA am B FA WA R e H e b E AR Fhma TITAE R g aa vk kb KA A TR N LTI IRIN SRR R TEE EAE AR EIYATANI SRR AR T p N ST RA s

Selanjuinya mempelal priz dan mempelai wanita tzlah menszrengkan, bubwa mercks bersama-sama
Benjadi-shami/isteri, don bahwa saya Pegavwsi Luar Biasa Peacatat Sipil/Pejabat Kbusus telah melangsung-

Sy
AARTLE AL, I
; Chgadan Gpet. ...

Perkawinan dilangsupgkan digedusy sewbust akta-skes =)
G nang 1 n s T S P 1 hau s sraean e erren sunas resn s ngdfaaen i vy peresspareannnssgarnrunerirnnrans GiSAKSTREAD oleh:
/%C;émagf/% ‘‘‘‘‘ o Chameapgfeenn wmtiE L8 '”""//}}@\m‘*— takon.

i
eperCRyaan /%;%m pekariaan @ﬂ?ﬁ%a{mw‘
' ' ' C&/Zﬁ CArAn, e

ORI 7.7 1.1+ I- T, Ut i Sk oAl o

T N T I T IR )

.. dan

R R L R R L I T

} M&%M omur KGN rereres. taban,
BELCEVAAN \irvrsincirarariiraviin /“‘"n’l e T

- P,

viov--n bempat kediaman L0l SN A

L L T T T L T A T

Dari hal tersebut dibuar skta ini yang sesudah dibacakan dap dijslaskas, ditands tangani olek

Adap-prrighadap, sakiignksi GB0 BAYHE oo iiaiursoris rinsesssacesiseean s vevyenn s s aSassEak St e ekt s es e e ba s

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ T R L T o P gy

Iwﬂ ar bi&ﬁia

perkasinan dilangsongkan oleh pegawal Peneaist Sipil s

Tande fsngan iger, Tanda langan Pegawsi Lus
! HBissa Pencatat Sipil,

. T A_/)-w‘"
g A

Tands tangaz srasg tua yang membeni idein.

Tanda tangon saksi

da wangsn saksi
Eyany pertams.

winan i dilangsengkan Tands tangan Pegawai 1
B Pejabal Khusus Biasa Pencotat Sil:
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AKTA PEREAWINAN
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dan

. MW L2 Iy R
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v
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- pekerjaan LT el W
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Belum pzmnh
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Cicxeesimeanae e BFama/kepersayaan Jé”‘:&;‘; ......... Ceteae ae e e e
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ctu.; LU s O PO
Ska mersks il memists supdyo sive melangrunghan perkswinon meeekn serts menunioklen kep
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Selanjutnya mempelai pria dan mempelai wanita telah menerangkan, babws mereka bersama-sama
ggiﬁdi'sﬁamiﬁs&ri. dan bshwa sava Pegawsai Luar Biasa Pescatat Sipil/Pejabat Khusus telah melangseng.

.,
rina.

Perkawinan dilangmungksn digedung membaat akte-akta Mx.eiehrier et

A e AATRre sy agasfTaTacu)pepya

i

fvers s trnpns £as eees £ap T asran Sr R prs ¢ np AR kntnnanzne s eeszan or sansnrndionynre s etegeregartiges eareenneane .. disakstkas oleh
%{AMHC{' /ﬁi ;f“ P OO Sf wmur | AT »éj’hw»v;ao‘ ...... rrimeenarminee peees b,
s/kepercayaan ... f’l L2 4N pekergasm a?‘km?f

T et n s st bnae ar sy b ps s ann s antemiinr FEOFAFIER  avasvenvacracenriasnatsesiintosnrrrs

anmges s mmumae s saa g

e HY AN A AR A e ae A et e anm y e e SR A g b n g mn AN SRR A YA e e h g gh s nen e e e e dan

f. MM“’F% ........... “;‘/y ....... umur fﬁ‘a’"/Mm‘(}» tarhun,
kepercayaan ..o, / Fan .. s sage ::;w n
. terspat kedidman ..... ko e 0000 Wm’- e iacen vy

B e 0% e e e e p N E R KRN R p KT KT KT RN p R NETAS N E ey atn B e f KRR ANE KPS S e K nF p 4T g v Dy T E mE T e mE Y AR b EERE S L £ Eah
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Darci hal tersebut dibual akis inl yang sesudzh dibacakan don dielsskan, ditanda tanganmi olek
Radap-penghadap, SRSi-88R8 HEA BEVE . o oiiiiiciiiaiiieriraien s frrse s sarnses esrss s rarrsasa paskasen

T et L R S L R T T L L e S B Rt LR TT T RFT TS S S S e S TEELTLFURLLR RS R AN

Luar biaza

’I‘amia tangan isteri. Tands tangan Pegawai Luar
. iw

Tanda tangan orang itua yang membeorl idain

Biaga Pencatat Sip,

da tangan saksi Tanda tangan saksi
ying pertama,

P —

Bckawinan ini dilangsungkan Tanda tangan Pegawai Luar
h Pefabat Khusus Bizsa Pencatat Sipil
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